MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG ILMU SOSIAL

LAPORAN PENELITIAN HIBAH BERSAING

e [ wma-‘
o TN
3

MILIK PFRPUSTAKAAN UNIV.NESER! PADANG |
DIEERIMA T6L 212 APl Qo1y

o ek 10/#1300F (T

o T LT e

KAJIAN STRATEGI PENGURANGAN RESIKO
BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI
BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI KOTA PADANG

Peneliti:
Zikri Alhadi, S.IP, M.A. (NIDN: 0006068402)
Siska Sasmita, S.IP, MPA. (NIDN: 0029128103)

Dibiayai oleh Dana DIPA UNP Tahun Anggaran 2012
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penelitian
Nomor: 100/UN35.2/PG/2012 Tanggal 29 Februari 2012

UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DESEMBER 2012



HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Kajian Strategi Pengurangan Resiko Bencana
Gempa dan Tsunami Berdasarkan Kearifan Lokal
di Kota Padang
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Zikri Alhadi, S.IP, M.A
b. Jenis Kelamin : Laki — Laki
c. NIP : 198406062008121003
d. Jabatan Struktural : Penata Muda I1l/a
e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
f. Fakultas/Jurusan : [lmu Sosial/ISP/IImu Administrasi Negara
g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
h. Alamat : Kampus UNP Air Tawar Padang
i. Telpon/Faks : 0751 - 443450
j- Alamat Rumah : JIn. Punggai No 304 Siteba Padang
k. Telpon/Faks/Email :0817424616/-/ the_zikral@yahoo.co.id
3. Jangka Waktu Penelitian : : 2 Tahun
4. Pembiayaan
a. Jumlah biaya yang diajukan ke Dikti : Rp. 100.000.000,-
b. Jumlah biaya yang disetujui tahun 1 :Rp. 45.500.000,-

Padan September 2011

/

1 :me Dr. S;.'ﬁfri Anwar, M.Pd Zikri Alhadi, S.IP, M.A
\ %4 t"‘NI‘P[ 196210011989031002 NIP/198406062008121003
SSee /

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian

-

= 18
s \r\
i \
Dr. Alwen Bentri, M.Pd \

NIP. 196107221986021002




1.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian

: Kajian Strategi Pengurangan Resiko Bencana

Gempa dan Tsunami Berdasarkan Kearifan Lokal
di Kota Padang

2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Zikri Alhadi, S.IP, M.A
b. Jenis Kelamin : Laki — Laki
c. NIP : 198406062008121003
d. Jabatan Struktural  : Penata Muda IIV/a
e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
f. Fakultas/Jurusan : [lmu Sosial/ISP/Iimu Administrasi Negara
g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
h. Alamat : Kampus UNP Air Tawar Padang
i. Telpon/Faks : 0751 - 443450
j. Alamat Rumah : JIn. Punggai No 304 Siteba Padang
k. Telpon/Faks/Email :0817424616/-/ the_zikral@yahoo.co.id
3. Jangka Waktu Penelitian : : 2 Tahun
4. Pembiayaan
a. Jumlah biaya yang diajukan ke Dikti : Rp. 100.000.000,-
b. Jumlah biaya yang disetujui tahun 1 :Rp. 45.500.000,-
Mengetahui
Dekan FIS UNP Padang, 22 September 2011
Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd Zikri Alhadi, S.IP, M.A

NIP. 196210011989031002

NIP. 198406062008121003
Menyetujui,

Ketua Lembaga Penelitian

Dr. Alwen Bentri, M.Pd

NIP. 196107221986021002



RINGKASAN PENELITIAN

Pada tahun pertama penelitian ini akan berfokus pada mendeskripsikan nilai —
nilai lokal yang dijadikan landasan dalam upaya penanggulangan bencana gempa dan
tsunami di Kota Padang. Selanjutnya dari nilai — nilai lokal tersebut dibentuklah suatu
model strategi pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami yang dielaborasikan
dengan konsep Hyogo Framework for Action. Penelitian ini dilakukan untuk
memberikan gambaran pada para stakeholders bahwa upaya penanggulangan bencana
tidak hanya berfokus pada tahapan tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi
saja tetapi juga tidak meninggalkan upaya dalam mengurangi resiko bencana. Upaya
pengurangan resiko bencana merupakan bagian awal dari tahapan manajemen
bencana dan berfokus kepada kegiatan pra — bencana.

Kota Padang, sebagai salah satu kota yang paling beresiko terhadap ancaman
bencana gempa dan tsunami di dunia, tentu perlu mempersiapkan diri bagaimana
menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami sehingga bisa meminimalisir
jatuhnya korban jiwa jika bencana tersebut benar — benar terjadi. Mengingat belum
ada alat yang bisa mendeteksi secara akurat kapan bencana gempa dan tsunami
terjadi, Kota Padang tentu butuh suatu strategi pengurangan resiko bencana. Strategi
yang bisa dijadikan landasan dan dijadikan pegangan dalam penanggulangan
bencana.

Strategi pengurangan resiko bencana saat ini banyak menjadi kajian dalam

berbagai riset dan penelitian. Sebagian diantaranya sudah diujicobakan di beberapa
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wilayah yang rawan bencana. Tetapi, strategi pengurangan resiko bencana gempa dan
tsunami berdasarkan kearifan lokal belum banyak diangkat dalam berbagai kajian dan
riset. Dengan model kearifan lokal yang berbeda — beda pada masing — masing daerah
menjadi hal menarik untuk diteliti dan dijadikan sebuah kajian.

Belajar dari peristiwa gempa bumi yang melanda Provinsi Sumatera Barat,
terutama Kota Padang tanggal 30 September 2009 yang lalu, seyogyanyalah
Pemerintah Kota Padang beserta seluruh elemen — elemen masyarakat berusaha
mempersiapkan diri sedini mungkin agar selalu siap siaga dalam menghadapi
kemungkinan terburuk. Dengan adanya upaya mengurangi resiko bencana dalam
menghadapi ancaman gempa dan tsunami di Kota Padang, diharapkan bisa
meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

Kebijakan pengurangan resiko bencana sangat diperlukan di wilayah yang
rawan bencana seperti Indonesia. Berdasarkan berbagai faktor, misalnya letak
geografis, Indonesia terletak pada lokasi yang rentan terhadap berbagai jenis bencana
alam, seperti, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, kekeringan, dan banjir,
yang melanda Indonesia hanya dalam kurun waktu Desember 2004 hingga Juli 2006.
Dengan menyandang status sebagai negara yang rawan bencana, masyarakat
Indonesia penting mempelajari cara hidup di tengah bahaya. Membangun budaya
ketahanan masyarakat dalam menghadapi dan mencegah dampak bencana
memerlukan intervensi yang inovatif, tepat, ekonomis, logis, berorientasi pada

manusia dan kebutuhannya.



Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
penelitian kualitatif. Data penelitian di ambil dengan menggunakan observasi dan
wawancara mendalam terpisah akan tetapi berhubungan satu sama lainnya. Pada
penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang luas
dan dalam tentang upaya pengurangan resiko bencana di Kota Padang yang akan
dijadikan lokasi penelitian. Di samping itu berbagai faktor yang terkait dengan
kondisi faktual yang ada di Kota Padang dibandingkan dengan ancaman bencana
gempa dan tsunami di Kota Padang, dapat diamati dan dipelajari secara holistik
sehingga model yang akan dikembangkan untuk bisa diaplikasikan dalam program
pengurangan resiko bencana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan bencana
di kota padang. Disamping itu data kuantitatif yang diperoleh akan digunakan
sebagai penguat gambaran yang ditemukan dalam kondisi kerentanan Kota Padang
terhadap bencana gempa dan tsunami di Kota Padang dan sebagai landasan dalam
menyusun model pengurangan resiko bencana yang sesuai dengan karakteristik Kota
Padang itu sendiri.

Hasilnya pada tahun pertama peneliti menemukan peranan niniak mamatk,
kembali ke Surau, doa tolak bala, dan ciloteh lapau yang merupakan kearifan lokal
yang dijadikan landasan dalam strategi pengurangan resiko bencana gempa dan
tsunami. Bentuk kearifan lokal tersebut berasal dari tradisi yang telah menjadi
keseharian di ranah minangkabau pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya.

Dari kearifan lokal tersebut dibentuklah sebuah model dalam strategi

pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami yang dielaborasikan dengan konsep
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pengurangan resiko bencana berdasarkan “Hyogo Frame Work for Action”. Model ini
secara rinci merupakan perpaduan kearifan lokal berupa peranan niniak mamatk,
pesantren ramadhan, doa tolak bala dan ciloteh lapau dengan konsep Hyogo Frame
Work for Action yang berupa Komitmen Pengurangan Resiko Bencana, Pengkajian
dan Pemantuan Resiko, Rencana Aksi Masyarakat Untuk Pengurangan Resiko
Bencana Gempa dan Tsunami, Kerjasama Dalam Pengurangan Resiko Bencana
Gempa dan Tsunami, Pengurangan Kerentanan, Kesiapsiagaan, Sistem Peringatan

Dini Tsunami, Rencana Siaga dan Kontijensi, dan Penanganan Darurat.



EXECUTIVE SUMMARY

Kota Padang sebagai salah satu kota yang paling rawan gempa dan tsunami di
dunia tentu membutuhkan konsep dan aplikasi kebijakan penanganan bencana berupa
strategi pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami yang baik dan terukur.
Dengan adanya kebijakan pengurangan resiko bencana yang komprehensif bisa
meminimalisir jatuhnya korban jika bencana tersebut terjadi. Dari sisi kebijakan pra —
bencana sebagai fokus dar pengurangan resiko bencana, Pemerintah Kota Padang
bekerjasama dengan unsur — unsure pemerintahan maupun LSM telah merancang
berbagai program untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan melakukan kegiatan
mitigasi. Diantara program kesiapsiagaan yang dilakukan adalah, memberikan
edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana gempa dan tsunami
kepada aparat pemerintah, sekolah dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan dari
sisi mitigasi adalah adanya upaya menyediakan infrastruktur yang layak dan aman
terhadap bencana seperti tersedianya jalan dan lokasi evakuasi, penataan dan
pengawasan bangunan yang tahan gempa anmembenahi system peringatan dini
tsunami.

Di satu sisi, program — program yang dilakukan oleh Pemerintah beserta unsur
— unsur terkait sebagai bagian dari strategi pengurangan resiko bencana gempa dan
tsunami memang telah dilakukan atau sedang berjalan. Di sisi lain, strategi tersebut
membutuhkan evaluasi dan perbaikan. Salah satu perbaikan yang akan diusulkan

adalah, bagaimana mengadopsi kearifan lokal yang ada di masyarakat sebagai bagian



dari strategi pengurangan resiko bencana. Kearifan lokal yang diusulkan adalah
kearifan yang ada dimasyarakat dan digunakan secara turun temurun baik berupa
tradisi, budaya maupu kebiasaan.

Dari hasil observasi di lapangan, selama ini program — program yang dilakukan
oleh Pemerintah atau unsur — unsur lainnya, kurang mengadopsi kearifan lokal
sebagai bagian dari strategi pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami.
Program — program yang dilakukan banyak diadopsi dari model penanganan bencana
dari luar negeri seperti Jepang dan Amerika Serikat. Dua Negara tersebut memang
berpengalaman dalam penanganan bencana gempa dan tsunami, tetapi secara sosial
dan budaya berbeda dengan di Indonesia.

Untuk menggali kearifan lokal yang ada di masyarakat, peneliti telah
melakukan penggalian data dan informasi di berbagai lokasi di Kota Padang
diantaranya: Kelurahan Bungus, Kelurahan AieManis, Kelurahan Purus dan
Kelurahan Pasie Nan Tigo. Dengan memawancarai masyarakat di sekitar lokasi,
peneliti menemukan beberapa kearifan! okal yang selama ini telah digunakan secara
turun temurun seperti: memperkuat peranan niniak mamak, kembali ke surau, doa
tolak bala, bakumpua di palanta dan alamtakambang jadi guru. Kearifan lokal
tersebut memang secara spesifik tidak berkaitan dengan penanganan bencana, tetapi
bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk lebih mengoptimalkan upaya pengurangan
resiko bencana.Pengurangan resiko bencana berdasarkan kearifanlokal akan lebih
bisa di terima dan diadposi oleh masyarakat karena sesuai dengan kondisi social dan

budaya yang ada di masyarakat itu sendiri.
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Untuk mengikat komitmen antar elemen masyarakat dalam meningkatkan
kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami diperlukan upaya
menyatukan persepsi pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemuka agama,
pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuda serta niniak mamak setempat. Selama ini
upaya peningkatkan kesiapsiagaan cenderung didominasi dari inisiatif lembaga
swadaya masyarakat dengan mengajak serta masyarakat. Untuk‘ mengikat komitmen
ini diperluka ininisiatif dari para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi
peningkatkan kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Sementara pada Etnis Tiongha, mereka cenderung mempunyai persepsi
sendiri dalam memandang persoalan bencana gempa dan tsunami. Umumnya mereka
bersikap skeptis terhadap upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan
pemerintah dan memilih bersikap pasrah. Setelah ditelusuri lebih jauh
permasalahannya terletak pada kurangnya perhatian pemerintah pada Etnis Tiongha
terkait upaya mitigasi bencana. Di sisi lain mereka mempunyai kearifan lokal yang
bisa digali dan dijadikan landasan untuk menyusun program pengurangan resiko
bencana yang berbasiskan masyarakat. Seperti adanya organisasi komunitas berbasis
etnik yang didirikan masyarakat Tiongha di Kota Padang yaitu Himpunan Bersatu
Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT). Di komunitas ini mereka rutin
mengadakan pertemuan baik secara formal maupun informal. Organisasi ini bisa
dijadikan media untuk melakukan edukasi dan sosialisasi program penanggulangan

bencana yang digagas oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.
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PENGANTAR

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta
terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha
mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan
mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang
maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah
memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul Kajian Strategi
Pengurangan Resiko bencana Gempa dan Tsunami di Kota Padang sesuai dengan Surat
Penugasan Pelaksanaan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2012
Nomor: 100/UN35.2/PG/2012 Tanggal 29 Februari 2012.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri
Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting
dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan
pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta
telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri
Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak
yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih
kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Kemendiknas
yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2012. Kami yakin tanpa
dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat diselesaikan
sebagaimana yang diharapkan. Semoga hal yang demikian akan lebih baik lagi di masa yang
akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2012
. ~Ketua Lembaga Penelitian
\ Ugersitas Negeri Padang,
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Dr. Alwen Bentri, M.Pd. >
NIP. 19610722 198602 1 002



DAFTAR ISI

EXECUTUVE SUMMARY ......ooiiiinincniniinreeeisscssesesessecesesens
PENGANTAR ..ottt ssstesss et sae e sanes

DAFTARIISI ...ttt ssesases et easaens

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .......ccccocmvrevnininciennineecnenceniescreeeeeane
B. Tujuan Khusus ......cccceevirirninneneiceieceneceienessceniaene

C. Urgensi Penelitian .........ccccooceviveiiniiinnnnnnnninninsneennen

BABII STUDI PUSTAKA

1. Defenisi Manajemen Bencana .........c.ccoceeverueceereencesnnes
2. Tujuan Manajemen Bencana ........ccc.cccoeceeevrevenceneerennnenn.
3. Tahapan Manajemen Bencana ...........cccceccveevcenccercnne

4. Paradigma Pengurangan Resiko Bencana

BABIII METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian .......cocccccceeveeveeeeeireicicescssssecssnvsnnne

B. Lokasi PENElItian ........ccoeevivvvieecrvverresrernerecsseessesessensneene

C. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Letak Geografis .......cccccveveeerercneeseerieesoesesneseneenes

Ao 1411101110 ¢: 13 RN



3. Fasilitas Fisik dan Keamanannya .........c.coeoeeceecirnnccinnnnnenecnninneas
4. KependuduKan ............ccceeeveeieveerierereineereesesscmmensaresssesssstensssassecsaes
5. Geologi BENCana ..........cccvoecreeeercnnrcricnenenssnisesenseesesnssssesinnssscseas
6. Kerentanan terhadap Bencana Gempa Bumi dan Tsunami ............
7. Morfologi Kota Padang ..........cccomvicmminnicniennininmneeiiennnensnn,
8. Batimeter ....co.ccccciiviiiiiieiericcrcn et

9. Sistem Peringatan Dini Gempa dan Tsunami di Kota Padang .....

BABIV PEMBAHASAN

A. Gambaran Kearifan Lokal dalam PRB Gempa dan Tsunami

di Kota Padang
1. Penguatan Peran Niniak Mamak ........ccccovcvvrirceiiniisiinnincncinnnnens
2. Kembali ke SUrall .......cccccoviemcrnnniininneeceereninsiessessie s ensserasanens
3. DoaTolak Bala ......coocoieiriiceiinenirectic i csesnneeennnsens

4. Ciloteh Lapau .......ccccveenevcnnncnnectieniirnnissnencninesessessnssssssssns

B. Model Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami Berdasarkan

Kearifan Lokal di Kota Padang ........ccccccevvecvveenemnenninsncinincnninssesnennenes
1. Etnis Tionghoa
a. Kesadaran Tentang dan Penilaian ReSiKO ......covceveriiiriiiinnens
b. Penguatan Kapasitas Komunitas ........ccccceeereivevericinninnnennncns
¢. Respon Pemerintah Kota terhadap Potensi Bencana ..............
d. Keberadaan Partner dan Intervensi yang Tepat dalam

Penguatan Kapasitas Masyarakat.........ccocevvverenvcenrvnnsennsescnnne.



2. Etnis Minangkabau
a. Penguatan Kapasitas KOmunitas ...........ccceecvvercvernneerenseeneennenes
b. Respon Pemerintah Kota terhadap Potensi Bencana ..............
c. Keberadaan Partner dan Intervensi yang Tepat dalam
Penguatan Kapasitas Komunitas ...........ccccrveeveenenenceccnrencenne
3. Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir Pantai Aie Manih
a. Penguatan Kapasitas Komunitas ..........ccccceeveneecinninccccncicnans
b. Respon Pemerintah Kota terhadap Potensi Bencana ..............
c. Keberadaan Partner dan Intervensi yang Tepat dalam
Penguatan Kapasitas Masyarakat .........ccccovemveveceiiiennncecnnens
4. Komunitas Pedagang Purus
a. Kesadaran Tentang dan Penilaian Resiko Bencana................
b. Penguatan Kapasitas KOMuNitas ......c.c..cveececvversvernnsniinciesaenas
¢. Respon Pemerintah Kota terhadap Potensi Bencana ..............
d. Keberadaan Partner dan Intervensi yang Tepat dalam
Penguatan Kapasitas Masyarakat ...........ccccceeeivierernnienecrnnnnn.
BABV KESIMPULAN DAN SARAN

A, KeSIMPUIAn ......cccecevreccieeenieriirirciiincscsensteisnsissns s stssesssisssssessassssensaas

DAFTAR PUSTAKA ...ttt ssssssssss s sssssssssssssansssssssesnasasuene



DAFTAR TABEL

halaman
Tabel 2.1 Tahapan-Tahapan Manajemen Bencana ...........cooeinnennnencncncinnncsnnne 10
Tabel 2.2 Pergeseran Pandangan Penanganan Bencana ...........coeeeiceimnnininnccnnennnnee. 13
Tabel 2.3 Dimensi Kesiapsiagaan ...........coeceeceiinmiiiiicsroinnnieesisinsenincsssssssssssssssssssssens 15
Tabel 2.4 Kecamatan dan Luas Daerah di Kota Padang .........cccovnviviicnnnnnnnicnnnnnnne. 19
Tabel 2.5 Jumlah Penduduk dan Kepdatan Penduduk Menurut Kecamatan ..................... 23
Tabel 2.6 Klasifikasi Ketinggian Wilayah Kota Padang ..o, 31
Tabel 2.7 Klasifikasi Kemiringan Wilayah Kota Padang ..o, 32

xiii



Gambar F.1

Gambar F.2

Gambar F.3

"Gambar F.4

Gambar F.5

Gambar F.6

Gambar F.7

Gambar F.8

DAFTAR GAMBAR

halaman
Keterpaparan Penduduk di Wilayah Pesisir Kota Padang .........ccccccouvcennin. 24
Peta Administrasi Kota Padang .........cocccooiiniinencencrrvncenencsienaeeeenee 25
Potensi Bencana Tsunami di Kota Padang ............ccceeveeimericveevinnneeeniecnnene 27
Peta Analisis Struktur Tektonik Blok Mentawai ......ccccceeeveiennnniiinnncnne 28
Sebaran Pusat Gempa di Kota Padang dan Sekitarnya ........c.ccceeeeeiinnnnne. 30
Peta Lereng Kota Padang ........cccooevrviiiiniiinncciiinncsccsncnnene 33
Peta Sebaran Spasial Kondisi Morfologi Kota Padang ..........ccceveveinnnnin. 34
Standar Operasional Prosedur Sistem Peringatn Dini Kota Padang ............ 41

Xiv



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Padang termasuk salah satu daerah di dunia yang paling berisiko bila
diterjang tsunami. Tanpa peringatan dini dan persiapan evakuasi, diperkirakan 60
persen penduduk dapat menjadi korban. Kepadatan penduduk Padang saat ini di
atas 141.000 jiwa per kilometer persegi dari total penduduk 900.000 jiwa yang
kebanyakan berdomisili di tepi pantai. Dengan kata lain pemukiman penduduk
terfokus disekitar pantai. Padang dan sekitarnya yang berada pada kerendahan
dengan penduduk hampir satu juta jiwa, bila diterjang oleh gelombang tsunami
dengan ketinggian 5- 8 meter akan menelan banyak korban, apalagi di daerah
tersebut untuk penyelamatan diri sangat sulit. Selain itu berdasarkan data yang
dirilis oleh Pemerintah Kota Padang, dataran rendah yang ada di Padang lebih dari
50 persen dari total hampir 700 Km? luas keseluruhan kota Padang Untuk
diperlukan suatu strategi penanggulangan bencana yang komprehensif untuk
mempersiapkan diri menghadapi ancaman gempa dan tsunami yang tidak bisa
diprediksi secara akurat waktu datangnya.

Selama ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih
menitikberatkan pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana. Di sisi lain
tahapan pra — bencana masih sering diabaikan dengan minimnya program yang
dilakukan terkait pengurangan resiko bencana. Padahal upaya untuk pengurangan
resiko bencana bertujuan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun

materi jika gempa dan tsunami terjadi di Kota Padang.



Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong baik stake holders
penanggulangan bencana terkait maupun masyarakat di Kota Padang untuk lebih
sadar pentingnya upaya pengurangan resiko bencana sebagai bagian terpadu dari
manajemen penanggulangan bencana. Penelitian ini akan menjembatani antara
kondisi faktual yang ada di Kota Padang terkait dengan kerentanan terhadap
bencana dan strategi pengurangan resiko bencana apa yang dibutuhkan oleh Kota
Padang dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami berdasarkan kearifan

lokal serta kendala — kendala yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut.

B. Tujuan Khusus
1. Memperoleh gambaran tentang kearifan lokal yang ada pada masyarakat
sebagai basis dalam upaya pengurangan resiko bencana gempa dan
tsunami.
2. Menawarkan suatu model strategi penanggulangan bencana masyarakat
dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami yang disesuaikan dengan
kearifan lokal yang ada di Kota Padang sebagai daerah yang rawan
bencana.
C. Urgensi Penelitian

Belajar dari peristiwa gempa bumi yang melanda Provinsi Sumatera Barat,
terutama Kota Padang tanggal 30 September 2009 yang lalu, seyogyanyalah
Pemerintah Kota Padang beserta seluruh elemen — elemen masyarakat berusaha
mempersiapkan diri sedini mungkin agar selalu siap siaga dalam menghadapi

kemungkinan terburuk. Dengan adanya upaya mengurangi resiko bencana dalam



menghadapi ancaman gempa dan tsunami di Kota Padang, diharapkan bisa
meminimalisir jatuhnya korban jiwa.

Kebijakan pengurangan resiko bencana sangat diperlukan di wilayah yang
rawan bencana seperti Indonesia. Berdasarkan berbagai faktor, misalnya letak
geografis, Indonesia terletak pada lokasi yang rentan terhadap berbagai jenis
bencana alam, seperti, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor,
kekeringan, dan banjir, yang melanda Indonesia hanya dalam kurun waktu
Desember 2004 hingga Juli 2006. Dengan menyandang status sebagai negara
yang rawan bencana, masyarakat Indonesia penting mempelajari cara hidup di
tengah bahaya. Membangun budaya ketahanan masyarakat dalam menghadapi
dan mencegah dampak bencana memerlukan intervensi yang inovatif, tepat,
ekonomis, logis, berorientasi pada manusia dan kebutuhannya.

Dalam mengurangi resiko bencana diperlukan sebuah visi. Visi dari
pembangunan pengurangan resiko bencana perlu diintegrasikan ke dalam visi
pembangunan bangsa. Seperti yang telah ditunjukkan pada kasus Aceh dan
Jogjakarta, bencana dapat menimbulkan dampak yang serius pada komunitas
sekitar dan bahkan pada negara, baik dalam ruang lingkup struktur sosial maupun
perkembangan ekonomi. Karena bahaya tidak dipandang sebagai prioritas sosial
hingga saat bencana datang melanda, prioritas tersebut ditempatkan pada hal-hal
lain seperti penghidupan dan ekonomi dalam agenda pemerintahan dan
masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa dengan mengintegrasikan risiko-
risiko bahaya ke dalam agenda pembangunan suatu ncgara berarti negara tersebut
melakukan suatu tindakan yang mengandung nilai strategis. Pembangunan

berkesinambungan harus dilakukan melalui pendekatan-pendekatan tertentu yang



dapat mengurangi terjadinya dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan akibat
bencana pada komunitas dan negaranya. Konférensi Dunia tentang Upaya
Pengurangan Risiko Bencana pada tahun 2005 menghasilkan “Kerangka Aksi
Hyogo” 2005- 2015, dengan tema “Membangun Ketahanan Negara dan
Masyarakat terhadap Bencana” menekankan bahwa berbagai upaya untuk
mengurangi risiko bencana seyogyanya terintegrasi secara sistematis dalam
kebijaksanaan, perencanaan, dan program bagi pembangunan berkesinambungan
dan pengurangan kemiskinan. Konferensi tersebut mengadopsi 5 (lima) prioritas
tindakan sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana ditempatkan sebagai
prioritas nasional dan lokal dengan dasar institusional yang kuat dalam
pelaksanaannya.

2. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memonitor risiko-risiko bencana
dan meningkatkan pemanfaatan peringatan dini.

3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun
suatu budaya aman dan ketahanan pada semua tingkatan.

4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar.

5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana dengan respon yang efektif

pada semua tingkatan. (ISDR, 2005, p.2).

Untuk membangun ketahanan dalam menghadapi bencana perlu
manajemen bencana yang komprehensif, terutama pada kegiatan pra bencana
berupa peningkatan kesiapsiagaan. Sepeti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa

kegiatan pra-bencana atau sebelum bencana terjadi harus lebih diutamakan dari



kegiatan pasca-bencana. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko dari dampak
bencana tersebut. Kegiatan-kegiatan pra-bencana khususnya peningkatan
kesiapsiagaan yang telah dilakukan Kota Padang diantaranya adalah, memperkuat
organisasi penanganan bencana, edukasi dan pelatihan penyelamatan diri, simulasi
evakuasi, memperlengkap dan memperbaiki sarana dan prasarana untuk
penyelamatan sebagai bagian dari kebijakan pengurangan resiko bencana.

Dan upaya pengurangan resiko bencana yang melibatkan masyarakat,
dilandaskan kepada bagaimana mengadopsi nilai — nilai lokal yang ada di tengah
— tengah masyarakat Kota Padang. Sinkronisasi upaya pengurangan resiko
bencana dengan nilai — nilai lokal dalam rencana dan aplikasinya diharapkan
dapat dijadikan suatu model dalam upaya masyarakat Kota Padang dalam

mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami.



BABII

STUDI PUSTAKA

1. Defenisi Manajemen Bencana

Studi mengenai manajemen bencana muncul untuk memecahkan masalah
kebencanaan yang akhir — akhir ini makin sering menjadi ancaman
keberlangsungan suatu kehidupan. Bencana yang ditimbulkan oleh alam atau
karena ulah manusia perlu segera diupayakan penanggulangan dan
penanganannya secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi melalui kegiatan
pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Menurut Rahmat,
manajemen bencana merupakan “seluruh kegiatan yang meliputi aspek
perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi
bencana.” Di sisi lain, Carter dalam menjelaskan “pengelolaan bencana sebagai
suatu ilmu terapan (aplikatif) yang mencari, dengan mengobservasi sistematis dan
analisis bencana untuk meningkatkan tindakan — tindakan (measures) terkait
dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat,
dan pemulihan.

Khan menjelaskan secara komprehensif defenisi dari manajemen bencana
sebagai “sum total of all activities, programmes and measures which can be taken
up before, during and after a disaster with the purpose to avoid a disaster, reduce
its impact or recover from its losses.” Untuk mencari solusi atas persoalan
bencana yang merupakan masalah publik, maka dibutuhkan manajemen bencana
agar dampak buruk dari bencana bisa direduksi. Manajamen bencana seperti yang

di jelaskan Asia Disaster Prepereadness Center yaitu: “Disaster management



includes administrative decisions and operational activities that involve
prevention, mitigation, preparedness, response, recovery, and rehabilitation.
2. Tujuan Manajemen Bencana
Tujuan manajemen bencana secara sederhana tentu saja meminimalisir
jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Banyak pihak yang kurang menyadari
pentingnya mengelola bencana dengan baik. Salah satu faktornya adalah bencana
belum tahu kapan dan dimana pastinya akan terjadi walaupun ancamannya bisa
diperkirakan. Untuk tujuan itulah manajemen bencana diperlukan agar manusia
senantiasa siap jika bencana itu terjadi. Menurut Ramli ada beberapa tujuan
manajemen bencana, diantaranya:
1. Mempersiapkan diri untuk menghadapi semua bencana atau kejadian yang
tidak diinginkan
2. Menekan kerugian dan korban yang dapat timbul akibat dampak suatu
bencana atau kejadian.
3. Meningkatkan kesadaran semua pihak dalam masyarakat atau organisasi
tentang bencana sehingga terlibat dalam proses penananganan bencana.
4. Melindungi anggota masyarakat dari bahaya atau dampak bencana sehingga

korban dan penderitaan yang dialami dapat dikurangi.

Sedangkan Djohanpoetro menjelaskan tujuan dari manajemen bencana
adalah sebagai berikut:
1. Menghindari kerugian pada indiviu, masyarakat, maupun negara melalui

tindakan dini (sebelum bencana terjadi). Tindakan ini termasuk ke dalam



tindakan pencegahan. Oleh karenanya, tindakan menghindari ini efektif
sebelum bencana itu terjadi.

. Meminimalisasi kerugian pada individu, masyarakat, maupun negara berupa
kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan bila
bencana tersebut terjadi. Tujuannya adalah agar bisa meminimalisasi kerugian
akan efektif bila bencana itu telah terjadi.

. Meminimalisasi penderitaan yang ditanggung oleh individu dan masyarakat
yang terkena bencana. Ada juga yang menyebut tindakan ini sebagai
pengentasan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu dan
masyarakat yang terkena bencana supaya bisa bertahan hidup dengan cara
melemaskan penderitaan yang langsung terjadi pada mereka yang terkena
bencana

. Untuk memperbaiki kondisi sehingga individu dan masyarakat dapat
mengatasi permasalahan akibat bencana. Perbaikan kondisi terutama
diarahkan kepada perbaikan infratruktur seperti jalan, listirk, penyediaan air
bersih, sarana komunkasi, dan sebagainya

. Untuk mempercepai pemulihan kondisi sehingga individu dan masyarakat
bangkit ke kondisi sebelum bencana, atau bahkan mengejar ketinggalan dari
individu atau masyarakat lain yang tidak terkena bencana. Perbaikan
infrastruktur seperti dijelaskan di atas tidaklah cukup. Itu hanya
mengembalikan ke kondisi semula sehingga aktivitas ekonomi dan sosial

berjalan dengan baik sebagaimana layaknya sebuah wilayah.



3. Tahapan Manajemen Bencana

Bantuan bencana pada dasarnya memerlukan suatu mekanisme khusus
yang meliputi kegiatan — kegiatan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat,
rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan. Sementara Rahmat menjelaskan, secara garis besar
manajemen bencana terbagi atas:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi,
kesiapsiagaan, serta peringatan dini;

2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat
untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan search and
rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian.

3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan,

rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Walaupun pendapat para ahli tersebut berbeda namun pada intinya
menyebutkan tahapan manajemen bencana dalam tiga tahap, yaitu sebelum
terjadinya bencana, pada waktu bencana terjadi dan sesudah bencana terjadi.

Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1: Tahapan — Tahapan Manajemen Bencana

Peneliti

Tahapan

Wolensky

Sebelum terjadi bencana (mitigation
and prepereadness)

Tanggap darurat (immeditiate pre
and post impact)

Pemulihan jangka dekat (2 tahun)
Pemulihan jangka panjang (10

tahun)

Waugh

|

Peringatan (prevention)

Perencanaan dan Persiapan

(planning and prepereadness)
Tanggapan (response)

Pemulihan (recovery) ‘

| Helsoot dan Ruitenberg

Peringatan (prepereadness) l
Emergensi (emergency)

Pemulihan (recovery) \

Sumber; Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro,

Yogyakarta, Media Pressindo. Hal 87

2010, Manajemen Bencana,



4. Paradigma Pengurangan Resiko Bencana

Kesiapsiagaan sebagai bagian dari strategi pengurangan resiko bencana
yang mendahulukan aspek pencegahan terhadap dampak dari bencana. Pada saat
ini bencana, tidak lagi dianggap sebagai teguran dari alam atau kecelakaan semata
yang tidak bisa dicegah dan diprediksi kapan akan datangnya. Juga tak hanya
berupa kejadian yang disebabkan oleh alam yang makin meningkat akibat
buruknya pengelolaan sumber daya alam. Sehingga, bencana tidak hanya dilihat
dari faktor penyebabnya saja, tetapi juga akibatnya terhadap masyarakat. Definisi
mutakhir terhadap bencana dijelaskan bahwa bencana tidak bisa dibedakan lagi
berdasarkan sebabnya, tetapi berdasarkan dampaknya, sehingga didefenisikan
sebagai berikut: “suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat
sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi
materi, ekonomi, atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat
tersebut untuk mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri.

Menurut Parlan, pada tingkat global, pandangan terhadap bencana juga
mengalami perubahan, dulu bencana semata — mata relevan dengan kedaruratan,
dan lebih ditekankan pada cara menanggulangi bencana setelah terjadi. Sedang
menurut pandangan perlindungan sipil, bencana terkait erat dengan proses
pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di seluruh siklus bencana
menjadi, serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi
bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi perorangan atau
masyarakat berisiko terkena bencana untuk menghindari, mengendalikan resiko,

mengurangi, menanggulangi, maupun memulihkan diri dari dampak bencana.
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Sementara itu pujiono mengungkapkan ada tiga hal penting dalam perubahan

paradigma penanggulangan bencana, yaitu:

1.

Dari respon darurat ke manajemen resiko, perubahan ini mendorong
perubahan radikal cara pandang. Tadinya penanggulangan bencana
dipandang sebagai tindakan khusus terbatas pada keadaan darurat,
dilakukan oleh pakar saja, kompleks, mahal dan cepat. Sekarang,
penanggulangan bencana bukan lagi sekedar merespons kedaruratan,
melainkan tindakan untuk melakukan manajemen resiko.

Perlindungan rakyat, sebagai wujud pergeseran cara pandang dari
kekuasaan pemerintah ke perlindungan sebagai hak asasi rakyat.
Tadinya perlindungan diberikan sebagai bukti kemurahan penguasa
untuk rakyatnya. Dengan demokratisasi dan otonomi daerah,
akuntabilitas pemerintah daerah bergeser lebih dekat ke konstituen.
Pemerintah daerah adalah pihak yang diberikan mandat oleh
konstituennya untuk, antara lain, menciptakan dan membagi
kesehjateraan, dan memastikan perlindungan. Pergerseran ini
mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melihat perlindungan sebagai

suatu mandat yang sama dengan mandat ekonomi dan kesehjateraan

. Dari tanggung jawab pemerintah ke urusan bersama masyarakat. ini

berkaitan dengan bagaimana membawa penanggulangan bencana dari
ranah pemerintah ke arah urusan kemaslahatan bersama, dimana
semua aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan,
kelembagaan, koordinasi dan mekanisme harus menggalakkan peran

serta masyarakat luas dan dunia usaha.



Ketiga perubahan paradigma tersebut meliputi perubahan, diantaranya

adalah perubahan dari aspek bencana, pandangan yang berpengaruh saat ini dan

adanya pandangan alternatif sebagai pilihan.

Tabel 2.2. Pergeseran Pandangan Penanganan Bencana

Aspek Pandangan Dominan Pandangan Alternatif
Hakekat Bencana Penyimpangan dari kewajaran | Bagian dari kewajaran, timbul
masalah ~ masalah yang tidak
teratasi
Cara Pandang Bencana dilihat sebagai Bencana merupakan bagian dari |

kejadian yang berdiri sendiri

proses pembangunan yang

normal

Hubungan dengan

Kurang menganalisa hubungan

Analisa terhadap kondisi

komunitas — hubungan dengan kondisi komunitas pada keadaan normal
komunitas pada keadaan merupakan faktor yang
normal mendasar dalam mengenali
bencana
Kaitan dengan Kurang ditekankan Menekankan pada solusi yang
kewajaran mengubah struktur hubungan
dalam komunitas yang menjadi
lebih rentan terhadap bencana
Sarana penyelesaian | Didominasi rekayasa, teknik, Menekankan pada solusi yang |
hokum dan stabilisasi mengubah struktur hubungan

dalam komunitas menjadi

penyebab komunias menjadi
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lebih rentan terhadap bencana 1

Susunan

keorganisasian

Institusi yang terlibat dalam
intervensi sangat terpusat
dengan tingkat partisipasi

komunitas sangat rendah

Partisipatori institusi yang
terlibat tersebar, sehingga
komunitas menjadi pemeran
utama dalam penyusunan
strategi, dimana komunitas tidak
dipandang sebafai korban tetapi

mitra

Ciri pemerintahan

Kurang akuntabel, kurang

transparan, kurang dapat

Lebih akuntabel, transparan dan

menekankan kepercayaan

dipercaya
Waktu Pasca kejadian Setiap waktu dengan penekanan
penanggulangan pada sebelum keajadian bencana
Arah kerja Pemulihan ke taraf sebelum Bencana merupakan kesempatan

bencana

mereformasi komunitas menuju

kondisi yang lebih baik

Sumber: Hening Parlan, Paradigma Penanggulangan Bencana, 2008 Yogyakarta, Sheep

Indonesia, Hal 9

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut diharapkan akan terjadi

pengurangan resiko yang sistematis yang pada akhirnya masyarakat’/komunitas

yang siap siaga akan mampu bertahan dari situasi — situasi sulit dalam berbagai

bencana. Sebagai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana faktor

kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah termasuk hal yang penting. Sutton

menjelaskan bahwa kesiapsiagaan itu adalah “commonly viewed as consisting of

activities aimed at improving response activities and coping capabilities.
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However, emphasis is increasingly being placed on recovery preparedness, that

is, on planning not only in order to respond effectively during and immediately

after disasters but also in order to successfully navigate challenges associated

with short- and longer-term recovery

Sedangkan dimensi dan aktiftas kesiapsiagaan sendiri menurut Sutton

adalah:

Tabel 2.3 Dimensi Kesiapsiagaan
Dimension | Aetivities ]
Hazard Knowledge | Conducting  hazard, impact, and  vulnerability

assessments, Using loss estimation software, scenarios,
census data;, Understanding potential impacts on
Sfacilities,  structures,  infrastructure,  populations;

Providing hazard information to diverse stakeholders

Management, Direction and

Coordination

Assigning responsibilities; Developing a division of labor
and a common vision of response-related roles and
responsibilities; Forming preparedness committees,
networks;, Adopting required and recommended
management procedures (e.g., National Incident
Management System). Providing training experiences,

conducting drills, educating the public

Formal and Informal Response

Plans and Agreement

Developing disaster plans, evacuation plans, memoranda
of understanding, mutual aid agreements, collaborative
partnerships, resourcesharing agreements; Participating
in broader and more general planning arrangements

(e.g., neighborhood and community preparedness groups,




Urban Area Security Initiative regional plans, industry-

wide preparedness initiatives)

Supportive Resources

Acquiring equipment and supplies to support response

activities; Ensuring coping capacity, Recruiting staff;

Hdentifying  previously  unrecognized  resources;

Developing logistics capabilities

Life Safety Protection

Preparing family members, employees, others to take
immediate action to prevent death and injury, e.g.,
through evacuating, sheltering in place, using “safe
spaces” within structures, taking emergency actions to
lessen disaster impacts on health and safety; Containing

secondary threats, e.g. fire following earthquakes

Property Protection

Acting expediently to prevent loss or damage of property;
protecting  inventories, securing critical records;
Ensuring that critical functions can be maintained during

disaster; Containing secondary threats

Emergency Coping and

Restoration of Key Function

Developing the capacity to improvise and innovate
Developing the ability to be self-sustaining during
disasters; Ensuring the capacity to undertake emergency

restoration and early recovery measures
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan penelitian kualitatif. Data penelitian di ambil dengan menggunakan
observasi dan wawancara mendalam terpisah akan tetapi berhubungan satu sama
lainnya. Pada penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan
pemahaman yang luas dan dalam tentang upaya pengurangan resiko bencana di
Kota Padang yang akan dijadikan lokasi penelitian. Di samping itu berbagai faktor
yang terkait dengan kondisi faktual yang ada di Kota Padang dibandingkan
dengan ancaman bencana gempa dan tsunami di Kota Padang, dapat diamati dan
dipelajari secara holistik sehingga model yang akan dikembangkan untuk bisa
diaplikasikan dalam program pengurangan resiko bencana sebagai bagian dari
kebijakan penanggulangan bencana di kota padang. Disamping itu data
kuantitatif yang diperoleh akan digunakan sebagai penguat gambaran yang
ditemukan dalam kondisi kerentanan Kota Padang terhadap bencana gempa dan
tsunami di Kota Padang dan sebagai landasan dalam menyusun model
pengurangan resiko bencana yang sesuai dengan karakteristik Kota Padang itu

sendiri.
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B. Lokasi Penelitian
Di Kota Padang dengan berfokus pada wilayah pesisir pantai yang termasuk
zona rawan tsunami. Daerah yang akan di jadikan lokasi penelitian ini adalah:

Kelurahan Bungus Barat, Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Pasie Nan Tigo.

C. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
1. Letak Geografis

Kota Padang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di
pantai Barat Pulau Sumatera dan berada antara 0°44°00° dan 1°08°35° Lintang
Selatan serta antara 100°05°05” dan 100°34°09° Bujur Timur. Menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 luas Kota Padang adalah 649,96 km? atau
setara dengan 1,65 persen dari luar Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri
dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Koto Tangah. Selain daratan
Pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 Pulau yang terbesar adalah Pulau
Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk
kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas
33,67 ha.

Ketinggian daratan Kota Padang sangat bervariasi yaitu antara 0 — 1853 m
diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk
Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai yaitu 5 sungai besar dan 16
sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km.
Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 414,44 mm per bulan
dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2005. Suhu udara cukup

tinggi yaitu antara 22,6° — 32° C. Kelembabannya berkisar antara 77 — 84 persen.
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2. Administrasi

Kota Padang terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera dan berada antara
0°44°00” dan 1°08°35” Lintang Selatan serta antara 100°05°05” dan 100°34°09”
Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah 694,96
km?, selain daratan pulau Sumatera, Kota Padang memiliki 19 pulau dimana yang
terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian pulau Sikuai di
Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan
Padang Selatan seluas 33,67 ha. Secara administrasi, Kota Padang memiliki

batas—batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Padang Pariaman
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Pesisir Selatan

3. Sebelah Barat : Samudera Indonesia

4. Sebelah Timur : Kabupaten Solok

Setelah pelaksanaan otonomi daerah, Kota Padang yang sebelumnya
memiliki 11 kecamatan kini memiliki 11 kecamatan dengan 104 kelurahan
(Sumber: Padang Dalam Angka 2009). Nama dan luas kecamatan dapat dilihat
pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Kecamatan dan Luas Daerah di Kota Padang

No Kecamatan Luas (kmi) Persentase
Bungus Teluk
1 100, 78 14, 50
Kabung
2 | Lubuk Kilangan 85, 99 12, 37
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3 | Lubuk Begalung 30, 91 4,45
4 | Padang Selatan 10, 03 1,44
5 | Padang Timur 8, 15 1,17
6 | Padang Barat 7, 00 1, 01
7 | Padang Utara 8,08 1, 16
8 | Nanggalo 8,07 1,16
9 | Kuranji 57,41 8,26
10 | Pauh 146, 29 21, 05
11 | Koto Tangah 232,25 33,42
Padang 694, 96 100, 00

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2009

3. Fasilitas Fisik dan Keamananannya

Fasilitas fisik yang ada di kota padang terdiri dari fasilitas perumahan,
fasilitas pendidikan , fasilitas kesehatan, fasilitas perkantoran, prasarana kota,
serta sarana dan prasarana transportasi. Berikut ini akan dijelaskan secara garis
besar tentang fasilitas fisik dan tingkat keamanannya berdasarkan data buku
Padang Dalam Angka tahun 2004, laporan RT/RW kota Padang tahun 2004, dan
juga berdasarkan pengamatan langsung dilapangan.

Fasilitas perumahan tersebar didacrah pemukiman yang umumnya berada
didaerah pantai. Diperkirakan 50% dari jumlah penduduk kota padang berada
pada 0-5m dari permukaan laut,yang menyebabkan tingkat kerentanannya
terhadap tsunami cukup tinggi. Fasilitas pendidikan terdiri dari penndidikan

tinggi, pendidikan menengah, dan pendidikan dasar , jumlah pendidikan tinggi
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sebanyak 66 unit yang berstatus negeri maupun swasta. Sementara jumlah
pendidikan dasar dan menengah sebanyak 154 buah yang terdiri dari 195 unit
TK, 414 unit SD,91 unit SMP/MTS dan 97 unit SMU/MAN/Kejuruan. Tingkat
kerentanannya terhadap bahaya tsunami juga cukup tinggi karena lokasinya yang
menyebar di sekitar pemukiman. Fasilitas kesehatan terdiri dari rumah sakit, dan
puskesmas, jumlah rumah sakit ada 14 unit baik milik negeri maupun swasta, 12
unit rumah sakit khusus, 19 unit puskesmas, 56 unit puskesmas pembantu.
Penyebaran fasilitas kesehatan mengikuti  penyebaran  sehingga tingkat
kerentanannya terhadap tsunami juga tinggi. Fasilitas  perkantoran  meliputi
perkantoran pemerintah propinsi, pemerintah kota pemerintah kecamatan dan
pemerintah kelurahan. Lokasi pemerintahan propinsi maupun pemerintahan kota
mengelompok pada kawasan pusat kota yang juga berada pada kawasan yang
rentan terhadap tsunami. Prasarana kota meliputi instalasi air bersih, jaringan
listrik, dan jaringan telpon. Kapasitas air bersih sebesar 1501/detik dengan total
produksi 9.381.192 m3. Kapasitas listrik terpasang 150,52MW yang melebihi
kebutuhan masyarakat. Penyebaran tempat pengolahan air bersih sebagian besar
berada cukup jauh dari pantai sehingga tingkat kerentanannya terhadap tsunami
cukup kecil. Begitu juga untuk pembangkit listrik yang sudah interkoneksi dengan
daerah diluar kota padang , sehingga pemasokan tidak akan terganggu kecuali
pada jaringan pengguna. Jaringan telkom menyebar sesuai dengan penyebaran
pemukiman, namun dengan adanya telpon seluler permasalahan komunikasi ini
tidak ada masalah seandainya bencana tsunami datang.

Sarana dan prasarana transportasi meliputi transportasi darat, transportasi

laut , dan transportasi udara, panjang jaringan jalan sebesar 924,3 km dengan



jumlah jembatan sebanyak 163 buah baik besar maupun kecil, jaringan jalan dan
jembatan ini umumnya mengarah dari utara ke selatan yang sejajar pantai,
sehingga tingkat kerentanannya terhadap tsunami juga cukup tinggi. Sementara itu
pelabuhan pelabuhan yang dimiliki kota padang adalah satu buah pelabuhan
internasional yang melayani bongkar muat barang dan penumpang, satu buah
pelabuhan untuk penuimbunan BBM dan 2 buah pelabuhan penangkapan ikan.
Lokasi pelabuhan ini sudah tentu sangat rentan terhadap tsunami. Pelabuhan
udara yang dimiliki kota padang ada 2 buah yaitu bandara tabing dan bandara
minangkabau. Kedua bandara ini berada ini tidak jauh dari pantai yang kerentanan

nya cukup tinggi terhadap tsunami.

4, Kependudukan

Jumlah penduduk kota Padang berdasarkan data statistik tahun 2009
berjumlah 875.750 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.260 jiwa/km’.
Berdasarkan Tabel 4.3 di atas diketahui bahwa tingkat kepadatan penduduk
terletak di daerah-daerah yang berada di sepanjang pesisir pantai. Hal ini

menggambarkan bahwa Kota Padang berpotensi tinggi terhadap risiko bencana,

terutama bencana tsunami.



i

Tabel 2.5

Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan

Jumlah
No Kecamatan Luas (kmz) Kepadatan
Penduduk
Bungus Teluk 24. 417
1 100, 78 242
Kabung
2 | Lubuk Kilangan 44.552 85, 99 518
3 | Lubuk Begalung 109.793 30, 91 3.552
4 | Padang Selatan 64.458 10, 03 6.427
5 | Padang Timur 88.510 8,15 10.860
6 | Padang Barat 62.010 7,00 8.859
7 | Padang Utara 77.509 8,08 9.593
8 | Nanggalo 59.851 8, 07 7.416
9 | Kuranji 123.771 57, 41 2.156
10 | Pauh 54.846 146, 29 3735
11 | Koto Tangah 166.033 232, 25 715
Padang 875.750 694, 96 1.260

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka 2009
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Gambar F.1
Keterpaparan Penduduk di Wilayah Pesisir

Kota Padang
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Sumber: Hasil Assesment KOGAMI 2009

Sebagian besar daerah Kota Padang merupakan daerah yang rawan

terhadap bencana, terutama bencana tsunami. Hal ini dikarenakan bahwa 6 dari 11

kecamatan di Kota Padang berbatasan langsung dengan laut (Lihat Gambar F.2).
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Gambar F.2 Peta Administrasi Kota Padang
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Sumber: Hasil Assesment KOGAMI 2009

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa lebih dari 50% kecamatan di

Kota Padang berada di daerah rawan bahaya tsunami dengan tingkat kepadatan

penduduk yang cukup tinggi. Kondisi ini menggambarkan tingginya tingkat risiko

bencana terutama untuk bencana tsunami. Kecamatan tersebut adalah:

1.

2.

Kecamatan Koto Tangah
Kecamatan Padang Utara
Kecamatan Padang Barat
Kecamatan Padang Selatan
Kecamatan Lubuk Begalung

Kecamatan Bungus Teluk Kabung
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S. Geologi Kebencanaan

Geologi daerah kota Padang dibentuk oleh batuan metamorf, batuan
sedimen, batuan vulkanik, batuan terobosan dan endapan aluvial. Kisaran umur
batuan tersebut dari Jura hingga resen. Batuan yang lebih tua berada di bagian
timur wilayah kota Padang. Penyebaran batuannya tercermin dari bentuk
morfologinya. Morfologi landai atau dataran rendah, seperti tempat dimana
Bandara Internasional Minangkabau berada, disusun oleh endapan alluvial.
Endapan ini terdiri dari lanau, pasir dan kerikil.

Selain itu juga dijumpai endapan rawa seperti yang terdapat di sebelah
utara bandara. Secara umum, cekungan Padang dapat dibedakan atas 3 unit
geologi, pertama "Kipas Aluvial" yang terletak pada dataran bagian selatan dan
sebelah timur Kotamadya Padang yang merupakan aluvial multi siklus yang
ekstensif, terdiri dan flufiovulkanik yang terkonsolidasi dengan deposit lahar,
vulkanik tuff dan andesit yang umumnya ditutupi oleh lapisan pasir kasar
Pleistosen dengan ketebalan antara 5 sampai dengan 10 m, kedua "Daerah
Timbunan Pasir Pantai" terdiri dari 15 buah perbukitan pasir yang rendah yang
berisolasi dengan lebar +3 km terletak disebelah utara dan merupakan tahapan
pembentukan pantai pada masa Pleistosen, ketiga daerah "Rawa rawa Belakang"
yang terdapat antara masing-masing timbunan pasir dan merupakan deposit
lagoonal yang dominan diisi oleh lumpur sampai pasir lempungan.

Wilayah Barat Indonesia secara tektonik merupakan wilayah yang sangat
dinamis. Hal ini disebabkan oleh proses subduksi / interaksi 2 lempeng, yaitu
Lempeng Indo-Australia dengan Furasia (gambar 4.3). Dengan adanya proses

tersebut daerah Padang menjadi rawan terhadap peristiwa gempabumi. Potensi
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sumber gempa di Daerah Padang terdapat pada 3 zona, yaitu pada zona subduksi
(baik inter dan intraplate), pada Zona Sesar Mentawai dan pada Zona Sesar
Sumatera.

Berdasarkan perhitungan dari USGS, diketahui bahwa pada peristiwa
gempabumi Padang yang terjadi pada tanggal 30 September 2009, telah
menghasilkan percepatan gelombang gempa maksimum di daerah Kota Padang
antara 240-320 gals atau 0,24 — 0,33 g (24-33%g). Suatu daerah yang mengalami
percepatan (gelombang gempa) maksimum sebesar nilai tersebut termasuk
kedalam klasifikasi goncangan sangat kuat (very strong) dengan potensi
perusakan menengah atau bila diklasifikasikan dalam skala MMI kurang lebih

termasuk dalam skala VII MMI.

Gambar F.3

Potensi Bencana Tsunami di Kota Padang

Sumber: Majalah National Geographic, edisi Maret 2005
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Dalam peta tersebut dijelaskan bahwa Kota Padang merupakan wilayah

yang memiliki potensi tertinggi dan memiliki dampak yang paling besar di dunia

apabila bencana tsunami terjadi.

6. Kerentanan terhadap Bencana Gempa bumi dan Tsunami

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat

kerentanan yang tingi terhadap bencana gempa dan tsunami. Hal ini disebabkan

oleh kondisi fisik wilayahnya yang berada pada pesisir pantai yang memiliki zona

tumbukan aktif Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Eurasia, dekat dengan

zona patahan mentawai dan sesar Semangko.

Kondisi geologi penyebab tingginya kerawanan bencana gempa di Kota

Padang tersebut di atas diperlihatkan pada Gambar struktur tektonik Blok

Mentawai seperti pada Gambar F.4
Gambar F .4

Peta Analisis Struktur Tektonik Blok Mentawai
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Berdasarkan Kondisi geologi tersebut di atas, posisi Kota Padang pada
peta wilayah rawan bencana gempabumi Indonesia, menurut skala Intensitas
Modified Mercalli berada pada skala VI sampai kurang dari V. Memperhatikan
data sejarah kegempaan yang intensif dengan magnitude rendah sampai tinggi, di
Kota Padang terlihat kejadian gempa pada tahun 1833 dengan skala magnitude 9;
tahun 1861 skala magnitude 8,5; tahun 1935 skala magnitude 7,7; tahun 2000
skala magnitude 7,8; dan tahun 2002 skala magnitude 7,6. Tahun 2005 terjadi
gempa yang berpusat di Samudera Indonesia yang mengguncang Kota Padang dan
sekitarnya, serta pada 6 Maret tahun 2007 terjadi gempa patahan sesar semangko
yang getarannya juga terasa hingga Kota Padang dan sebagian infrastruktur kota
mengalami kerusakan. Pada 2 tahun terakhir juga terjadi gempabumi besar yaitu
pada September 2009 skala 7,6 dan gempa bumi dan tsunami pada Oktober 2010
skala 6,4 yang getarannya terasa ke Kota Padang.

Kerentanan Kota Padang terhadap Bencana tsunami adalah potensi
terjadinya gelombang laut yang terjadi akibat adanya suatu perubahan permukaan
dasar laut berupa patahan dengan gerak tegak (vertikal) akibat gempa bumi.
Tsunami dihasilkan dari gempa kuat atau sangat kuat dengan episentrum sangat
dangkal (<30 km) yang dapat mengakibatkan tingginya gelombang laut.
Memperhatikan sebaran bencana gempa bumi di Kota Padang dengan sebagian
besar episentrumnya berada di laut, ditambah kondisi morfologi kota Padang
sebagai kota pesisir pantai, telah meningkatkan kerentanan Kota Padang terhadap
ancaman bencana Tsunami. Berdasarkan peta sebaran tsunami Indonesia, daerah
Sumatera Barat memiliki sejarah kejadian tsunami yaitu tahun 1818, 1961, 1908,

dan 1909.
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Sebaran episentrum kejadian gempa di Kota Padang yang berpusat di laut,

dan berpotensi menyebabkan Tsunami diperlihatkan pada Gambar F.S

Gambar F.5

Sebaran Pusat Gempa di Kota Padang dan Sekitarnya

Sumber: Peta Kerawanan Gempa dan Tsunami BNPB

7. Morfologi Kota Padang

Wilayah Kota Padang yang berada dipantai barat Pulau Sumatera
mempunyai topografi yang bervariasi, perpaduan dataran rendah, perbukitan, serta
daerah aliran sungai. Bagian barat Kota Padang terdiri dari daratan rendah yang
landai dengan ketinggian rata rata 0 - 25 meter di atas permukaan laut. Kearah
timur dan selatan topografi wilayah kota Padang merupakan daerah perbukitan.
bergelombang dan curam dengan ketinggian yang bervariasi, dan yang tertinggi
mencapai 1800 meter di atas permukaan laut pada kawasan yang berbatasan

dengan Kabupaten Solok.



Wilayah yang mempunyai topografi relatif datar adalah kecamatan
Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur Nanggalo, dan sebagian kecamatan
Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan serta sebagian kecil Padang
Selatan. Sedangkan wilayah perbukitan terdapat di sebagian besar wilayah
kecamatan Koto Tangah bagian timur, Kecamatan Pauh, Lubuk Kilangan dan
Kecamatan Bungus Teluk Kabung. Secara garis besar klasifikasi ketinggian kota

Padang dapat dikelompokan atas 5 kelas ketinggian seperti terlihat Tabel 2.6

Tabel 2.6

Klasifikasi Ketinggian Wilayah Kota Padang

No Kelas Ketinggian Luas Wilayah Prosentase
(Km?)
1. | 0-25 meter dp! 149,50 21,51%
2. | 25-250 meter dpl 63,69 9,16%

3. | 100- 500 meter dpl 205,30 29,54%
4. | 500 — 1000 meter dpl 164,22 23,63%
5. | Lebih dari 1000 meter dpl 112,25 16,15%
Kota Padang 694,96 100,00%

Sumber : Data Pokok Perencanaan Pembangunan Padang Tahun 1999

Berdasarkan Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa wilayah kota
Padang yang berada pada ketinggian 0 - 250 meter dpl sebesar 30,67% dan
wilayah dengan ketinggian di atas 250 meter mencapai 69,33%. Kondisi topografi

Kota Padang yang bervariasi maka kelerengan Kota Padang juga bervariasi dari



yang datar dengan kemiringan 0% sampai dengan daerah yang mempunyai

kemiringan lebih dari 40%. Secara garis besar wilayah kota Padang dikelompokan

dalam 4 klasifikasi kemiringan dan luas masing-masing seperti pada Tabel. 2..7
Tabel 2.7

Klasifikasi Kemiringan Wilayah Kota Padang

Luas
No | Klasifikasi
Lereng Wilayah Prosentasi
Kemiringan
(Km?®)
1. 0-2% Datar sampai Landai 210,36 30,27%
Landai sampai
2. 3-15% 50,98 7,34%
Bergelombang
Bergelombang sampal
3. 16 —40% 124,74 17,95%
Berbukit
Berbukit sampai
4. >40 % 308,88 44,45%
Bergunung
Kota Padang 694,96 100,00%

Sumber : Data Pokok Perencanaan Kota Padang Tahun 1999

Kawasan dengan kemiringan 0 — 2% umumnya terletak pada Kecamatan
Padang Barat, Padang Timur, Padang Utara, Nanggalo, sebagian Kecamatan
Kuranji, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Lubﬁk Begalung dan Kecamatan
Koto Tangah. Kawasan dengan kemiringan 2 — 15% tersebar di Kecamatan Koto
Tangah, Kecamatan Pauh dan Kecamatan Lubuk Kilangan yakni berada pada

bagian tengah Kota Padang dan kawasan dengan kemiringan 15% — 40 % tersebar
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di Kecamatan Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Kuranji, Pauh dan Kecamatan
Koto Tangah. Sedangkan kawasan dengan kemiringan lebih dari 40 % tersebar
di bagian timur Kecamatan Koto Tangah, Kuranji, Pauh, dan bagian selatan
Kecamatan Lubuk Kilangan dan Lubuk Begalung dan sebagian besar Kecamatan
Bungus Teluk Kabung. Kawasan dengan kemiringan >40% ini merupakan
kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindungWilayah Kota
Padang merupakan dataran yang landai dan semakin berbukit ke arah Timur dan
kearah Selatan membentuk permukaan yang bergelombang dan melandai kearah
Barat. Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0-
1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk
Kilangan. Untuk lebih jelasnya kemiringan kawasan di kota Padang dapat dilihat
pada Gambar F.6
Gambar F.6

Peta Lereng Kota Padang

Sumber: Hasil Analisis Data KOGAMI — Pemko Padang



8. Batimeter

Pantai Kota Padang yang memanjang dari arah Barat Laut ke Tenggara
membentuk garis pantai yang relatif lurus, dimana bagian utara landai dan ke arah
selatan mempunyai gradasi perairan pantai yang curam. Kawasan utara di daerah
Padang Sarai garis isobath 15 m ditemui sampai 1 kilometer kearah laut
sedangkan dibagian Selatan di Pantai Air Manis sampai kawasan pulau Sironjong
kedalaman mencapai 20 —50 meter.

Kedalaman rata-rata perairan antara Kota Padang dengan pulau-pulau
kecil mencapai 80 meter sementara diluar jajaran pulau tersebut kedalaman
mencapai 300 m. Kondisi perairan disekitar pulau- pulau kecil berupa karang
(fringing reef) sampai jarak 50 meter dari pantai dengan kedalam mencapai 3
meter, kemudian perairan berubah secara tajam dengan kedalaman mencapai 30
- 60 meter. Sebaran spasial kondisi morfologi Kota Padang dapat di lihat pada
Gambar F.7

Gambar F.7 Peta Sebaran spasial kondisi morfologi Kota Padang

Sumber: Hasil Analisis Data 2007 KOGAMI — Pemko Padang



9. Sistem Peringatan Dini Gempa dan Tsunami di Kota Padang

Dalam mengembangkan sistem peringatan dini yang berbasis masyarakat,
terutama sistem — sistem dimana peringatan bisa diberikan tepat waktu dan dapat
dipahami oleh mereka yang menghadapi resiko. Pemerintah harusnya secara
berkala sistem informasi sebagai bagian sistem peringatan dini untuk memastikan
bahwa tindakan yang cepat dan terkoordinir diambil pada waktu siaga atau
keadaan darurat.

Untuk itu, Pemko Padang telah membuat suatu sistem peringatan dini
tsunami sebagai wujud kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman gempa dan
tsunami. Sistem peringatan dini berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian kegiatan pemberian peringatan
sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana
pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

Pada umumnya Sistem Peringatan Dini Kondisi Bencana di Kota Padang
harus mampu digunakan untuk pemberitahuan secara umum kemasyarakat serta
dapat pula digunakan untuk melaporkan kejadian bencana kepada Pusat
Pengendalian Operasi (Pusdalops) Kota Padang. Bagi yang ditujukan kepada
masyarakat, Sistem Peringatan Dini ini harus memiliki sifat, pertama, mampu
memberikan informasi bencana apa yang sedang terjadi.Kedua, mampu
memberikan informasi kemana orang harus evakuasi.

Berdasarkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana Gempa dan
Tsunami Kota Padang 2011, pada gempa yang berpotensi tsunami maka SOP
yang berlaku adalah: Bila terjadi bencana gempa bumi yang berpotensi tsunami

dengan ciri-ciri: Lamanya lebih kurang satu menit, manusia tidak bisa berdiri



tegak dengan sempurna akibat goncangan tersebut, struktur utama bangunan

retak/hancur. Maka, masyarakat segera melaksanakan evakuasi setelah gempa

selesai dengan berjalan kaki atau mengendarai kendaraan roda dua hingga ke

daerah/bangunan aman yang memiliki ketinggian lebih dari 8 - 10 meter diatas

permukaan laut dan tetap bertahan di daerah tersebut sambil menunggu

pengumuman resmi dari walikota melalui : Radio RRI Kota Padang, FM-RDS di

mesjid yang telah ditentukan atau sirine dengan bunyi tertentu:

Sementara prosedur yang dilakukan ketika masyarakat telah mengungsi

adalah,

1.

Radio Amatir: Segera melaporkan ke Pusdalop tentang berita telah terjadi
evakuasi masyarakat sesaat gempa selesai dengan menggunakan radio
komunikasi di frekuensi 143.50

Pusdalops PB: Piket Siaga Pusdalops menerima dan mengumpulkan
informasi dari anggota radio amatir di lapangan dengan menggunakan radio
komunikasi (repeater/VHF) dan menutup seluruh jalur komunikasi dengan
masyarakat dan pemerintah yang bertanya situasi terakhir.

Piket Siaga Pusdalops segera mencari/menunggu data dari BMG untuk
Bulettin I BMG yang memastikan ada atau tidaknya potensi tsunami dari
gempa yang telah terjadi.

Piket Siaga Pusdalops segera setelah menerima buletin I BMG
meneruskannya ke walikota dengan menggunakan telephone atau radio VHF
di frekuensi 143.50 atau kurir dengan pesan: “Info BMG: Gempa hh-bb-tt;

jj:mm:dd berpotensi tsunami; Info Petugas Lapangan : telah terjadi evakuasi



masyarakat dipesisir pantai; menunggu Bulettin 2 BMG; mohon perintah
evakuasi resmi masyarakat™

5. Walikota Padang: segera setelah menerima informasi dari Piket Siaga
Pusdalops memberikan instruksi: “Laksanakan Evakuasi sesuai dengan
protap, Kota Padang Berada dalam Kondisi Darurat Bencana”

6. Piket Siaga Pusdalops setelah mendapat perintah resmi dari walikota atau bila
dalam jangka waktu 10 menit, walikota tidak memberikan jawaban, maka
Piket Siaga Pusdalops segera melaksanakan :

a. Aktivasi Sirene Peringatan Dini dari tombol Pusdalop

b. memberikan peringatan dini ke pada mesjid-mesjid yang telah
ditentukan 5 buah mesjid tiap sektor evakuasi dengan FM-RDS dengan
bunyi peringatan : "Bahaya Tsunami!!! Segera selamatkan diri, lari
ketempat lebih tinggi x meter”

c. memberikan perintah resmi kepada Group Siaga Bencana dengan
menggunakan Repeater VHF 143.50 dan diulang setiap 10 menit hingga
pembatalan peringatan dini dari BMG, bunyi perintah: "Disini Posko
Siaga Pusdalops Kota Padang. BKMG Memberitakan telah terjadi
gempa berpotensi tsunami. Diperkirakan ketinggian mencapai xx meter.
Kepada seluruh unsur Pusdalops Kota Padang, bersiap untuk melakukan

proses tanggap darurat"

Sedangkan bagi masyarakat sendiri, pemerintah juga merancang SOP yang
diharapkan bisa meminimalisir jatuhnya korban jiwa. SOP tersebut mengatur

bagaimana seharusnya masyarakat bertindak ketika ada gempa yang berpotensi



tsunami. Menurut paparan dari BPBD Kota Padang, gambaran SOP untuk
masyarakat adalah:
“Setelah mendengar Sirene Peringatan Dini atau Pengumuman FM RDS,
terus melaksanakan evakuasi hingga ke daerah yang telah ditetapkan dan
bertahan hingga pengumuman pembatalan peringatan dini dari walikota
melalui: Radio RRI Kota Padang atau FM-RDS di mesjid yang telah

ditentukan atau sirine dengan bunyi tertentu”.

Setelah mendengar perintah resmi Piket Siaga Pusdalops segera
melaksanakan evakuasi pasukan ke daerah aman sambil memandu masyarakat ke
daerah Relokasi yang ditetapkan dan menunggu pengumuman pembatalan
peringatan dini dari walikota melalui: Radio RRI Kota Padang atau FM-RDS di
mesjid yang telah ditentukan atau sirine dengan bunyi tertentu. Bila telah di dapat
Bulettin BMG yang menyatakan hantaman Tsunami selesai melalui Ranet atau
FM-RDS atau Radio VHF dengan Frekuensi 143.50, maka, Piket Siaga Pusdalops
segera setelah menerima Buletin BMG meneruskannya ke walikota dengan
menggunakan telephone atau radio VHF di frekuensi 143.50 atau kurir dengan
pesan: “Info BMG: hantaman tsunami selesai; tidak ada potensi susulan; mohon
peringatan pembatalan”

Pada saat yang sama Walikota Padang, segera setelah menerima informasi
dari Piket Siaga Pusdalops memberikan instruksi: “jalankan prosedur peringatan
pembatalan; aktifkan group siaga pusdalops; laksanakan prosedur masa tanggap

darurat”. Setelah Piket Siaga Pusdalops setelah mendapat perintah resmi dari



walikota atau bila dalam jangka waktu 10 menit, walikota tidak memberikan
jawaban, maka Piket Siaga Pusdalops segera melaksanakan:
a. Aktivasi Sirene Pembatalan Peringatan Dini dari tombol Pusdalops
b. Memberikan pembatalan peringatan dini ke pada mesjid-mesjid yang
telah ditentukan 5 buah mesjid tiap sektor evakuasi dengan FM-RDS
dengan bunyi peringatan: "tsunami selesai! tetap di lokasi relokasi"”
¢. memberikan perintah resmi kepada Group Siaga Bencana dengan
menggunakan Repeater VHF 143.50 dan diulang setiap 10 menit, bunyi
perintah:
"Disini Posko Siaga Pusdalops Kota Padang. BMG Menyatakan
hantaman selesai. Kepada seluruh Group Siaga Pusdalops Kota
Padang, bersiap untuk melakukan proses tanggap darurat pada

daerah terdekat"

d. memberikan himbauan kepada pimpinan Pusdalops dan BPBD Kota
Padang segera bergabung di Ruang Pusat Pengendali Operasi
Penanganan Bencana (RUPUSDALOPS) Kota Padang dengan

menggunakan Repeater VHF 143.50 dan diulang setiap 10 menit.

Sementara itu masyarakat, setelah mendengar sirene pembatalan
peringatan dini, tetap berada di lokasi relokasi dan menunggu pengumuman
selanjutnya dari Pimpinan daerah relokasi masing-masing. Setelah mendengar
perintah resmi Piket Siaga Pusdalops segera menunjuk unsur Muspika yang

berada di daerah relokasi masing-masing sebagai pimpinan daerah relokasi dan



segera melapor kepada pimpinan masing-masing pasukan Group Siaga bila
memungkinkan. Dan Pimpinan Pusdalops dan BPBD Kota Padang setelah
mendengar himbauan resmi dari Piket Siaga Pusdalops segera menuju ke lokasi
secepatnya dan mulai memimpin Prosedur Tanggap Darurat Penanganan Bencana
Tsunami.

Untuk lebih jelasnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem
Peringatan Dini Bencana Gempa dan Tsunami yang dibangun di kota Padang

dapat dilihat pada pada gambar di bawah ini:
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BABIV

PEMBAHASAN

Untuk menggali kearifan lokal yang ada di masyarakat, peneliti telah
melakukan penggalian data dan informasi di berbagai lokasi di Kota Padang
diantaranya: Kelurahan Bungus, Kelurahan AieManis, Kelurahan Purus dan
Kelurahan Pasie Nan Tigo. Dengan memawancarai masyarakat di sekitar lokasi,
peneliti menemukan beberapa kearifanl okal yang selama ini telah digunakan
secara turun temurun seperti. memperkuat peranan niniak mamak, kembali
kesura, doa tolak bala, dan ciloteh lapau. Kearifan lokal tersebut memang secara
spesifik tidak berkaitan dengan penanganan bencana, tetapi bisa dimanfaatkan
sebagai strategi untuk lebih mengoptimalkan upaya pengurangan resiko
bencana.Pengurangan resiko bencana berdasarkan kearifanlokal akan lebih bisa di
terima dan diadposi oleh masyarakat karena sesuai dengan kondisi social dan
budaya yang ada di masyarakat itu sendiri.

Untuk mengikat komitmen antar elemen masyarakat dalam meningkatkan
kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami diperlukan
upaya menyatukan persepsi pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemuka
agama, pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuda serta niniak mamak setempat.
Selama ini upaya peningkatkan kesiapsiagaan cenderung didominasi dari inisiatif
lembaga swadaya masyarakat dengan mengajak serta masyarakat. Untuk mengikat
komitmen ini diperluka ininisiatif dari para pemangku kepentingan untuk
merumuskan strategi peningkatkan kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan

kearifan lokal.



Sementara pada Etnis Tiongha, mereka cenderung mempunyai persepsi
sendiri dalam memandang persoalan bencana gempa dan tsunami. Umumnya
mercka bersikap skeptis terhadap upaya pengurangan resiko bencana yang
dilakukan pemerintah dan memilih bersikap pasrah. Setelah ditelusuri lebih jauh
permasalahannya terletak pada kurangnya perhatian pemerintah pada Etnis
Tiongha terkait upaya mitigasi bencana. Di sisi lain mereka mempunyai kearifan
lokal yang bisa digali dan dijadikan landasan untuk menyusun program
pengurangan resiko bencana yang berbasiskan masyarakat. Seperti adanya
organisasi komunitas berbasis etnik yang didirikan masyarakat Tiongha di Kota
Padang yaitu Himpunan Bersatu Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman
(HTT). Di komunitas ini mereka rutin mengadakan pertemuan baik secara formal
maupun informal. Organisasi ini bisa dijadikan media untuk melakukan edukasi
dan sosialisasi program penanggulangan bencana yang digagas oleh pemerintah
maupun organisasi non pemerintah.

Untuk itulah, pada tahun pertama penelitian ini peneliti akan berfokus pada
indentifikasi kearifan lokal yang akan dijadikan landasan dalam strategi
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami dan menyusun model strategi
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami berdasarkan kearifan lokal.
Sedangkan pada tahun ke kedua peneliti akan lebih fokus kepada Uji Model
Strategi Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami Berdasarkan Kearifan

Lokal di Kota Padang.



Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap anggota masyarakat
Tionghoa, utamanya yang tergabung dalam komunitas budaya seperti Himpunan
Tjinta Teman (HTT) dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) diperoleh gambaran
tentang pengabaian sebagian masyarakat etnis Tionghoa terhadap potensi bahaya
tsunami yang mengancam lingkungan sosial dan lingkungan naturalnya. Dengan
tipikal economic and rational men, masyarakat Tionghoa cenderung tidak
mempercayai berbagai prediksi ilmiah seputar potensi tsunami yang akan melanda
Kota Padang. Mereka berasumsi bahwa tidak satupun prediksi ilmiah tersebut
yang terbukti kebenarannya hingga kini. Bencana alam justru melanda daerah lain
di Kota Padang yang selama ini tak pernah dipetakan sebagai daerah rawan.

Prediksi ilmiah yang dilakukan sejumlah ahli berikut himbauan pentingnya
membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan dipandang sebagai upaya untuk
menakut-nakuti warga sehingga warga eksodus dari tempatnya mencari nafkah
saat ini. Tidak semestinya ilmuwan atau pemerintah lokal mengeluarkan prediksi

dan pernyataan yang menimbulkan ketakutan dan syak wasangka bagi warganya.

b. Penguatan kapasitas komunitas

Kekurangpercayaan komunitas Tionghoa terhadap berbagai prediksi
ilmiah potensi tsunami di Kota Padang mengakibatkan mereka agak skeptis dalam
mempersiapkan kesiagaan diri dan kelompok. Secara turun-temurun tidak pernah
ada hikayat yang diceritakan oleh para tetua komunitas Tionghoa kepada generasi
saat ini tentang pernah atau tidaknya tsunami terjadi di pesisir barat Pantai Kota
Padang. Kondisi inilah yang secara tidak langsung melatarbelakangi

kekurangpedulian komunitas Tionghoa terhadap beragam upaya mitigasi. Dalam
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lingkup pribadi mereka tidak memiliki persiapan khusus menghadapi bencana
tsunami. Tidak ada kesepakatan yang dibuat dengan sesama anggota keluarga
tentang skenario evakuasi. Kesiapsiagaan kelompok juga tidak tergambar nyata.

Pada komunitas agama maupun komunitas budaya dimana anggota
masyarakat Tionghoa tergabung, skenario kesiapsiagaan bencana tsunami belum
pernah menjadi agenda formal. HTT maupun HBT belum melakukan aktivitas
yang berkaitan dengan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan selain berupa
perbincangan sekilas yang disampaikan saat pertemuan-pertemuan komunitas.
Sedangkan untuk kalangan pelajar, agenda kesiapsiagaan juga belum pernah
menjadi pembicaraan dan praktek utama dalam aktivitas-aktivitas sekolah
minggu. Hal ini terjadi dengan asumsi bahwa pengetahuan kebencanaan telah
diperoleh oleh pelajar dari sekolah lewat KSBS atau simulasi yang dilakukan oleh
LSM.

Kondisi sebaliknya terjadi di kalangan masyarakat kelas pekerja. Tema
bencana masih mendominasi obrolan-obrolan informal di kedai atau warung kopi,
meskipun konten dari obrolan tersebut lebih kepada seputar isu tsunami dan
belum menyentuh ranah tindakan nyata dalam mempersiapkan diri menghadapi
bencana. Obrolan di kedai atau warung kopi inilah yang kemudian dibawa ke
rumah dan menjadi pengetahuan bagi anggota masing-masing keluarga.

Bencana dianggap sebagai kuasa Tuhan yang tidak bisa diprediksi
kejadiannya. Oleh sebab itu kepasrahan menjadi solusi bagi sebagian anggota
komunitas yang berarti menjalani dan menunggu peristiwa yang akan terjadi.
Andaikata tsunami benar terjadi maka upaya yang bisa dilakukan adalah

melakukan evakuasi ke bangunan-bangunan tinggi. Meninggalkan rumah dan
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harta benda untuk melakukan evakuasi horizontal bukan tindakan yang dipilih
masyarakat Tionghoa karena berbagai alasan keamanan. Sedangkan bagi sebagian
lain, kepasrahan tidaklah cukup. Masyarakat Tionghoa bermodal besar lebih
memilih menjauh dari daerah rawan bencana dibanding harus mengalami kerugian
ekonomis yang besar akibat ramalan-ramalan tsunami yang berkembang diantara

pelaku pasar.

¢. Respon Pemerintah Kota terhadap potensi bencana

Tidak teridentifikasi adanya upaya dari Pemerintah Kota Padang untuk
membangun kesadaran anggota komunitas Tionghoa terhadap potensi bencana
tsunami yang melanda pesisir barat Pantai Padang. Peneliti juga tidak menemukan
hambatan yang diperkirakan akan ditemui oleh Pemko jika upaya kesiapsiagaan
dipersuasikan dalam komunitas agama dan budaya Tionghoa. Secara umum,
masyarakat Tionghoa Kota Padang cukup terbuka terhadap pihak luar. Mereka
juga cukup cakap dalam berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa
lokal (Bahasa Minang).

Ketiadaan permintaan dari komunitas agar Pemko melakukan upaya-upaya
mitigasi dan kesiapsiagaan di lingkungan mereka ditengarai karena keengganan
masyarakat berhubungan dengan birokrasi. Mereka mengakui kebutuhannya akan
aktivitas simulasi ataupun pengetahuan terkini tentang bahaya tsunami akan tetapi

permintaan tersebut bisa berarti menjerumuskan diri ke dalam patologi birokrasi.
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d. Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan
kapasitas masyarakat

Temuan penelitian tidak menunjukkan adanya upaya penguatan kapasitas

baik dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan pihak eksternal bagi

komunitas Tionghoa di Kota Padang. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan

Pemko maupun LSM berkenaan dengan upaya kesiapsiagaan bencana tsunami,

perwakilan komunitas Tionghoa belum pernah dilibatkan. Keterlibatan mereka

sesungguhnya penting dalam membuat analisis dan rencana kontijensi tsunami di

Kota Padang.

2. Etnis minangkabau
a. Penguatan kapasitas komunitas

Asumsi keliru yang dipahami sebagian masyarakat pesisir Pantai Bungus
Teluk Kabung berimplikasi pada cara pandang dan sikap mereka dalam
menghadapi bencana tsunami yang diprediksi melanda Kota Padang. Kondisi
geografis Pantai Bungus yang menjorok ke daratan (teluk) diperkirakan oleh
sebagian masyarakat sebagai posisi yang relatif aman terhadap terjangan
gelombang jikalau tsunami terjadi. Hal ini berbeda dengan pendapat ilmuwan
Earth Observatory of Singapore, Jamie Mc.Coughey yang peneliti wawancarai
pada tanggal 19 September 2012. Sembari menunjukkan simulasi tsunami untuk
kawasan Bungus dan Teluk Bayur, Jamie menyatakan bahwa terjangan
gelombang tsunami berpotensi dirasakan sangat kuat di pesisir Pantai Bungus

dibanding kawasan lain di pesisir Pantai Barat Kota Padang.



Asumsi yang keliru ini tampaknya menjadi pegangan bagi masyarakat
setempat untuk tidak mewaspadai resiko dan kerentanan di lingkungan mereka.
Hingga wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2012, masih ada sebagian
masyarakat yang enggan terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan. Menurut
pengakuan salah seorang informan yang gencar mempersuasi komunitas untuk
melakukan aktivitas kesiagaan secara mandiri, persiapan yang diri dan
keluarganya lakukan sering menuai tertawaan dari orang-orang di sekeliling
mereka. Sebagian masyarakat tetap saja meyakini bahwa gelombang tsunami
tidak akan melewati teluk dimana mereka bermukim, oleh karenanya upaya
kesiapsiagaan tidak dibutuhkan. Sebagai pendatang yang baru bermukim sekitar
lima tahun di Bungus, sang informan tak bisa bertindak banyak karena penduduk
asli mengklaim lebih memahami kondisi geografis dan alamiah Pantai Bungus.

Berdasarkan adat istiadat setempat, masyarakat setiap tahunnya melakukan
semacam budaya tolak bala yang dipimpin oleh tokoh adat dan tokoh agama.
Meskipun budaya tolak bala ini diyakini sebagai salah satu upaya untuk memohon
pada Yang Kuasa agar bencana tsunami tidak terjadi dan menimpa daerah mereka,
namun peneliti mengidentifikasi bahwa budaya tolak bala sebenarnya lebih
identik dengan pengharapan akan hasil laut yang baik dan agar bencana tak
menimpa para nelayan yang menggantungkan kehidupan dan penghidupannya
dari hasil laut.

Bagi para pemuka agama, langkah terbaik untuk mengantisipasi bencana
agar tidak melanda diri dan lingkungannya adalah dengan menutup tempat-tempat
maksiat yang beberapa tahun belakangan marak di sekitar Bungus. Sekelompok

warga yang kadangkala dibekingi oknum aparat mengoperasikan sejumlah
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warung remang-remang di sekitar Bungus yakni di lokasi yang bernama Bukit
Lampu. Lokasi ini ramai dikunjungi terutama malam hari oleh pasangan-pasangan
yang melakukan tindakan asusila. Tindakan ini melanggar syariat Islam yang
sebenarnya menjadi pegangan bagi mayoritas muslim setempat. Jika hal ini
dibiarkan maka pelanggaran norma agama diyakini akan menimbulkan murka

Tuhan yang termanifestasi dalam beragam bentuk bencana.

b. Respon Pemerintah Kota terhadap Potensi bencana

Peneliti tidak berhasil mengidentifikasi upaya kesiapsiagaan dan
penguatan kapasitas komunitas yang dilakukan oleh Pemko Padang. Dari
beberapa pengalaman yang ada, kekosongan peran pemerintah daerah dalam
berbagai upaya mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap masyarakat lokal diakui
dengan mengemukakan alasan ketiadaan peruntukkan dalam pos anggaran. Jika
permintaan diusung secara boftom-up oleh komunitas setempat maka artinya
semua pendanaan menjadi tanggung jawab masyarakat yang notabene berasal dari
kelas menengah ke bawah.
Ketika pemerintah kota cenderung abai terhadap perlindungan keselamatan warga
atas resiko bencana yang mungkin terjadi, beberapa institusi lain yang berlokasi di
Bungus memberikan perhatian cukup baik saat potensi bencana mengancam
warga. Peristiwa gempa 30 Agustus 2009 dan beberapa gempa yang melanda
Kota Padang sesudahnya memperlihatkan kepedulian institusi seperti Markas
Polisi Air yang mengaktifkan sirine sebagai pertanda bagi warga untuk melakukan
evakuasi. Tak hanya sampai disitu, menurut keteranngan informan, Polair juga

mempersilahkan warga memanfaatkan lokasi di dekat markas mereka sebagai



sarana evakuasi horizontal karena letak markas yang relatif lebih tinggi dan lebih

cepat dijangkau oleh warga yang sedang beraktivitas di dekat pantai.

c. Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan
kapasitas komunitas

Alam sepertinya menyajikan bukti tersendiri yang memberi penyadaran
bagi masyarakat Pesisir Pantai Bungus. Tsunami yang melanda Kepulauan
Mentawai pada Oktober 2010 menggugah kesadaran sedikit orang yang kemudian
memulai aktivitas-aktivitas kesiapsiagaan secara mandiri di lingkungan keluarga
dan rukun tetangga. Meskipun upaya penguatan kapasitas yang dilakukan secara
mandiri oleh komunitas tidak mendapat dukungan dari otoritas formal lokal,
namun lembaga donor internasional (Mer-C Corps) memberi bantuan dalam
bentuk penyusunan rencana kesiapsiagaan bencana tsunami. Rencana
kesiapsiagaan tersebut adalah dalam bentuk penyuluhan kepada warga dan
pendirian rambu-rambu penunjuk arah evakuasi. Hingga penelitian ini berjalan,
rambu-rambu penanda arah evakuasi yang difasilitasi oleh Mer-C Corps masih
terpasang baik dan dirasakan manfaatnya oleh warga meskipun ketika gempa
terjadi ada sebagian warga yang memilih rute evakuasi tersendiri tanpa mengacu

pada lokasi yang telah disepakati sebelumnya.

3. Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir Pantai Aie Manih
a. Penguatan kapasitas komunitas
Dibandingkan komunitas pesisir Pantai Purus dan komunitas Pesisir Pantai

Bungus, komunitas warga di pesisir Pantai Aie Manih tergolong lebih menyadari



resiko bencana yang menghadang diri dan lingkungan mereka. Meskipun
keterlibatan Pemerintah Kota dalam penguatan kapasitas sama minimnya dengan
lokasi-lokasi lain di pesisir Pantai barat Kota Padang, namun pemahaman warga
setempat terhadap kerentanan membuat mereka mulai menggagas aktivitas-
aktivitas mandiri yang progresif.

Tahap penyadaran dimulai dari inisiasi yang dilakukan oleh pihak ekternal
yakni LSM (MER-C Corps dan Jemari). Sambutan masyarakat terhadap upaya
knowledge-sharing yang dilakukan LSM sangat positif ditandai dengan
kemandirian komunitas menindaklanjuti tahap inisiasi. Setelah serangkaian
aktivitas LSM yakni seminar, workshop hingga pembangunan komponen fisik
pendukung evakuasi seperti penunjuk arah hingga sarana penampungan dan
penyaluran air bersih selesai dilaksanakan, komunitas melanjutkan melalui
pembangunan shelter yang dananya berasal dari kontribusi komunitas dan CSR
beberapa perusahaan di Kota Padang.

Upaya membangun kesadaran dan penguatan kapasitas yang dilakukan
oleh LSM melibatkan hampir semua komponen masyarakat mulai dari komponen
agama, adat, hingga kaum perempuan. Akan tetapi keterlibatan komponen adat
dan agama yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai masih
bersifat pasif, artinya keikutsertaan mereka masih sebatas undangan LSM. Kaum
perempuan justru memiliki kontribusi aktif dalam mempromosikan kesiapsiagaan
mulai dari level rumah tangga hingga level kota dan propinsi. Kaum perempuan
ini juga terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan yang membutuhkan pengorbanan
fisik seperti simulasi dan pengecekan sarana pendukung evakuasi. Fenomena ini

menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam upaya kesiapsiagaan bencana



tsunami di Kota Padang bukan sekedar supporting system namun sebagai salah
satu dari komponen utama.

Keberadaan niniak mamak dan alim ulama lebih banyak terlihat dalam
aktivitas budaya seperti doa tolak bala yang diadakan setiap bulan Sya’ban pada
penanggalan Hijriyah. Serupa dengan doa tolak bala yang dilangsungkan oleh
masyarakat Pesisir Pantai Bungus, masyarakat Pantai Aie Manih sepertinya tidak
menjadikan doa tolak bala sebagai sarana khusus untuk memohon keselamatan
dari bencana tsunami. Doa tolak bala telah berlangsung selama berpuluh tahun
dan diwariskan secara turun-temurun dan dari hasil wawancara yang peneliti
lakukan tidak berkorelasi langsung dengan sejarah tsunami yang pernah melanda
Padang ratusan tahun lalu.

Masyarakat pesisir Pantai Aie Manih ternyata tak hanya mengikutsertakan
orang dewasa dalam aktivitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Anak usia
sekolah juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan seperti simulasi yang dilakukan
LSM dan pembentukan pemahaman di sekolah-sekolah dan surau-surau meskipun

kegiatan ini sifatnya temporer dan insidental.

b. Respon Pemerintah Kota terhadap potensi bencana

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa
masyarakat Pantai Aie Manih, keterlibatan Pemerintah Kota Padang terutama
Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam aktivitas prabencana di
wilayah mereka bisa dikategorikan nihil. Meskipun Pantai Aie Manih berada
dalam zona merah namun belum terlihat peran aktif Pemko dalam membangun

kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk menghadapi bencana tsunami.

61



Meskipun Pemerintah Kota Padang secara formal tidak memberikan
perhatian memadai, namun secara personal Lurah Aie Manih yang baru bertugas
sekitar satu tahun di daerah tersebut senantiasa mendukung bahkan menggerakkan
masyarakatnya untuk proaktif pada program mitigasi dan kesiagaan bencana.
Program terkini yang sedang digagas masyarakat adalah pembuatan shelter
sebagai sarana evakuasi vertikal. Lurah memfasilitasi masyarakat untuk
membangun jaringan kerja dengan institusi lain yang menjadi donatur

pembangunan shelter.

c. Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan
kapasitas komunitas

Kekosongan peran pemerintah Kota Padang dalam membangun
kesiapsiagaan bagi masyarakat ternyata lebih banyak diisi oleh LSM terutama
yang berkenaan dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana fisik.
Pendekatan informal yang dilakukan oleh LSM serta dukungan dana yang
memadai menjadi salah satu faktor pendukung lancarnya interaksi kedua belah
pihak yang bermuara pada kesinambungan kegiatan prabencana.

Selain intervensi LSM, dukungan positif juga teridentifikasi dari lembaga
lainnya yakni RAPI (Radio Antar penduduk Indonesia) dalam bentuk fasilitas
diseminasi peringatan dini tsunami. RAPI menyediakan rabab yang dapat
menyiarkan pesan peringatan dini dari BPBD Kota Padang tentang potensi
tsunami yang melanda wilayah pesisir pantai. Rabab dapat dioperasikan ketika
listrik padam sehingga akses masyarakat rentan terhadap informasi penting tidak

terkendala.
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4. Komunitas Pedagang Purus

Pantai Purus merupakan objek wisata yang cukup digandrungi di Kota
Padang. Pantai ini senantiasa ramai oleh pengunjung terutama pada sore hingga
malam hari. Para pengunjung mayoritas kaum muda, dan pada waktu-waktu
tertentu rombongan keluarga datang bertamasya atau menikmati beragam kuliner
yang disajikan pedagang di sepanjang tepi pantai. Para pedagang yang beraktivitas
di Pantai Purus berasal dari hampir semua strata usia dan sosial ekonomi. Ada
anak-anak usia sekolah yang turut membantu orangtua mencari nafkah, para
pemuda yang bekerja di tenda warna-warni yang menyediakan beragam hidangan,
hingga penduduk berusi 40 tahun ke atas yang berprofesi sebagai pedagang hasil
laut atau pemilik rumah makan. Sebagian pedagang adalah pemodal besar meski
tak dipungkiri banyak juga yang bermodal kecil.

Komunitas pedagang Pantai Purus Kota Padang merupakan kelompok
masyarakat yang paling rentan terhadap potensi bencana tsunami yang timbul di
sepanjang Pantai Barat Sumatera karena aktivitas ekonomi yang mereka lakukan
hanya berjarak sekitar 5 hingga 10 meter dari bibir pantai. Kontrasnya, kerentanan
ini tidak membuat komunitas pedagang gentar atau berupaya untuk memindahkan
aktivitas ekonomi mereka ke lokasi lain yang lebih aman. Peristiwa gempa
Padang September 2009 dan gempa Aceh April 2012 menjadi gambaran betapa
komunitas pedagang memilih bertahan di sepanjang pesisir Pantai Purus karena

alasan keberlanjutan kelangsungan hidup keluarga.
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a. Kesadaran tentang dan penilaian resiko bencana

Komunitas pedagang di sepanjang Pantai Purus mengetahui potensi
tsunami yang mungkin melanda diri dan lingkungannya, meskipun informasi
tersebut belum diikuti dengan kesadaran untuk mengurangi resiko yang timbul
akibat gempa dan tsunami. Secara umum para pedagang tidak dibekali dengan
pengetahuan memadai tentang karakter geografis lingkungan tempat mereka
beraktivitas, resiko bencana yang menghadang, dan tingkat kerentanan komunitas
terhadap bencana.

Informasi mengenai potensi tsunami yang terjadi setelah sebuah gempa
besar melanda rerata didapatkan pedagang secara informal, misalnya melalui
pembicaraan dari mulut ke mulut yang berkembang di lingkungan sekitar.
Sementara itu informasi yang tersaji melalui surat kabar maupun siaran televisi
atau radio cenderung tidak lengkap dan tidak bisa dikonsumsi secara kontinu oleh
pedagang karena tingkat kesibukan mereka yang cukup tinggi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa para pedagang cenderung bereaksi
pasif terhadap potensi bahaya dan resiko bencana yang menghadang mereka.
Pedagang mengaku tidak ada upaya pengurangan resiko bencana yang digagas
dalam komunitas mereka. Secara individual mereka juga tidak melakukan
persiapan berarti untuk mengurangi kerentanan terhadap bahaya. Tenda-tenda
tempat berdagang yang mereka bangun sangat terbuka dan dekat ke pantai
membuktikan bahwa pedagang seolah mengabaikan potensi bencana. Pedagang
juga tidak membekali diri dengan keterampilan dan peralatan siaga bencana.
Mereka hanya mengetahui jalur atau tempat evakuasi yang harus dituju jika

tsunami melanda.



Tidak hanya pedagang, semenjak gempa Padang 30 September 2009
hingga gempa 12 April 2012 tidak ada perubahan berarti yang terjadi berkaitan
dengan upaya mitigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pemerintah
Kota hanya membangun beberapa pemecah ombak di sepanjang pantai,
membangun sebuah hotel dan rumah susun yang lantai atasnya sekaligus
berfungsi sebagai sarana evakuasi vertikal. Pembangunan saran fisik yang belum
komunitas pesisir Pantai Purus. Akibanya ketika gempa yang berpotensi tsunami
terjadi, masyarakat cenderung bertindak tanpa koordinasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa relasi yang cenderung kurang harmonis antara
komunitas pedagang pesisir Pantai Purus dan Pemerintah Kota Padang pada
program reklamasi Pantai Padang pascagempa 2009 telah memberi imbas
terhadap rasa percaya pedagang. Upaya Pemko Padang untuk merelokasi
pedagang sejauh 400 meter dari bibir pantai sebagai antisipasi dampak tsunami
dimaknai sebagai hal yang mengancam keberlanjutan aktivitas ekonomi
masyarakat Purus yang mayoritas menggantungkan penghidupannya pada sektor
informal. Reklamasi pantai menurut Walikota Fauzi Bahar merupakan skenario
mitigasi yang paling mungkin dilakukan di Pantai Padang dibanding peninggian
rumah warga, menjauhkan rumah warga dari pantai, pembangunan seawall

(dinding laut), dan penanaman bakau

b. Penguatan kapasitas komunitas

Tidak ada upaya mitigasi bencana yang teridentifikasi dilakukan secara

swadaya dan swakarsa oleh komunitas pedagang di pesisir pantai purus. Secara
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fisik tidak ada infrastruktur mitigasi yang dapat mereduksi pengunjung dan
pedagang terhadap potensi tsunami yang terjadi setelah sebuah gempa besar
mengguncang. Pedagang juga tidak melakukan upaya pemberdayaan baik secara
individu atau kelompok untuk mengurangi resiko bencana yang melanda.

Berdasarkan pengakuan pedagang yang diwawancara pada tanggal 5 Juli
2012, Pemerintah Kota Padang dengan bantuan sebuah LSM yang bergerak di
bidang kesiapsiagaan tsunami hanya melakukan satu kali upaya simulasi gempa
dan tsunami. Dalam simulasi ini, pedagang diarahkan untuk melakukan evakuasi
vertikal menghidari tsunami. Namun setelah itu tidak ada upaya lanjutan yang
dilakukan pemerintah kota untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat Pantai Purus
terhadap bencana.

Minimnya pengetahuan yang dimiliki komunitas pedagang pesisir Pantai
Purus terhadap potensi gempa bumi dan tsunami yang rentan melanda diri dan
lingkungannya membuat mereka menginterpretasi sendiri kondisi kebencanaan
yang terjadi untuk kemudian menggagas upaya penyelamatan diri secara swadaya.
Sebagian pedagang cenderung menutup warung/tempat usahanya ketika sebuah
gempa besar mengguncang. Untuk seterusnya kelompok pedagang yang serta
merta mengungsi jika sebuah gempa besar mengguncang akan peneliti labeli
sebagai kelompok pertama. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari para pedagang
usia muda (20 hingga 30 tahun) yang cenderung tidak terpengaruh oleh bencana
lanjutan yang potensial terjadi.

Secara umum para pedagang kelompok pertama ini terdiri dari kaum
wanita. Kekhawatiran terhadap keselamatan harta dan nyawa membuat mereka

bergegas mengungsi ke area yang dianggap aman yakni Kompleks Kantor



Gubemnur Propinsi Sumatera Barat yang berjarak sekitar satu kilometer dari garis
pantai. Biasanya mereka mengungsi dengan berjalan kaki karena lokasi evakuasi
tidak dapat dijangkau dengan kendaraan bermotor sebagai akibat dari kepadatan
lalu lintas pascagempa. Mengacu pada peta evakuasi tsunami Kota Padang, lokasi
evakuasi yang dituju oleh para pedagang ini pada dasarnya masih termasuk dalam
zona merah atau zona bahaya tsunami. Akan tetapi hanya lokasi inilah yang
memungkinkan untuk dicapai dengan waktu relatif singkat (30 menit) sesuai
dengan SOP gempa yang telah disosialisasikan.

Kelompok pedagang kedua yang terdiri dari pedagang usia muda memang
menutup tempat usahanya. Namun berbeda dengan kelompok pertama yang
bergegas melakukan evakuasi, kelompok kedua akan memantau fenomena alam
pascagempa sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan
evakuasi. Jika gempa yang terjadi tidak diikuti dengan surutnya air laut maka para
pedagang ini cenderung bertahan di sekitar tempat usaha mereka. Sebaliknya jika
gempa diikuti dengan peristiwa surutnya air laut maka mereka akan melakukan
tindakan evakuasi menggunakan kendaraan bermotor.

Pascagempa September 2009 Pemerintah Kota Padang membuka peluang
investasi bagi penanam modal nasional. Hal ini terlihat dengan dibangunnya
rusunawa dan sebuah hotel bereputasi internasional (Hotel Mercure) di pesisir
Pantai Purus. Dalam skenario kebencanaan yang disosialisasikan Pemko Padang
kepada masyarakat pesisir Pantai Purus, rusunawa dan Hotel Mercure merupakan
salah satu sarana evakuasi vertikal. Andaikata gempa berpotensi tsunami terjadi
maka manajemen rusunawa dan hotel harus memperbolehkan masyarakat sekitar

untuk memanfaatkan lantai atas bengunan hotel sebagai shelter. Dalam



prakteknya, masyarakat memilih melakukan evakuasi horizontal ketika gempa
April 2012 terjadi. Tindakan masyarakat ini didasari atas keengganan mereka
melakukan evakuasi vertikal dengan alasan keamanan dan ketiadaan izin dari

manajemen rusunawa dan hotel.

¢. Respon Pemerintah Kota terhadap potensi bencana

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan diperoleh gambaran belum
maksimalnya respon pemerintah daerah, mulai dari tataran terkecil di tingkat
kelurahan hingga kota, terjadap upaya pengurangan resiko bencana. Secara fisik,
pemerintah kota belum menyediakan sarana yang mampu mengurangi interaksi
masyarakat pesisir Pantai Purus dengan lepas pantai, misalnya dalam bentuk batu
grid ataupun seawall sebagai penahan ombak.

Masyarakat pesisir melakukan kegiatan ekonomi produktif hanya berjarak
lima meter dari bibir pantai. Tempat tinggal masyarakapun berjarak kurang dari
500 meter dari pantai. Kondisi ini sangat riskan bagi keselamatan masyarakat
pesisir karena terjadinya gempa yang berpotensi tsunami tidaklah dapat
diprediksi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemerintah Kota Padang
pascagempa 2009 juga aktif menggalakkan sektor bisnis skala menengah dan
besar di sepanjang pesisir Pantai Purus. Artinya banyak orang beraktivitas di
sepanjang Pantai Purus tidak hanya sepanjang jam kerja namun juga di waktu
malam hingga dini hari karena tempat tersebut juga sebagai pusat hiburan. Akan
tetapi Pemerintah Kota tidak mengiringi kebijakan investasi yang ada dengan

upaya pengurangan resiko bencana. Upaya Pemko dalam menggalakkan



kesiapsiagaan bisa dianggap minim dan bahkan bisa dikatakan bahwa simulasi
dan pelatihan kepada masyarakat lebih banyak dikelola oleh LSM ataupun
Pemerintah Propinsi lewat BPBD dan Pusdalops, serta Pemerintah Pusat melalui

BNPB.

d. Keberadaan partner dam intervensi yang tepat dalam penguatan
kapasitas masyarakat

Pemerintah Kota memang memiliki beberapa partner baik dari lembaga
internasional, LSM lokal, dan lembaga kebencanaan nasional dalam melakukan
upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Akan tetapi upaya kesiapsiagaan dan
pengurangan resiko bencana di pesisir Pantai Purus berada di tangan masyarakat
itu sendiri. Masyarakat sesungguhnya menjadi pihak yang bertanggung jawab
terhadap hidup dan penghidupan mereka. Ketika peemrintah kota tidak mampu
memberikan jawaban atas kesulitan mata pencaharian yang mereka alami maka
mereka berwirausaha di sepanjang pesisir Pantai. Dan jika masyarakat harus
berhadapan dengan potensi tsunami yang setiap saat dapat menghadang mereka,
maka merekapun harus menyelamatkan diri dan usaha mereka atas inisiatif
sendiri.

Ketidakpercayaan masayarakat terhadap Pemko sepertinya menjadi
penghalang interaksi diantara keduabelah pihak dalam berbagai program
pembangunan, termasuk upaya penguatan kapasitas komunitas. Sementara itu
karakter masyarakat pesisir pantai yang cenderung keras ditengarai menjadi salah
satu kendala komunikasi antara masyarakat dengan stakeholder lainnya di pesisir

pantai Purus. Alhasil Pemko dan partner lainnya mengalami kesulitan dalam



mensosialisasikan program-programnya. Padahal menurut masyarakat Pantai
Purus, mereka sangat butuh akan pengetahuan dan pelatihan seputar gempa dan
tsunami, namun Pemko dan lembaga lainnya cenderung pasif.

Masyarakat pesisir pantai Purus telah turun-temurun mendiami lokasi
mereka bermukim dan beraktivitas sekarang. Fakta bahwa gempa besar yang
sering melanda Kota Padang akan berpotensi pada timbulnya tsunami yang
notabene membahayakan keselamatan tidak serta merta membuat mereka
melakukan eksodus. Masyarakat pesisir pantai Purus adalah tipikal manusia
ekonomi (economic man) yang berpikir rasional bahwa untuk bertahan hidup
mereka haruslah berusaha dengan jalan apapun, meski usaha tersebut berarti
menantang keselamatan jiwa. Ketiadaan pilihan pekerjaan dan ketidakmampuan
pemerintah menyediakan standar kehidupan yang layak warganya membuat
pedagang pantai Purus rela berjualan dari pagi hingga malam meski kadang harus
melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Padang.

Bagi sebagian pedagang, meminta mereka untuk pindah dari pesisir pantai
dengan alasan potensi bencana tsunami adalah akal-akalan untuk menjauhkan
mercka dari sumber mata pencahariannya. Lalu mengapa Pemko tidak melakukan
tindakan serupa terhadap para pemodal besar yang saat ini juga marak membuka
usaha di sepanjang pantai barat Kota Padang.

Saling curiga antara Pemko dan masyarakat yang bermukim di sepanjang
pesisir pantai Purus berimplikasi buruk bagi program kesiapsiagaan dan
pengurangan resiko bencana. Program yang ada dikhawatirkan oleh masyarakat
sebagai cara baru untuk menakut-nakuti mereka dan membuat mereka

meninggalkan tanah yang telah lama mereka diami. Sementara Pemko mencurigai



bahwa pedagang pesisir Pantai Purus mengakomodasi terjadinya tindak maksiat

yang berimplikasi pada terjadinya bencana di Kota Padang.

Selanjutnya berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengkategorikan
masyarakat’komunitas yang bermukim di sepanjang peisisr Pantai Barat Kota
Padang menjadi dua:

1. Masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi, yakni masyarakat dengan latar
belakang sosial budaya yang sama serta kondisi perekonomian yang relatif
serupa. Masyarakat dengan tipikal ini ditemukan pada komunitas Pasie Nan
Tigo, Bungus Barat, dan Aie Manih. Dari ketiga lokasi diketahui bahwa
mayoritas masyarakatnya bersuku bangsa Minangkabau, beragama Islam,
bermata pencaharian utama sebagai nelayan atau menggantungkan hidup pada
potensi laut, serta berpendidikan rerata sekolah menengah.

2. Masyarakat dengan tingkat homogenitas relatif sedang hingga rendah, yakni
masyarakat dengan latar belakang budaya yang sama, namun latar belakang
sosial dan kondisi perekonomian mereka cenderung bervariasi. Tipikal ini
dapat ditemui pada komunitas pedagang pantai Purus dan komunitas keturunan
Tionghoa di Pondok. Secara umum masyarakat heterogen di Pantai Purus
memang masih didominasi oleh suku bangsa Minangkabau yang beragama
Islam, namun kondisi perckonomian mereka berada pada rentang ekonomi
lemah hingga golongan ekonomi kuat. Latar belakang ekonomi yang berbeda
berimbas pula pada tingkat pendidikan yang mereka tempuh.

Masyarakat Tionghoa di kawasan Pondok memang memiliki latar belakang

kebudayaan yang sama, namun mereka terafiliasi dengan kelompok sosial yang
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berbeda. Meskipun pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang
akan tetapi kondisi perekonomian komunitas tersebut juga tidak seragam.
Begitu pula dengan tingkat pendidikan yang relatif bervariasi. Kaum muda
yang menetap di kawasan Pondok rerata berpendidikan setara sekolah
menengah, sedangkan kaum muda yang mengecap pendidikan tinggi biasanya
bermukim di luar daerah tempat mereka menuntut ilmu.

Masyarakat dengan tingkat homogenitas relatif tinggi, memiliki
kecenderungan serupa atau sejenis dalam tingkat pendidikan, tingkat
kesejahteraan ekonomi, dan tingkat afiliasi mereka dalam organisasi sosial politik.
Hal ini terutama disebabkan karena latar belakang sosial budaya yang juga sama.
Mereka berakar dan tumbuh dari lingkungan yang sama. Jikapun terdapat
perbedaan diantara anggota komunitas maka perbedaan itu tidak terlalu signifikan.
Dengan demikian masyarakat tipe ini cenderung tidak memili gap atau
kesenjangan yang berbeda antaranggota.

Sedangkan tipe masyarakat dengan homogenitas yang relatif rendah
memiliki kesenjangan atau rentang sosial ekonomi yang cenderung besar diantara
para anggotanya. Mereka tinggal dalam suatu lokasi yang sama namun berakar
dan tumbuh dari latar belakang yang berbeda. Akibatnya mereka memiliki cara
pandang dan falsafah hidup yang berbeda pula.

Kategorisasi yang peneliti susun tidak bermaksud untuk mengkotak-
kotakkan atau mengelompokkan komunitas secara vertikal. Masing-masing
komunitas menduduki posisi horizontal yang sama dalam kapasitasnya sebagai
warga negara. Akan tetapi untuk menghasilkan rancangan model yang sempurna,

pengenalan terjadap kondisi riil komunitas sangat diperlukan. Komunitas dengan



latar belakang yang berbeda, dalam hemat penulis, harus mendapatkan perlakuan
(treatment) penguatan yang berbeda pula. Oleh sebab itu kategorisasi komunitas
menjadi acuan utama dalam mendesain model kesiapsiagaan komunitas berbasis
kearifan lokal.

Pada tahap pertama peneliti mendesain model kesiapsiagaan bencana
tsunami untuk masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi. Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan bahwa aktivitas kesiapsiagaan untuk masyarakat dengan
tingkat homogenitas tinggi sangat krusial karena populasi mereka yang besar.
Jumlah jiwa yang terancam tsunami relatif lebih banyak dibanding komunitas
dengan tingkat homogenitas relatif sedang hingga rendah, meskipun bukan berarti
komunitas heterogen diabaikan. Disamping itu intervensi terhadap masyarakat
dengan tingkat homogenitas tinggi relatif mudah dilakukan dalam jangka pendek
karena keseragaman latar belakang yang mereka miliki.

Dari temuan penelitian di atas disusunlah Model Strategi Pengurangan
Resiko Bencana Berbasis Kearifan Lokal ini disusun berdasarkan konsep Hyogo

Framework For Action (HFA). Berikut penjelasannya:

1. Komitmen Tentang Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami
Dalam penerapan upaya mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami
berdasarkan kearifan lokal diperlukan komitmen dari pemerintah dan masyarakat
agar program yang telah diinisiasi bisa berjalan dengan optimal. Mengambil
contoh di Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Bungus Barat, setiap para
pemangku kepentingan mulai dari Kelurahan, Babimkamtibnas, Babinsa,

Kelompok Siaga Bencana, Pengurus — Pengurus Masjid, Lembaga Adat, Tokoh



Masyarakat dan Pemuda, Kalangan Niniak Mamak dan Bundo Kanduang
dilibatkan untuk mengikat komitmen dalam penandatangan komitmen bersama
untuk terlibat dalam berbagai program penanggulangan bencana. Nantinya,
penandatangan komitmen ini yang akan menyampaikan kepada masyarakat

tentang adanya program penanggulangan bencana dan mengajak masyaraka

tuntuk terlibat dan mensukseskannya.

2. Tentang Pengkajian dan Pemantuan Resiko

Pengkajian dan pemantauan risiko bencana dilakukan melalui identifikasi
dari beberapa pengalaman gempa dan tsunami yang pernah terjadi di masing —
masing daerah. Pengkajian ini dilakukan dengan memakai data — data ilmiah yang
disediakan para ahli kebencanaan dan memperhatikan kearifanlokal yang ada di
tengah — tengah masyarakat.Kearifan lokal yang dimaksud adalah dengan
meminta pendapat kepada kalangan tokoh — tokoh masyarakat termasuk kalangan
niniak mamak dan bundo kanduang untuk mengkonfirmasi pengkajian dan
pemantauan resiko yang telah dilakukan.Misalnya, di Kelurahan Air Manis, tokoh
nelayan setempat bisa diminta pendapatnya tentang kondisi pantai di daerahnya
dan penentuan tempat evakuasi terdekat dari pemukiman mereka. Setelah
pengkajian dan pemantuan resiko bencana selesai dilakukan, maka dibuatlah peta

dampak bencana gempa dan tsunami di daerah tersebut.



3. Tentang Rencana Aksi Masyarakat Untuk Pengurangan Resiko Bencana

Gempa dan Tsunami

Rencana Aksi Masyarakat yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan
dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di tengah - tengah
masyarakat.Dalam rencana edukasi kesiapsiagaan perlume maksimalk anunsur-
unsur lokal seperti menggunakan peranan nniniak mamak, pemuka agama, tokoh
adat dan pemuda yang dikomunikasikan melalui berbagai kebiasaan ditengah —
tengah masyarakat seperti penguatan peran niniak mamak, doa tolak bala,
pesantren ramadhan dan ciloteh lapau. Penggunaan jalur kearifan lokal dalam
menyusun rencana aksi akan lebih mudah menarik keterlibatan masyarakat untuk

ikut serta dalam program penanggulangan bencana.

4. Tentang Kerjasama Dalam Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan

Tsunami

Kerjasama dalam pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami dilakukan
dengan membuat suatu wadah berupa Kelompok Siaga Bencana (KSB). Di Kota
Padang sendiri KSB sudah terbentuk dimasing — masing kelurahan. Persoalannya
adalah bagaimana menentukan unsur-unsur kearifan lokal dalam keanggotan
KSB.Sepertimemperkuatperanananniniakmakadanbundokanduangdalam  KSB.
Berbagai program yang dilakukan bisa menggunakan media kearifan lokal ketika
pelaksanaannya. Di Kota Padang unsur kearifan lokal tersebut diantaranya
Penguatan Peranan Niniak Mamak, Pesanteren Ramadhan, Doa Tolak Bala dan

Ciloteh Lapau. Dengan adanya KSB yang berbasis pada kearifan lokal diharapkan



berbagai program pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami bisa berjalan

secara optimal dengan mendapat dukungan dari pemangku kepentingan

S. Tentang Pengurangan Kerentanan

Untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana gempa dan tsunami perlu
indentifikasi terhadap faktor — faktor yang mempengaruhi kondisi kehidupan di
sekitar masyarakat.Kondisi yang dimaksud adalah lingkungan sosial, budaya,
ekonomi dan lingkungan.Dengan pemahaman terhadap kondisi tersebut upaya
mengurangi kerentanan bisa dikurangi.Selanjutnya faktor - faktor tersebut
dielaborasi dengan kearifan lokal yang ada ditengah — tengah masyarakat untuk
mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana gempa dan tsunami.

Pada faktor-faktor tersebut upaya mengurangi kerentanan sosial ,ekonomi,
budaya dan lingkungan dibutuhkan pemahaman terhadap nilai — nilai lokal.
Misalnya kembali ke surau yang kental dengan penerapan ajaran islam. Ketika
terjadi bencana gempa dan tsunami yang perlu dianalisis untuk mengurangi
kerentanan adalah menanamkan nilai — nilai keislaman dengan mewajibkan untuk

tetap berusaha ketika terjadi kehancuran akibat bencana.

6. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah komponen utama untuk pengurangan resiko bencana
yang berlandaskan nilai — nilai lokal. Pembentukan kesiapsiagaan dilakukan
dengan berbagai macam edukasi ke masyarakat; Edukasi yang dilakukan dengan
menggunakan jalur — jalur kearifan lokal. Pendekatan kearifan lokal yang

cenderung informal kepada masyarakat akan lebih memudahkan dalam
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membentuk budaya siaga bencana. Misalnya dengan menggunakan momentum
doa tolak bala untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara
menyelamatkan diri ketika terjadi bencana gempa dan tsunami. Selain itu dengan
menggunakan konsep kembali ke surau edukasi kesiapsiagaan bisa dilakukan
dengan menyasar majelis taklim dan pesanteren kilat. Pemahaman akan
pentingnya kesiapsiagaan dalam hal cara penyelamatan diri dan apa yang harus
dilakukan jika gempa dan tsunami terjadi akan memimilasir jatuhya korban jiwa.
Penguatan peranan niniak mamak dalam edukasi kesiapsiagaan juga bisa
dioptimalkan. Saluran kekeluargaan dalam memberikan edukasi kepada anak
kemenakan akan lebih cepat mengena dan diserap oleh masyarakat karena secara
informal sudah menjadi kebiasaan yang berlaku sehari — hari. Penguatan niniak
mamak mesti diiringin peningkatan kapasitas dan kemampuan manajemen
bencana. Untuk itu perlu diberikan pelatihan kepada niniak mamak siaga bencana
tersebut terkait pengetahuan kebencanaan dan cara penyelamatan diri agar

nantinya mereka bisa mengajarkannya ke kaum dan masyarakat di sekitar mereka.

7. Sistem Peringatan Dini Tsunami

Sistem peringatan dini yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat adalah
kondisi ideal yang diharapkan. Sistem peringatan dini yang selama ini dibangun
oleh pemerintah belum menjangkau seluruh wilayah karena keterbatasan sumber
daya dana dan teknologi. Untuk itu, diperlukan suatu upaya agar sistem peringatan
dini yang ada bisa dikelola secara swadaya oleh masyarakat namun tetap
terkoneksi dengan sistem peringatan dini yang dimilki oleh pemerintah. Salah satu

kearifan lokal yang bisa dijadikan media untuk meneruskan sistem peringatan dini



yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang adalah penggunaan sirine dan
bedug di masjid. Dengan penggunaan masjid sebagai sarana penerus sistem
peringatan dini tsunami akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat, karena masjid
ditemui hampir di setiap sudut Kota Padang.

Perlu penguatan kapasitas pengurus masjid siaga bencana dalam meneruskan
sistem peringatan dini tsunami dan melengkapi perlatan yang dibutuhkan untuk

menyebarkannya ke masyarakat luas.

8. Rencana Siaga dan Kontijensi

Pada komponen ini berfokus pada penentuan jalur dan lokasi evakuasi yang
harus dituju perlu masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu
ketersediaan sarana dan prasarana kritis untuk upaya penyelamatan perlu
diperhatikan. Pemerintah bisa memfasilitasi keinginan masyarakat untuk
menentukan jalur dan lokasi evakuasi yang sesuai dengan kondisi geografis

daerah tersebut..

9. Penanganan Darurat

Pada tahapan ini unsur — unsur kearifan lokal berelaborasi dengan Tim
Tanggap Darurat yang telah ada baik dari pemerintah maupun organisasi non
pemerintah dalam upaya evakuasi dan penyelamatan korban. Perlu disusun
Prosedur Tetap Penanganan Darurat yang mengakomodasi para pemangku

kepentingan di daerah tersebut.



BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Peranan niniak mamak, pesantren ramadhan, doa tolak bala, dan ciloteh lapau
merupakan kearifan lokal yang bisa dijadikan media dalam strategi
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami. Bentuk kearifan lokal
tersebut berasal dari tradisi yang telah menjadi keseharian di ranah
minangkabau pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya.

Dari kearifan lokal tersebut dibentuklah sebuah model dalam strategi
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami yang dielaborasikan dengan
konsep pengurangan resiko bencana berdasarkan “Hyogo Frame Work for
Action”. Model ini secara rinci merupakan perpaduan kearifan lokal berupa
peranan niniak mamak, pesantren ramadhan, doa tolak bala dan ciloteh lapau
dengan konsep Hyogo Frame Work for Action yang berupa Komitmen
Pengurangan Resiko Bencana, Pengkajian dan Pemantuan Resiko, Rencana
Aksi Masyarakat Untuk Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami,
Kerjasama Dalam Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami,
Pengurangan Kerentanan, Kesiapsiagaan, Sistem Peringatan Dini Tsunami,

Rencana Siaga dan Kontijensi, dan Penanganan Darurat.

. Saran

. Perlunya menggali kearifan lokal di tengah — tengah masyarakat dalam upaya

pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami secara optimal. Kearifan



lokal yang ada selama ini ada belum termanfaatkan secara optimal oleh para
pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan institusi penanggulangan
bencana. Beberapa tahapan dari siklus manajemen bencana bisa diterapkan
dalam upaya pengurangan resiko bencana dengan menggunakan pendekatan
kearifan lokal, seperti, edukasi kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini yang
dielaborasikan dengan penguatan peranan niniak mamak, pesantren
ramadhan, doa tolak bala dan ciloteh lapau.

. Model strategi pengurangan bencana berdasarkan kearifan lokal perlu
dimaksimalkan oleh para pemangku kepentingan pada berbagai program
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami. Dengan menggunakan
mode! kearifan lokal ini, upaya pengurangan resiko bencana akan lebih tepat
sasaran karena berfokus pada nilai — nilai lokal yang telah ada selama ini di
masyarakat. Internalisasi nilai — nilai lokal inilah yang diharapkan bisa
membuat masyarakat lokal lebih peduli terhadap pentingnya upaya

pengurangan resiko bencana.
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GEMPA DAN TSUNAMI
BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI KOTA PADANG



te Komitmen Terhadap Pengurangan Resthe Bencana

>

>

Apakah telah ada peraturon daerah terhadap pengurangan resiko bencana gempa dan
tsumami?

Adahah dalam peraturan daerah tersebut menyertakan kearifan lokal yang ada ditengah -
tengah masyarakat seperti: alam takambang jadi guru, doa tolak bala dan tungku tigo
sajarangan?

Apakah peraturan daerah yomg memuat kearifan lokal tersebut telah diimplementasikan
dalam perda — perda lain seperti Perda Tata Ruang, IMB dan SOTK?

Apakah ada institusi atau lembaga yang melakukan program penanggulemgan bencana secara
terstruktur don teroganisir?

Adakah lembaga agama dan lembaga adat dilibatkan dalam pengurangan resiko bencana?
Kalau ada dimana peran mereka?

Bagaimana dengan ketersediaon dana darurat terhadap penanggulongan bencana?

Pengkajian dom Pemantuan Resiko

Apakah sudah dokumen analisis risiko bencana gempa dan tsunami di daerah ini? Misalnya
bagaimana dampak gempa dan tsunami jika terjadi? Dan adakah kearifan lokal disertakan

dalam analisis risiko bencana?

» Apakah dokumen tersebut diperbaharui secara berkala tergantung tingkat risiko?

>

>

Apakah daerah ini memiliki system informasi bencana terpadu dan memonfatkan kearifan
lokal seperti tungku tigo sajarangan?
Apakah informasi bencana yang tersedia dipakai dalam pengambilan keputusem dan program

pengurangan resiko bencana?

Herjatama Untuk Pengurangan Resire Bencana

Apakah seluruh sektor baik pemerintah, swasta, lembaga agama dan lembaga adat, LSM dan
masyarakat serta organisasi lainnya terlibat secara aktif dalom pengurangan resiko bencana?

Bagaimana pembagian peran dalam PRB diantara semua sektor di atas?
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Gempa dan Tsunami?

» Apakah program penanggulangon bencana yang dilokukan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan dan menyertakan kearifan lokal?

4. Pengurangan Kerentanan

» Apakah tata ruang pemukiman penduduk telah sesuai dengan rancangan strategi tata ruang
daerah untuk mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami dan menyertakan kearifan lokal
didalaomnya? Misalnya menyertakan peran ninik mamak didalamnya?

> Adakah tindakan yang dilakukan untuk pemukiman yang tidak sesuai dengan konsep tata

ruang daerah yang adaptif terhadap pengurangan resiko bencema?

> Apakah masyarakat pemah mendapatkan pelatihan tentang upaya meningkatkan
kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa dan tsunami? Jika ada, materi apa saja yang
diberikan?

> Apakah pelatihan kesiapsiagaan yang diberikon memuat unsur kearifon lokal didalomnya?
Misal: melibatkon tungku tigo sajarangan, kearfion lokal dalam doa tolak bala, dan memakai
falsafah alom takambang jadi gury?

> Lembaga apa saja yang terlibat dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat? Dan
bagaimana peran pemerintah dalam hal ini? Dan bagaimana peran lembaga agama dom adat
dalam hal ini?

> Selama lima tahun terakhir berapa kali masyarakat mendopatkan pelatihan kesiapsiogaan?

» Bagaimana perbandingan kesiapsiagaan masyarakat sebelum dilatih dengan sesudahnya yang
dibuktikan dengan keadaan ketika gempa terjadi?

» Adakah lembaga atau kelompok kesiapsiagaan yang dibentuk secara khusus di daerah ini
sebagai bentuk kesiapsiogaom terhadap bencana? Dan bagaimana mekanisme kerjonya?

Adakah menyertakan kearifan lokal dalam pembentukkannya?
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6. Sistem Peringatan Dini

»

Apakah daerah ini sudah memiliki system peringatan dini dan bagaimana mekanisme
kerjonya? Adakah unsur kearifan lokal disertakom dalam peringatan dini tersebut?

Bagaimana sosialisosi sistem peringatan dini ke masyarakat? Adakah melibatkan unsur kearifan
lokal?

Apakah sistem peringatan dini di daerah ini mengadopsi kearifan lokal dalam mekanisme
kerjanya? Bentuknya seperti apa?

Bagaimana jongkauan syitem peringatan dini ini ke seluruh lapisan masyarakat masyarakat?
Apakah sistem peringatan dini telah dievaluasi secara berkala untuk mengetahui
keefektifannya?

Bagaimanakah sistem peringatan dini tersebut bekerja ketika terjadi gempa?

7. Rencana Siaga dan Ketinjenst

>

>

Apakah daerah ini telah memiliki rencana siaga don kotinjensi?
Apakah daerah ini telah memilki protap sebagai turunon dari rencana kotinjensi? Jika ada,

adakah melibatkan komponen kearifan lokal seperti lembaga agama dan adat di dalamnya?
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STRATEGI PENGURANGAN RESIKO BENCANA GEMPA DAN TSUNAMI
BERDASARKAN KEARIFAN LOKAL DI KOTA PADANG

Oleh:
Zikri Alhadi & Siska Sasmita

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian yang berupa
model strategi pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami berdasarkan
kearifan lokal di Kota Padang. Penulis telah mengindentifikasi nilai — nilai
lokal yang dijadikan landasan dalam menyusun model diantaranya adalah:
penguatan peranan niniak mamak, kembali ke surau, doa tolak bala dan
ciloteh lapau. Nilai — nilai lokal tersebut dielaborasikan dengan konsep
pengurangan resiko bencana berdasarkan Hyogo Framework for Action
(HFA), sehingga membentuk suatu model yang komprehensif dalam upaya
penanggulangan bencana gempa dan tsunami. Diharapkan model dari hasil
dari penelitian ini bisa menjadi pegangan bagi stake holders terkait di Kota
Padang dalam merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang
komprehensif terutama pada tahap pra — bencana.

Kata Kunci: Pengurangan Resiko Bencana, Kearifan Lokal, Kota Padang

A. Pendahuluan

Kota Padang termasuk salah satu daerah di dunia yang paling berisiko bila
diterjang tsunami. Tanpa peringatan dini dan persiapan evakuasi, diperkirakan 60
persen penduduk dapat menjadi korban. Kepadatan penduduk Padang saat ini di atas
141.000 jiwa per kilometer persegi dari total penduduk 900.000 jiwa yang
kebanyakan berdomisili di tepi pantai. Dengan kata lain pemukiman penduduk
terfokus disekitar pantai. Padang dan sekitarnya yang berada pada kerendahan dengan
penduduk hampir satu juta jiwa, bila diterjang oleh gelombang tsunami dengan
ketinggian 5- 8 meter akan menelan banyak korban, apalagi di daerah tersebut untuk
penyelamatan diri sangat sulit. Selain itu berdasarkan data yang dirilis oleh
Pemerintah Kota Padang, dataran rendah yang ada di Padang lebih dari 50 persen dari
total hampir 700 Km? luas keseluruhan kota Padang Untuk diperlukan suatu strategi
penanggulangan bencana yang komprehensif untuk mempersiapkan diri menghadapi



ancaman gempa dan tsunami yang tidak bisa diprediksi secara akurat waktu
datangnya.

Selama ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menitikberatkan
pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana. Di sisi lain tahapan pra — bencana
masih sering diabaikan dengan minimnya program yang dilakukan terkait
pengurangan resiko bencana. Padahal upaya untuk pengurangan resiko bencana
bertujuan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun materi jika gempa dan
tsunami terjadi di Kota Padang.

Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mendorong baik stake holders
penanggulangan bencana terkait maupun masyarakat di Kota Padang untuk lebih
sadar pentingnya upaya pengurangan resiko bencana sebagai bagian terpadu dari
manajemen penanggulangan bencana. Penelitian ini akan menjembatani antara
kondisi faktual yang ada di Kota Padang terkait dengan kerentanan terhadap bencana
dan strategi pengurangan resiko bencana apa yang dibutuhkan oleh Kota Padang
dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami berdasarkan kearifan lokal serta

kendala — kendala yang dihadapi dalam menerapkan strategi tersebut

B. Metodelogi

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
penelitian kualitatif. Data penelitian di ambil dengan menggunakan observasi dan
wawancara mendalam.. terpisah akan tetapi berhubungan satu sama lainnya. Pada
penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang luas
dan dalam tentang upaya pengurangan resiko bencana di Kota Padang yang akan
dijadikan lokasi penelitian. Di samping itu berbagai faktor yang terkait dengan
kondisi faktual yang ada di Kota Padang dibandingkan dengan ancaman bencana
gempa dan tsunami di Kota Padang, dapat diamati dan dipelajari secara holistik
schingga model yang akan dikembangkan untuk bisa diaplikasikan dalam program
pengurangan resiko bencana sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan bencana
di kota padang. Disamping itu data kuantitatif yang diperoleh akan digunakan
sebagai penguat gambaran yang ditemukan dalam kondisi kerentanan Kota Padang



terhadap bencana gempa dan tsunami di Kota Padang dan sebagai landasan dalam
menyusun model pengurangan resiko bencana yang sesuai dengan karakteristik Kota
Padang itu sendiri.

Lokasi penelitian berada di Kota Padang dengan berfokus pada wilayah pesisir
pantai yang termasuk zona rawan tsunami. Daerah yang akan di jadikan lokasi
penelitian ini adalah: Kelurahan Bungus Barat, Kelurahan Air Manis dan Kelurahan
Pasie Nan Tigo.

C. Hasil Penelitian

Untuk menggali kearifan lokal yang ada di masyarakat, peneliti telah
melakukan penggalian data dan informasi di berbagai lokasi di Kota Padang
diantaranya: Kelurahan Bungus, Kelurahan AieManis, Kelurahan Purus dan
Kelurahan Pasie Nan Tigo. Dengan memawancarai masyarakat di sekitar lokasi,
peneliti menemukan beberapa kearifanl okal yang selama ini telah digunakan secara
turun temurun seperti: memperkuat peranan niniak mamak, kembali kesura, doa tolak
bala, dan ciloteh lapau. Kearifan lokal tersebut memang secara spesifik tidak
berkaitan dengan penanganan bencana, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai strategi
untuk lebih mengoptimalkan upaya pengurangan resiko bencana.Pengurangan resiko
bencana berdasarkan kearifanlokal akan lebih bisa di terima dan diadposi oleh
masyarakat karena sesuai dengan kondisi social dan budaya yang ada di masyarakat
itu sendiri.

Untuk mengikat komitmen antar elemen masyarakat dalam meningkatkan
kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami diperlukan upaya
menyatukan persepsi pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemuka agama,
pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuda serta niniak mamak setempat. Selama ini
upaya peningkatkan kesiapsiagaan cenderung didominasi dari inisiatif lembaga
swadaya masyarakat dengan mengajak serta masyarakat. Untuk mengikat komitmen
ini diperluka ininisiatif dari para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi
peningkatkan kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.



Sementara pada Etnis Tiongha, mereka cenderung mempunyai persepsi sendiri
dalam memandang persoalan bencana gempa dan tsunami. Umumnya mereka
bersikap skeptis terhadap upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan
pemerintah dan memilih bersikap pasrah. Setelah ditelusuri lebih jauh
permasalahannya terletak pada kurangnya perhatian pemerintah pada Etnis Tiongha
terkait upaya mitigasi bencana. Di sisi lain mereka mempunyai kearifan lokal yang
bisa digali dan dijadikan landasan untuk menyusun program pengurangan resiko
bencana yang berbasiskan masyarakat. Seperti adanya organisasi komunitas berbasis
etnik yang didirikan masyarakat Tiongha di Kota Padang yaitu Himpunan Bersatu
Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT). Di komunitas ini mereka rutin
mengadakan pertemuan baik secara formal maupun informal. Organisasi ini bisa
dijadikan media untuk melakukan edukasi dan sosialisasi program penanggulangan
bencana yang digagas oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Untuk itulah, pada tahun pertama penelitian ini peneliti akan berfokus pada
indentifikasi kearifan lokal yang akan dijadikan landasan dalam strategi pengurangan
resiko bencana gempa dan tsunami dan menyusun model strategi pengurangan resiko
bencana gempa dan tsunami berdasarkan kearifan lokal. Sedangkan pada tahun ke
kedua peneliti akan lebih fokus kepada Uji Model Strategi Pengurangan Resiko
Bencana Gempa dan Tsunami Berdasarkan Kearifan Lokal di Kota Padang.

I. Gambaran Kearfian Lokal Dalam PRB Gempa dan Tsunami Di Kota
Padang

1. Penguatan peran niniak mamak

Seiring dengan bergemanya semangat kembali ke nagari, maka penguatan peran
niniak mamak sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap anggota suku perlu
dilakukan. Dalam kultur Minangkabau, konsep keluarga tidak terbatas pada keluarga
inti (nuclear family) namun lebih kepada keluarga luas (extended family). Oleh
karenanya relasi mamak dan kamanakan harus berlaku fungsional. Konsep adat yang

mengatakan tando badunsanak mamaga dunsanak, tando bakampuang mamaga



kampuang, tando banagari mamaga nagari, dapat dijadikan acuan dalam
membangun kesiapsiagaan terhadap bencana.

Untuk itu niniak mamak dilibatkan dalam setiap tahapan perumusan sampai
implementasi program penanggulangan bencana gempa dan tsunami. Diharapkan
dengan keterlibatan ninik mamak, segala bentuk program akan mudah
diimplementasikan di tataran masyarakat. Misalnya saja dalam edukasi masyarakat,
yang selama ini lebih banyak dilakukan kalangan organisasi non pemerintah, bisa
melibatkan secara formal kalangan ninik mamak untuk ikut serta dalam memberikan
edukasi kepada anak kemenakannya karena interaksi antara ninikmamak dengana nak
kemenakannya lebih intensif dilakukan.

Di daerah yang dijadikan studi kasus, di Kelurahan Air Manis dan Kelurahan
Bungus Barat, perananan ninik mamak belum begitu dirasakan. Padahal daerah
dengan tingkat homogenitas masyarakat yang tinggi biasanya peranan ninik mamak
cukup berperan dalam kehidupan sehari - hari, karena umumnya di daerah tersebut
masyarakatnya rata - rata mempunyai hubungan kekeluargaan. Pada dua daerah yang
tingkat homogenitas sosialnya tinggi, yaitu Kelurahan Air Manis dan Kelurahan
Bungus Barat, perananén Ninik Mamak masih minim. Menurut pemaparan warga
yang tergabung dalam Kelompok Siaga Bencana (KSB) di masing — masing
kelurahan, kalangan ninik mamak belum banyak dilibatkan dalam penanggulangan
bencana, baik pra, saat dan pasca bencana. Pada model Strategi Peningkatan
Kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan kearifan lokal, peranan ninik mamak
disentralkan. Ninik mamak bahkan menjadi sumber utama dalam pengambilan
keputusan. Dalam setiap kegiatan, misalnya edukasi masyarakat, penetapan jalur dan
lokasi evakuasi, mekanisme sistem peringatan dini tsunami, kalangan ninik mamak
harus memberi kontribusi secara optimal karena merekalah yang paling mengetahui
bagaimana kondisi daerah masing — masing terutama.

Niniak mamak tidak hanya sekedar menanamkan nilai-nilai keluhuran agama
dan budi pekerti saat ‘manyilau’ kemenakan, namun juga mengintroduksi nilai-nilai
kesiapsiagaan bencana ketika berinteraksi dengan kemenakan serta anggota sukunya.
Dalam masyarakat Minangkabau di perkotaan fungsi ini relatif telah diambil alih oleh



ayah sebagai kepala keluarga. Kondisi ini bukan menjadi halangan bagi mamak untuk
menjalankan fungsi batang baringin di tangah padang. Mamak justru dapat
merangkul ayah selaku sumando mamak rumah yang memainkan lebih besar untuk
kepentingan suku dan nagari (Sjafri Sairin, 2007:28).

Berbedanya kebiasaan antarsuku dan pola pendekatan yang digunakan mamak
selaku pimpinan suku tentu akan menghasilkan pendekatan yang berbeda dalam
strategi pengurangan resiko bencana. Hal ini memiliki efek positif karena
memudahkan internalisasi nilai-nilai kesiapsiagaan karena dibangun berdasarkan
karakteristik masing-masing suku. Oleh karena itu dalam setiap aktivitas sosialisasi
kebencanaan niniak mamak dari berbagai suku harus mendapat prioritas utama
karena mereka lah yang diharapkan menjadi jembatan pemerintah daerah/L.SM dalam
mengenalkan aktivitas kesiapsiagaan kepada komunitas kultural.

Dalam mengangkat peranan niniak mamak sebagai subjek untuk meningkatkan
kesiapsiagaan masyarakat tentu dibutuhkan upaya yang komprehensif dan sinergi
antar pemangku kepentingan. Memperkuat peranan niniak mamak berarti
menggunakan pendekatan kultural yang mengangkat kearifan lokal sebagai metoda
untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam mengurangi resiko bencana.

Niniak mamak mempunyai perananan yang sangat sentral dalam tatananan adat
minang dimana niniak mamak selain mengayomi anak — anaknya sendiri tetapi juga
mengayomi para kemenakannya. Ini sesuai dengan filosofi minang, “anak dipangku
kamanakan dibimbiang”. Kuatnya perananan niniak mamak ini bisa dimanfaatkan
untuk memperkuat upaya pengurangan resiko bencana yang salah satunya dalam
bentuk edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan kebencanaan dan upaya

penyelamatan diri terutama menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami.

2. Kembali ke Surau

Generasi muda Minangkabau, khususnya yang lahir sejak masa Orde Baru,
sepertinya tidak lagi mengenal surau dalam arti tersiratnya. Surau secara harfiah
dikenali sebagai tempat beribadah. Fungsi sesungguhnya surau yang lebih dari
institusi pendidikan keagamaan karena mencakup pula sebagai institusi adat dan



budaya, telah teredam dari nomenklatur kontemporer kelembagaan pendidikan Islam
(Azyumardi Azra, 2007:5).

Dalam rangka revitalisasi fungsi surau dalam komunitas Minangkabau maka
beragam upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Sumatera Barat. Surau
kembali difungsikan sebagai pesantren bagi anak-anak usia sekolah saat bulan
Ramadhan. Revitalisasi yang terbatas ini perlu diekstensikan agar suaru tak hanya
sebagai wadah menuntut ilmu agama namun seiring dengan ilmu pengetahuan.
Melembagakan kembali surau dengan mengintegrasikan ilmu agama, ilmu
penegetahuan kontemporer dan nilai-nilai kearifan budaya menjadi target utama
peneliti.

Dalam model ‘kembali ke surau’ nilai-nilai mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
akan diintroduksikan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan semisal didikan shubuh,
wirid remaja, pesantren ramadhan, pengajian mingguan dan bulanan, serta majlis
taklim. Komunitas masyarakat yang religius cenderung lebih mudah menerima nilai-
nilai kesiapsiagaan jika dikombinasikan dengan pemahaman terhadap keyakinan yang
mereka anut.

Dari percobaan awal yang peneliti lakukan, pengenalan nilai-nilai
kesiapsiagaan melalui kegiatan pesantren ramadhan mendapat respon positif baik dari
para siswa maupun penyelenggara. Pendekatan yang ditempuh dalam penyampaian
nilai-nilai kesiapsiagaan di surau berbeda dengan saat di sekolah. Pendekatan yang
dilakukan di Surau adalah pendekatan yang lebih berfokus kepada nilai — nilai
spritual. Karena di Ranah Minangkabau sangat indentik dengan Islam, dengan filosofi
yang terkenal yaitu “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” dan Surau
(Masjid) merupakan sentra dakwah dan pengkajian nilai — nilai religius maka surau
juga bisa dijadikan sebagai tempat edukasi kepada masyarakat tentang pengetahuan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa dan tsunami.

Di Kota Padang sendiri, sejak beberapa tahun belakangan sudah dilakukan
kegiatan pesanteren ramadhan yang mana pesertanya adalah para siswa dari tingkat
SD sampai tingkat SLTA. Kegiatan yang dilakukan selama bulan puasa ini wajib

diikuti oleh semua siswa yang beragama islam. Dan selama kegiatan ini para siswa



diliburkan dari aktifitas sekolah dan dialihkan ke surau — surau yang ada di dekat
rumah mereka masing — masing. Di surau ini, mereka diajarkan tentang pengetahuan
dan pengamalan nilai — nilai islam dalam kehidupan sehari — hari.

Pesanteren Ramadhan ini bisa dijadikan media edukasi yang efektif dalam
menyampaikan pengetahuan tentang kebencanaan yang berfokus pada nilai — nilai
religi yang ada pada setiap ancaman bencana. Misalnya saja amalan ajaran Islam
yang wajib berikhitiar sebelum menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT yang
dikaitkan dalam upaya pengurangan resiko bencana juga membutuhkan usaha
misalnya dengan meningkatkan kesiapsiagaan dengan berbagai edukasi dan simulasi
dan baru setelah itu menyerahkannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

3. Doa tolak bala

Pada masyarakat yang masih memegang sebagian besar nilai-nilai tradisi
Minangkabau, pelaksanaan doa tolak bala masih dilakukan secara periodik. Doa tolak
bala merupakan salah satu upaya mengantisipasi musibah berkaitan dengan aktivitas
yang dilakukan masyarakat. Untuk komunitas nelayan, doa tolak bala ditujukan
sebagai permohonan keselamatan bagi warga yang mencari penghidupan di laut.

Pelaksanaan doa tolak bala melibatkan beragam unsur meliputi alim ulama,
tetua adat, aparatur pemerintah tingkat kelurahan serta warga masyarakat. Biasanya
doa tolak bala berisikan seremonial pemanjatan doa, pelarungan benda-benda tertentu
ke laut dan diakhiri dengan acara makan bersama. Pada dasarnya doa tolak bala
merupakan bagian dari aktivitas asimilasi adat dan agama.

Introduksi nilai-nilai kesiapsiagaan bencana dalam doa tolak bala dapat
dilakukan melalui peran serta pemuka adat, pemuka adat, dan lurah. Dalam alur
seremoni doa tolak bala diselipkan petuah adat yang mengacu pada tambo/kaba
seputar cara-cara kesiagaan yang ditempuh para pendahulu. Begitu juga dalam petuah
agama yang mencakup ikhtiar menyelematkan diri dari ancaman bencana. Sedangkan
aparatur pemerintah kelurahan memegang andil dalam mensosialisasikan upaya
kesiapsiagaan yang digagas oleh pemerintah daerah serta LSM.



Upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan pada kegiatan seremonial
doa tolak bala ini adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam
bentuk pengetahuan kebencanaan, upaya penyalamatan diri dan keikhlasan atas
kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Pada kegiatan inilah sosialisasi dan edukasi
dilakukan seperti apa yang harus dipersiapkan sebelum terjadi bencana, jalan mana
yang akan dijadikan tempat evakuasi serta dimana lokasi evakuasi terdekat. Dalam
kegiatan ini, institusi penanggulangan bencana baik dari pemerintahan maupun
organisasi non pemerintah bisa memanfaatkannya untuk melakukan sosialisasi
program — program pengurangan resiko bencana yang telah diinisiasi kepada
masyarakat.

4, Ciloteh lapau

Lapau atau kedai merupakan tempat yang dikunjungi hampir semua kalangan
usia di Kota Padang. Untuk kaum lelaki kedai kopi merupakan tempat bersua rekan-
rekan dan berbincang seputar kondisi terkini. Sedangkan kaum perempuan memiliki
kecenderungan untuk berkumpul di warung-warung tradisional yang menjual
kebutuhan dapur sehari-hari. Jika pengunjung kedai kopi relatif tidak berbatas waktu,
maka pengunjung warung yang menjual kebutuhan dapur hanya ramai di waktu pagi
hingga siang hari.

Topik yang dibahas di lapau sangat tergantung pada situasi yang sedang
berkembang di masyarakat. Orang pertama (whistle blower) yang memulai
pembicaraan juga memberi andil terhadap topik serta arah pembicaraan. Topik
seputar bencana dewasa ini menjadi pembahasan hangat di lapauw/warung. Akan tetapi
pembicaraan tersebut acap berkembang dalam koridor nonilmiah.

Sebagai upaya menanamkan kesadaran seputar kesiapsiagaan dan membentuk
pola pikir ilmiah terhadap bencana maka memberikan pemahaman terhadap
komunitas lapauw/warung perlu dimulai dari pemilik. Pemilik warung adalah subjek
utama karena ia selalu berada di tempat meskipun para pengunjung silih berganti
datang. Dengan demikian pemilik warung dapat mengarahkan pembicaraan seputar
bencana agar tetap berada dalam koridor yang benar. Dalam jangka panjang pemilik



warung diharapkan berperanserta menggagas upaya kesiapsiagaan pada
komunitasnya sesuai dengan potensi ancaman bencana di lingkungannya.

Menggagas strategi kesiapsiagaan bencana berbasis kearifan lokal memerlukan
kepekaan untuk menangkap nilai-nilai ekstrinsik dan intrinsik yang telah berabad-
abad menginternalisasi warga dalam suatu komunitas. Salah satu inti utama dalam
diskursus komunitas adalah asumsi bahwa masyarakat bukanlah sekumpulan orang
yang bodoh, yang hanya bisa maju kalau mereka mendapatkan perintah (instruksi)
belaka (Isbandi Rukminto, 2008: 109). Komunitas Pasie Nan Tigo, Bungus, dan Aie
Manih mungkin tidak mengkhususkan ritual adat yang mereka lakukan demi tujuan
kesiagaan bencana. Ritual tersebut oleh peniliti menjadi alternatif pilihan untuk
melibatkan masyarakat dalam upaya kesiapsiagaan bencana.

Melestarikan dan mengembangkan budaya asli merupakan isu sentral yang
terkandung dalam kearifan lokal. Penelitian ini tidak menginduksi budaya asing
karena dinamikanya berbeda dengan budaya asli itu berarti bahwa budaya asli
diperlakukan secara terpisah. Mengadopsi pendapat Chambers (1993) ada dua alasan
utama yang mendasarinya. Pertama, yakni klaim istimewa yang dimiliki orang-orang
pribumi terhadap lahan/dacrah dan terhadap struktur komunitas tradisional yang
berkembang selaras dengan lahan/daerah selama periode waktu yang jauh lebih lama
daripada kolonisasi. Komunitas merupakan hal penting bagi kelangsungan budaya
dan kehidupan spritual; dalam arti yang penting ini, kelestarian budaya tradisional
merupakan kebutuhan yang lebih penting bagi orang-orang pribumi daripada orang
lain kebanyakan. Alasan kedua, yaitu bahwa banyak kerugian telah dilakukan, dan
dalam banyak kasus masih dilakukan, yang mengorbankan orang-orang pribumi atas
nama pengembangan masyarakat (dalam Ife dan Frank Tesoriero, 2008:453).

10



II. Model Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami Berdasarkan
Kearifan Lokal di Kota Padang

1. Etnis Tionghoa
a. Kesadaran tentang dan penilaian resiko

Masyarakat etnis Tionghoa di Kota padang bermukim di kawasan yang
dikenal dengan nama kampung Cina yakni meliputi Jalan Niaga, Jalan Gereja, dan
Jalan Bandar Belakang Tangsi. Mayoritas etnis Tionghoa bermata pencaharian
sebagai pedagang sebagaimana lazimnya etnis Tionghoa di daerah lainnya.
Pascagempa 2009 banyak etnis Tionghoa yang eksodus ke Kota-kota lain di Pulau
Sumatera terutama Pekanbaru karena Padang dinilai tidak lagi aman bagi
perkembangan usaha mereka.

Dengan demikian alasan utama mereka untuk eksodus bukanlah takut akan
bahaya tsunami yang sewaktu-waktu dapat melanda, akan tetapi lebih kepada
keberlanjutan usaha yang telah dirintis turun-temurun. Gempa September 2009
menyisakan kerugian material sangat besar bagi para pengusaha etnis Tionghoa di
Kota Padang. Kerusakan bangunan tempat usaha berikut tempat tinggal membuat
mereka harus memutar otak untuk bangkit kembali. Banyaknya jumlah penduduk
yang saat itu keluar dari Kota Padang juga semakin mempersempit pangsa pasar
usaha mereka. Sehingga memindahkan tempat usaha ke daerah lain menjadi satu-
satunya pilihan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap anggota masyarakat
Tionghoa, utamanya yang tergabung dalam komunitas budaya seperti Himpunan
Tjinta Teman (HTT) dan Himpunan Bersatu Teguh (HBT) diperoleh gambaran
tentang pengabaian sebagian masyarakat etnis Tionghoa terhadap potensi bahaya
tsunami yang mengancam lingkungan sosial dan lingkungan naturalnya. Dengan
tipikal economic and rational men, masyarakat Tionghoa cenderung tidak
mempercayai berbagai prediksi ilmiah seputar potensi tsunami yang akan melanda
Kota Padang. Mereka berasumsi bahwa tidak satupun prediksi ilmiah tersebut yang
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terbukti kebenarannya hingga kini. Bencana alam justru melanda daerah lain di Kota
Padang yang selama ini tak permah dipetakan sebagai daerah rawan.

Prediksi ilmiah yang dilakukan sejumlah ahli berikut himbauan pentingnya
membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan dipandang sebagai upaya untuk
menakut-nakuti warga sehingga warga eksodus dari tempatnya mencari nafkah saat
ini. Tidak semestinya ilmuwan atau pemerintah lokal mengeluarkan prediksi dan
pernyataan yang menimbulkan ketakutan dan syak wasangka bagi warganya.

b. Penguatan kapasitas komunitas

Kekurangpercayaan komunitas Tionghoa terhadap berbagai prediksi ilmiah
potensi tsunami di Kota Padang mengakibatkan mereka agak skeptis dalam
mempersiapkan kesiagaan diri dan kelompok. Secara turun-temurun tidak pernah ada
hikayat yang diceritakan oleh para tetua komunitas Tionghoa kepada generasi saat ini
tentang pernah atau tidaknya tsunami terjadi di pesisir barat Pantai Kota Padang.
Kondisi inilah yang secara tidak langsung melatarbelakangi kekurangpedulian
komunitas Tionghoa terhadap beragam upaya mitigasi. Dalam lingkup pribadi
mercka tidak memiliki persiapan khusus menghadapi bencana tsunami. Tidak ada
kesepakatan yang dibuat dengan sesama anggota keluarga tentang skenario evakuasi.
Kesiapsiagaan kelompok juga tidak tergambar nyata.

Pada komunitas agama maupun komunitas budaya dimana anggota
masyarakat Tionghoa tergabung, skenario kesiapsiagaan bencana tsunami belum
pernah menjadi agenda formal. HTT maupun HBT belum melakukan aktivitas yang
berkaitan dengan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan selain berupa perbincangan
sekilas yang disampaikan saat pertemuan-pertemuan komunitas. Sedangkan untuk
kalangan pelajar, agenda kesiapsiagaan juga belum pernah menjadi pembicaraan dan
praktek utama dalam aktivitas-aktivitas sekolah minggu. Hal ini terjadi dengan
asumsi bahwa pengetahuan kebencanaan telah diperoleh oleh pelajar dari sekolah
lewat KSBS atau simulasi yang dilakukan oleh LSM.

Kondisi sebaliknya terjadi di kalangan masyarakat kelas pekerja. Tema

bencana masih mendominasi obrolan-obrolan informal di kedai atau warung kopi,



meskipun konten dari obrolan tersebut lebih kepada seputar isu tsunami dan belum
menyentuh ranah tindakan nyata dalam mempersiapkan diri menghadapi bencana.
Obrolan di kedai atau warung kopi inilah yang kemudian dibawa ke rumah dan
menjadi pengetahuan bagi anggota masing-masing keluarga.

Bencana dianggap sebagai kuasa Tuhan yang tidak bisa diprediksi
kejadiannya. Oleh sebab itu kepasrahan menjadi solusi bagi sebagian anggota
komunitas yang berarti menjalani dan menunggu peristiwa yang akan terjadi.
Andaikata tsunami benar terjadi maka upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan
evakuasi ke bangunan-bangunan tinggi. Meninggalkan rumah dan harta benda untuk
melakukan evakuasi horizontal bukan tindakan yang dipilih masyarakat Tionghoa
karena berbagai alasan keamanan. Sedangkan bagi sebagian lain, kepasrahan tidaklah
cukup. Masyarakat Tionghoa bermodal besar lebih memilih menjauh dari daerah
rawan bencana dibanding harus mengalami kerugian ekonomis yang besar akibat

ramalan-ramalan tsunami yang berkembang diantara pelaku pasar.

¢. Respon Pemerintah Kota terhadap potensi bencana

Tidak teridentifikasi adanya upaya dari Pemerintah Kota Padang untuk
membangun kesadaran anggota komunitas Tionghoa terhadap potensi bencana
tsunami yang melanda pesisir barat Pantai Padang. Peneliti juga tidak menemukan
hambatan yang diperkirakan akan ditemui oleh Pemko jika upaya kesiapsiagaan
dipersuasikan dalam komunitas agama dan budaya Tionghoa. Secara umum,
masyarakat Tionghoa Kota Padang cukup terbuka terhadap pihak luar. Mereka juga
cukup cakap dalam berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan bahasa lokal
(Bahasa Minang).

Ketiadaan permintaan dari komunitas agar Pemko melakukan upaya-upaya
mitigasi dan kesiapsiagaan di lingkungan mereka ditengarai karena keengganan
masyarakat berhubungan dengan birokrasi. Mereka mengakui kebutuhannya akan
aktivitas simulasi ataupun pengetahuan terkini tentang bahaya tsunami akan tetapi
permintaan tersebut bisa berarti menjerumuskan diri ke dalam patologi birokrasi.
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d. Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan kapasitas
masyarakat
Temuan penelitian tidak menunjukkan adanya upaya penguatan kapasitas baik
dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan pihak eksternal bagi komunitas
Tionghoa di Kota Padang. Dari beberapa pertemuan yang dilakukan Pemko maupun
LSM berkenaan dengan upaya kesiapsiagaan bencana tsunami, perwakilan komunitas
Tionghoa belum pernah dilibatkan. Keterlibatan mereka sesungguhnya penting dalam

membuat analisis dan rencana kontijensi tsunami di Kota Padang.

2. Etnis minangkabau
a. Penguatan kapasitas komunitas

Asumsi keliru yang dipahami sebagian masyarakat pesisir Pantai Bungus
Teluk Kabung berimplikasi pada cara pandang dan sikap mereka dalam menghadapi
bencana tsunami yang diprediksi melanda Kota Padang. Kondisi geografis Pantai
Bungus yang menjorok ke daratan (teluk) diperkirakan oleh sebagian masyarakat
sebagai posisi yang relatif aman terhadap terjangan gelombang jikalau tsunami
terjadi. Hal ini berbeda dengan pendapat ilmuwan Earth Observatory of Singapore,
Jamie Mc.Coughey yang peneliti wawancarai pada tanggal 19 September 2012.
Sembari menunjukkan simulasi tsunami untuk kawasan Bungus dan Teluk Bayur,
Jamie menyatakan bahwa terjangan gelombang tsunami berpotensi dirasakan sangat
kuat di pesisir Pantai Bungus dibanding kawasan lain di pesisir Pantai Barat Kota
Padang.

Asumsi yang keliru ini tampaknya menjadi pegangan bagi masyarakat
setempat untuk tidak mewaspadai resiko dan kerentanan di lingkungan mereka.
Hingga wawancara dilakukan pada bulan Agustus 2012, masih ada sebagian
masyarakat yang enggan terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan. Menurut pengakuan
salah seorang informan yang gencar mempersuasi komunitas untuk melakukan
aktivitas kesiagaan secara mandiri, persiapan yang diri dan keluarganya lakukan
sering menuai tertawaan dari orang-orang di sekeliling mereka. Sebagian masyarakat

tetap saja meyakini bahwa gelombang tsunami tidak akan melewati teluk dimana



mereka bermukim, oleh karenanya upaya kesiapsiagaan tidak dibutuhkan. Sebagai
pendatang yang baru bermukim sekitar lima tahun di Bungus, sang informan tak bisa
bertindak banyak karena penduduk asli mengklaim lebih memahami kondisi
geografis dan alamiah Pantai Bungus.

Berdasarkan adat istiadat setempat, masyarakat setiap tahunnya melakukan
semacam budaya tolak bala yang dipimpin oleh tokoh adat dan tokoh agama.
Meskipun budaya tolak bala ini diyakini sebagai salah satu upaya untuk memohon
pada Yang Kuasa agar bencana tsunami tidak terjadi dan menimpa daerah mereka,
namun peneliti mengidentifikasi bahwa budaya tolak bala sebenarnya lebih identik
dengan pengharapan akan hasil laut yang baik dan agar bencana tak menimpa para
nelayan yang menggantungkan kehidupan dan penghidupannya dari hasil laut.

Bagi para pemuka agama, langkah terbaik untuk mengantisipasi bencana agar
tidak melanda diri dan lingkungannya adalah dengan menutup tempat-tempat maksiat
yang beberapa tahun belakangan marak di sekitar Bungus. Sekelompok warga yang
kadangkala dibekingi oknum aparat mengoperasikan sejumlah warung remang-
remang di sekitar Bungus yakni di lokasi yang bernama Bukit Lampu. Lokasi ini
ramai dikunjungi terutama malam hari oleh pasangan-pasangan yang melakukan
tindakan asusila. Tindakan ini melanggar syariat Islam yang sebenarnya menjadi
pegangan bagi mayoritas muslim setempat. Jika hal ini dibiarkan maka pelanggaran
norma agama diyakini akan menimbulkan murka Tuhan yang termanifestasi dalam

beragam bentuk bencana.

b. Respon Pemerintah Kota terhadap Potensi bencana

Peneliti tidak berhasil mengidentifikasi upaya kesiapsiagaan dan penguatan
kapasitas komunitas yang dilakukan oleh Pemko Padang. Dari beberapa pengalaman
yang ada, kekosongan peran pemerintah daerah dalam berbagai upaya mitigasi dan
kesiapsiagaan terhadap masyarakat lokal diakui dengan mengemukakan alasan
ketiadaan peruntukkan dalam pos anggaran. Jika permintaan diusung secara botfom-
up oleh komunitas setempat maka artinya semua pendanaan menjadi tanggung jawab
masyarakat yang notabene berasal dari kelas menengah ke bawah. ‘
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Ketika pemerintah kota cenderung abai terhadap perlindungan keselamatan warga
atas resiko bencana yang mungkin terjadi, beberapa institusi lain yang berlokasi di
Bungus memberikan perhatian cukup baik saat potensi bencana mengancam warga.
Peristiwa gempa 30 Agustus 2009 dan beberapa gempa yang melanda Kota Padang
sesudahnya memperlihatkan kepedulian institusi seperti Markas Polisi Air yang
mengaktifkan sirine sebagai pertanda bagi warga untuk melakukan evakuasi. Tak
hanya sampai disitu, menurut keteranngan informan, Polair juga mempersilahkan
warga memanfaatkan lokasi di dekat markas mereka sebagai sarana evakuasi
horizontal karena letak markas yang relatif lebih tinggi dan lebih cepat dijangkau oleh
warga yang sedang beraktivitas di dekat pantai.

¢. Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan kapasitas
komunitas

Alam sepertinya menyajikan bukti tersendiri yang memberi penyadaran bagi
masyarakat Pesisir Pantai Bungus. Tsunami yang melanda Kepulauan Mentawai pada
Oktober 2010 menggugah kesadaran sedikit orang yang kemudian memulai aktivitas-
aktivitas kesiapsiagaan secara mandiri di lingkungan keluarga dan rukun tetangga.
Meskipun upaya penguatan kapasitas yang dilakukan secara mandiri oleh komunitas
tidak mendapat dukungan dari otoritas formal lokal, namun lembaga donor
internasional (Mer-C Corps) memberi bantuan dalam bentuk penyusunan rencana
kesiapsiagaan bencana tsunami. Rencana kesiapsiagaan tersebut adalah dalam bentuk
penyuluhan kepada warga dan pendirian rambu-rambu penunjuk arah evakuasi.
Hingga penelitian ini berjalan, rambu-rambu penanda arah evakuasi yang difasilitasi
oleh Mer-C Corps masih terpasang baik dan dirasakan manfaatnya oleh warga
meskipun ketika gempa terjadi ada sebagian warga yang memilih rute evakuasi
tersendiri tanpa mengacu pada lokasi yang telah disepakati sebelumnya.

3. Upaya Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir Pantai Aie Manih

a. Penguatan kapasitas komunitas
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Dibandingkan komunitas pesisir Pantai Purus dan komunitas Pesisir Pantai
Bungus, komunitas warga di pesisir Pantai Aie Manih tergolong lebih menyadari
resiko bencana yang menghadang diri dan lingkungan mereka. Meskipun keterlibatan
Pemerintah Kota dalam penguatan kapasitas sama minimnya dengan lokasi-lokasi
lain di pesisir Pantai barat Kota Padang, namun pemahaman warga setempat terhadap
kerentanan membuat mereka mulai menggagas aktivitas-aktivitas mandiri yang
progresif.

Tahap penyadaran dimulai dari inisiasi yang dilakukan oleh pihak ekternal
yakni LSM (MER-C Corps dan Jemari). Sambutan masyarakat terhadap upaya
knowledge-sharing yang dilakukan 1.SM sangat positif ditandai dengan kemandirian
komunitas menindaklanjuti tahap inisiasi. Setelah serangkaian aktivitas LSM yakni
seminar, workshop hingga pembangunan komponen fisik pendukung evakuasi
seperti penunjuk arah hingga sarana penampungan dan penyaluran air bersih selesai
dilaksanakan, komunitas melanjutkan melalui pembangunan shelter yang dananya
berasal dari kontribusi komunitas dan CSR beberapa perusahaan di Kota Padang.

Upaya membangun kesadaran dan penguatan kapasitas yang dilakukan oleh
LSM melibatkan hampir semua komponen masyarakat mulai dari komponen agama,
adat, hingga kaum perempuan. Akan tetapi keterlibatan komponen adat dan agama
yang terdiri dari niniak mamak, alim ulama, dan cadiak pandai masih bersifat pasif,
artinya keikutsertaan mereka masih sebatas undangan LSM. Kaum perempuan justru
memiliki kontribusi aktif dalam mempromosikan kesiapsiagaan mulai dari level
rumah tangga hingga level kota dan propinsi. Kaum perempuan ini juga terlibat
dalam aktivitas kesiapsiagaan yang membutuhkan pengorbanan fisik seperti simulasi
dan pengecekan sarana pendukung evakuasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa
keterlibatan perempuan dalam upaya kesiapsiagaan bencana tsunami di Kota Padang
bukan sekedar supporting system namun sebagai salah satu dari komponen utama.

Keberadaan niniak mamak dan alim ulama lebih banyak terlihat dalam
aktivitas budaya seperti doa tolak bala yang diadakan setiap bulan Sya’ban pada
penanggalan Hijriyah. Serupa dengan doa tolak bala yang dilangsungkan oleh
masyarakat Pesisir Pantai Bungus, masyarakat Pantai Aie Manih sepertinya tidak
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menjadikan doa tolak bala sebagai sarana khusus untuk memohon keselamatan dari
bencana tsunami. Doa tolak bala telah berlangsung selama berpuluh tahun dan
diwariskan secara turun-temurun dan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan
tidak berkorelasi langsung dengan sejarah tsunami yang pernah melanda Padang
ratusan tahun lalu.

Masyarakat pesisir Pantai Aie Manih ternyata tak hanya mengikutsertakan
orang dewasa dalam aktivitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Anak usia sekolah
juga dilibatkan dalam beberapa kegiatan seperti simulasi yang dilakukan LSM dan
pembentukan pemahaman di sekolah-sekolah dan surau-surau meskipun kegiatan ini
sifatnya temporer dan insidental.

b. Respon Pemerintah Kota terhadap potensi bencana

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan terhadap beberapa masyarakat
Pantai Aie Manih, keterlibatan Pemerintah Kota Padang terutama Badan
Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) dalam aktivitas prabencana di wilayah
mereka bisa dikategorikan nihil. Meskipun Pantai Aie Manih berada dalam zona
merah namun belum terlihat peran aktif Pemko dalam membangun kesadaran dan
kemandirian masyarakat untuk menghadapi bencana tsunami.

Meskipun Pemerintah Kota Padang secara formal tidak memberikan perhatian
memadai, namun secara personal Lurah Aie Manih yang baru bertugas sekitar satu
tahun di daerah tersebut senantiasa mendukung bahkan menggerakkan masyarakatnya
untuk proaktif pada program mitigasi dan kesiagaan bencana. Program terkini yang
sedang digagas masyarakat adalah pembuatan shelter sebagai sarana evakuasi
vertikal. Lurah memfasilitasi masyarakat untuk membangun jaringan kerja dengan
institusi lain yang menjadi donatur pembangunan shelter.

c. Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan
kapasitas komunitas

Kekosongan peran pemerintah Kota Padang dalam membangun kesiapsiagaan
bagi masyarakat ternyata lebih banyak diisi oleh LSM terutama yang berkenaan
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dengan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana fisik. Pendekatan
informal yang dilakukan oleh LSM serta dukungan dana yang memadai menjadi salah
satu faktor pendukung lancarnya interaksi kedua belah pihak yang bermuara pada
kesinambungan kegiatan prabencana.

Selain intervensi LSM, dukungan positif juga teridentifikasi dari lembaga
lainnya yakni RAPI (Radio Antar penduduk Indonesia) dalam bentuk fasilitas
diseminasi peringatan dini tsunami. RAPI menyediakan rabab yang dapat menyiarkan
pesan peringatan dini dari BPBD Kota Padang tentang potensi tsunami yang melanda
wilayah pesisir pantai. Rabab dapat dioperasikan ketika listrik padam sehingga akses
masyarakat rentan terhadap informasi penting tidak terkendala.

4. Komunitas Pedagang Purus

Pantai Purus merupakan objek wisata yang cukup digandrungi di Kota
Padang. Pantai ini senantiasa ramai oleh pengunjung terutama pada sore hingga
malam hari. Para pengunjung mayoritas kaum muda, dan pada waktu-waktu tertentu
rombongan keluarga datang bertamasya atau menikmati beragam kuliner yang
disajikan pedagang di sepanjang tepi pantai. Para pedagang yang beraktivitas di
Pantai Purus berasal dari hampir semua strata usia dan sosial ekonomi. Ada anak-
anak usia sekolah yang turut membantu orangtua mencari nafkah, para pemuda yang
bekerja di tenda warna-warni yang menyediakan beragam hidangan, hingga
penduduk berusi 40 tahun ke atas yang berprofesi sebagai pedagang hasil laut atau
pemilik rumah makan. Sebagian pedagang adalah pemodal besar meski tak dipungkiri
banyak juga yang bermodal kecil.

Komunitas pedagang Pantai Purus Kota Padang merupakan kelompok
masyarakat yang paling rentan terhadap potensi bencana tsunami yang timbul di
sepanjang Pantai Barat Sumatera karena aktivitas ekonomi yang mereka lakukan
hanya berjarak sekitar 5 hingga 10 meter dari bibir pantai. Kontrasnya, kerentanan ini
tidak membuat komunitas pedagang gentar atau berupaya untuk memindahkan
aktivitas ekonomi mereka ke lokasi lain yang lebih aman. Peristiwa gempa Padang

September 2009 dan gempa Aceh April 2012 menjadi gambaran betapa komunitas
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pedagang memilih bertahan di sepanjang pesisir Pantai Purus karena alasan
keberlanjutan kelangsungan hidup keluarga.

a. Kesadaran tentang dan penilaian resiko bencana

Komunitas pedagang di sepanjang Pantai Purus mengetahui potensi tsunami
yang mungkin melanda diri dan lingkungannya, meskipun informasi tersebut belum
diikuti dengan kesadaran untuk mengurangi resiko yang timbul akibat gempa dan
tsunami. Secara umum para pedagang tidak dibekali dengan pengetahuan memadai
tentang karakter geografis lingkungan tempat mereka beraktivitas, resiko bencana
yang menghadang, dan tingkat kerentanan komunitas terhadap bencana.

Informasi mengenai potensi tsunami yang terjadi setelah sebuah gempa besar
melanda rerata didapatkan pedagang secara informal, misalnya melalui pembicaraan
dari mulut ke mulut yang berkembang di lingkungan sekitar. Sementara itu informasi
yang tersaji melalui surat kabar maupun siaran televisi atau radio cenderung tidak
lengkap dan tidak bisa dikonsumsi secara kontinu oleh pedagang karena tingkat
kesibukan mereka yang cukup tinggi.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa para pedagang cenderung bereaksi
pasif terhadap potensi bahaya dan resiko bencana yang menghadang mereka.
Pedagang mengaku tidak ada upaya pengurangan resiko bencana yang digagas dalam
komunitas mereka. Secara individual mereka juga tidak melakukan persiapan berarti
untuk mengurangi kerentanan terhadap bahaya. Tenda-tenda tempat berdagang vang
mereka bangun sangat terbuka dan dekat ke pantai membuktikan bahwa pedagang
seolah mengabaikan potensi bencana. Pedagang juga tidak membekali diri dengan
keterampilan dan peralatan siaga bencana. Mereka hanya mengetahui jalur atau
tempat evakuasi yang harus dituju jika tsunami melanda.

Tidak hanya pedagang, semenjak gempa Padang 30 September 2009 hingga
gempa 12 April 2012 tidak ada perubahan berarti yang terjadi berkaitan dengan upaya
mitigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Pemerintah Kota hanya
membangun beberapa pemecah ombak di sepanjang pantai, membangun sebuah hotel
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dan rumah susun yang lantai atasnya sekaligus berfungsi sebagai sarana evakuasi
vertikal. Pembangunan saran fisik yang belum maksimal juga tidak dilengkapi
dengan inisiaisi kerentanan bencana kepada komunitas pesisir Pantai Purus. Akibanya
ketika gempa yang berpotensi tsunami terjadi, masyarakat cenderung bertindak tanpa
koordinasi.

Tak dapat dipungkiri bahwa relasi yang cenderung kurang harmonis antara
komunitas pedagang pesisir Pantai Purus dan Pemerintah Kota Padang pada program
reklamasi Pantai Padang pascagempa 2009 telah memberi imbas terhadap rasa
percaya pedagang. Upaya Pemko Padang untuk merelokasi pedagang sejauh 400
meter dari bibir pantai sebagai antisipasi dampak tsunami dimaknai sebagai hal yang
mengancam keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat Purus yang mayoritas
menggantungkan penghidupannya pada sektor informal. Reklamasi pantai menurut
Walikota Fauzi Bahar merupakan skenario mitigasi yang paling mungkin dilakukan
di Pantai Padang dibanding peninggian rumah warga, menjauhkan ramah warga dari
pantai, pembangunan seawall (dinding laut), dan penanaman bakau

b. Penguatan kapasitas komunitas

Tidak ada upaya mitigasi bencana yang teridentifikasi dilakukan secara
swadaya dan swakarsa oleh komunitas pedagang di pesisir pantai purus. Secara fisik
tidak ada infrastruktur mitigasi yang dapat mereduksi pengunjung dan pedagang
terhadap potensi tsunami yang terjadi setelah sebuah gempa besar mengguncang.
Pedagang juga tidak melakukan upaya pemberdayaan baik secara individu atau
kelompok untuk mengurangi resiko bencana yang melanda.

Berdasarkan pengakuan pedagang yang diwawancara pada tanggal 5 Juli
2012, Pemerintah Kota Padang dengan bantuan sebuah L.SM yang bergerak di bidang
kesiapsiagaan tsunami hanya melakukan satu kali upaya simulasi gempa dan tsunami.
Dalam simulasi ini, pedagang diarahkan untuk melakukan evakuasi vertikal
menghidari tsunami. Namun setelah itu tidak ada upaya lanjutan yang dilakukan
pemerintah kota untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat Pantai Purus terhadap

bencana.
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Minimnya pengetahuan yang dimiliki komunitas pedagang pesisir Pantai
Purus terhadap potensi gempa bumi dan tsunami yang rentan melanda diri dan
lingkungannya membuat mereka menginterpretasi sendiri kondisi kebencanaan yang
terjadi untuk kemudian menggagas upaya penyelamatan diri secara swadaya.
Sebagian pedagang cenderung menutup warung/tempat usahanya ketika sebuah
gempa besar mengguncang. Untuk seterusnya kelompok pedagang yang serta merta
mengungsi jika sebuah gempa besar mengguncang akan peneliti labeli sebagai
kelompok pertama. Sedangkan kelompok kedua terdiri dari para pedagang usia muda
(20 hingga 30 tahun) yang cenderung tidak terpengaruh oleh bencana lanjutan yang
potensial terjadi.

Secara umum para pedagang kelompok pertama ini terdiri dari kaum wanita.
Kekhawatiran terhadap keselamatan harta dan nyawa membuat mereka bergegas
mengungsi ke area yang dianggap aman yakni Kompleks Kantor Gubernur Propinsi
Sumatera Barat yang berjarak sekitar satu kilometer dari garis pantai. Biasanya
mereka mengungsi dengan berjalan kaki karena lokasi evakuasi tidak dapat dijangkau
dengan kendaraan bermotor sebagai akibat dari kepadatan lalu lintas pascagempa.
Mengacu pada peta evakuasi tsunami Kota Padang, lokasi evakuasi yang dituju oleh
para pedagang ini pada dasarnya masih termasuk dalam zona merah atau zona bahaya
tsunami. Akan tetapi hanya lokasi inilah yang memungkinkan untuk dicapai dengan
waktu relatif singkat (30 menit) sesuai dengan SOP gempa yang telah
disosialisasikan.

Kelompok pedagang kedua yang terdiri dari pedagang usia muda memang
menutup tempat usahanya. Namun berbeda dengan kelompok pertama yang bergegas
melakukan evakuasi, kelompok kedua akan memantau fenomena alam pascagempa
sebelum memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan evakuasi. Jika gempa
yang terjadi tidak diikuti dengan surutnya air laut maka para pedagang ini cenderung
bertahan di sekitar tempat usaha mereka. Sebaliknya jika gempa diikuti dengan
peristiwa surutnya air laut maka mereka akan melakukan tindakan evakuasi

menggunakan kendaraan bermotor.
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Pascagempa September 2009 Pemerintah Kota Padang membuka peluang
investasi bagi penanam modal nasional. Hal ini terlihat dengan dibangunnya
rusunawa dan sebuah hotel bereputasi internasional (Hotel Mercure) di pesisir Pantai
Purus. Dalam skenario kebencanaan yang disosialisasikan Pemko Padang kepada
masyarakat pesisir Pantai Purus, rusunawa dan Hotel Mercure merupakan salah satu
sarana evakuasi vertikal. Andaikata gempa berpotensi tsunami terjadi maka
manajemen rusunawa dan hotel harus memperbolehkan masyarakat sekitar untuk
memanfaatkan lantai atas bengunan hotel sebagai shelter. Dalam prakteknya,
masyarakat memilih melakukan evakuasi horizontal ketika gempa April 2012 terjadi.
Tindakan masyarakat ini didasari atas keengganan mereka melakukan evakuasi
vertikal dengan alasan keamanan dan ketiadaan izin dari manajemen rusunawa dan

hotel.

¢. Respon Pemerintah Kota terhadap potensi bencana

Dari hasil pengamatan peneliti di lapangan diperoleh gambaran belum
maksimalnya respon pemerintah daerah, mulai dari tataran terkecil di tingkat
kelurahan hingga kota, terjadap upaya pengurangan resiko bencana. Secara fisik,
pemerintah kota belum menyediakan sarana yang mampu mengurangi interaksi
masyarakat pesisir Pantai Purus dengan lepas pantai, misalnya dalam bentuk batu grid
ataupun seawall sebagai penahan ombak.

Masyarakat pesisir melakukan kegiatan ekonomi produktif hanya berjarak lima
meter dari bibir pantai. Tempat tinggal masyarakapun berjarak kurang dari 500 meter
dari pantai. Kondisi ini sangat riskan bagi keselamatan masyarakat pesisir karena
terjadinya gempa yang berpotensi tsunami tidaklah dapat diprediksi.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, Pemerintah Kota Padang
pascagempa 2009 juga aktif menggalakkan sektor bisnis skala menengah dan besar di
sepanjang pesisir Pantai Purus. Artinya banyak orang beraktivitas di sepanjang Pantai
Purus tidak hanya sepanjang jam kerja namun juga di waktu malam hingga dini hari
karena tempat tersebut juga sebagai pusat hiburan. Akan tetapi Pemerintah Kota tidak
mengiringi kebijakan investasi yang ada dengan upaya pengurangan resiko bencana.



Upaya Pemko dalam menggalakkan kesiapsiagaan bisa dianggap minim dan bahkan
bisa dikatakan bahwa simulasi dan pelatihan kepada masyarakat lebih banyak
dikelola oleh LSM ataupun Pemerintah Propinsi lewat BPBD dan Pusdalops, serta
Pemerintah Pusat melalui BNPB.

d. Keberadaan partner dan intervensi yang tepat dalam penguatan kapasitas
masyarakat

Pemerintah Kota memang memiliki beberapa partner baik dari lembaga
internasional, LSM lokal, dan lembaga kebencanaan nasional dalam melakukan
upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Akan tetapi upaya kesiapsiagaan dan
pengurangan resiko bencana di pesisir Pantai Purus berada di tangan masyarakat itu
sendiri. Masyarakat sesungguhnya menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap
hidup dan penghidupan mereka. Ketika peemrintah kota tidak mampu memberikan
jawaban atas kesulitan mata pencaharian yang mereka alami maka mereka
berwirausaha di sepanjang pesisir Pantai. Dan jika masyarakat harus berhadapan
dengan potensi tsunami yang setiap saat dapat menghadang mereka, maka merekapun
harus menyelamatkan diri dan usaha mereka atas inisiatif sendiri.

Ketidakpercayaan masayarakat terhadap Pemko sepertinya menjadi
penghalang interaksi diantara keduabelah pihak dalam berbagai program
pembangunan, termasuk upaya penguatan kapasitas komunitas. Sementara itu
karakter masyarakat pesisir pantai yang cenderung keras ditengarai menjadi salah
satu kendala komunikasi antara masyarakat dengan stakeholder lainnya di pesisir
pantai Purus. Alhasil Pemko dan partner lainnya mengalami kesulitan dalam
mensosialisasikan program-programnya. Padahal menurut masyarakat Pantai Purus,
mereka sangat butuh akan pengetahuan dan pelatihan seputar gempa dan tsunami,
namun Pemko dan lembaga lainnya cenderung pasif.

Masyarakat pesisir pantai Purus telah turun-temurun mendiami lokasi mereka
bermukim dan beraktivitas sekarang. Fakta bahwa gempa besar yang sering melanda
Kota Padang akan berpotensi pada timbulnya tsunami yang notabene membahayakan
keselamatan tidak serta merta membuat mereka melakukan eksodus. Masyarakat
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pesisir pantai Purus adalah tipikal manusia ekonomi (economic man) yang berpikir
rasional bahwa untuk bertahan hidup mereka haruslah berusaha dengan jalan apapun,
meski usaha tersebut berarti menantang keselamatan jiwa. Ketiadaan pilihan
pekerjaan dan ketidakmampuan pemerintah menyediakan standar kehidupan yang
layak warganya membuat pedagang pantai Purus rela berjualan dari pagi hingga
malam meski kadang harus melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan
Pemerintah Kota Padang.

Bagi sebagian pedagang, meminta mereka untuk pindah dari pesisir pantai
dengan alasan potensi bencana tsunami adalah akal-akalan untuk menjauhkan mereka
dari sumber mata pencahariannya. Lalu mengapa Pemko tidak melakukan tindakan
serupa terhadap para pemodal besar yang saat ini juga marak membuka usaha di
sepanjang pantai barat Kota Padang.

Saling curiga antara Pemko dan masyarakat yang bermukim di sepanjang
pesisir pantai Purus berimplikasi buruk bagi program kesiapsiagaan dan pengurangan
resiko bencana. Program yang ada dikhawatirkan oleh masyarakat sebagai cara baru
untuk menakut-nakuti mereka dan membuat mereka meninggalkan tanah yang telah
lama mereka diami. Sementara Pemko mencurigai bahwa pedagang pesisir Pantai
Purus mengakomodasi terjadinya tindak maksiat yang berimplikasi pada terjadinya
bencana di Kota Padang.

Selanjutnya berdasarkan temuan penelitian, peneliti mengkategorikan
masyarakat/komunitas yang bermukim di sepanjang peisisr Pantai Barat Kota Padang
menjadi dua:

1. Masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi, yakni masyarakat dengan latar
belakang sosial budaya yang sama serta kondisi perekonomian yang relatif serupa.
Masyarakat dengan tipikal ini ditemukan pada komunitas Pasie Nan Tigo, Bungus
Barat, dan Aie Manih. Dari ketiga lokasi diketahui bahwa mayoritas
masyarakatnya bersuku bangsa Minangkabau, beragama Islam, bermata
pencaharian utama sebagai nelayan atau menggantungkan hidup pada potensi laut,
serta berpendidikan rerata sekolah menengah.
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2. Masyarakat dengan tingkat homogenitas relatif sedang hingga rendah, yakni

masyarakat dengan latar belakang budaya yang sama, namun latar belakang sosial
dan kondisi perekonomian mereka cenderung bervariasi. Tipikal ini dapat ditemui
pada komunitas pedagang pantai Purus dan komunitas keturunan Tionghoa di
Pondok. Secara umum masyarakat heterogen di Pantai Purus memang masih
didominasi oleh suku bangsa Minangkabau yang beragama Islam, namun kondisi
perckonomian mereka berada pada rentang ekonomi lemah hingga golongan
ekonomi kuat. Latar belakang ekonomi yang berbeda berimbas pula pada tingkat
pendidikan yang mereka tempuh.
Masyarakat Tionghoa di kawasan Pondok memang memiliki latar belakang
kebudayaan yang sama, namun mereka terafiliasi dengan kelompok sosial yang
berbeda. Meskipun pada umumnya bermata pencaharian sebagai pedagang akan
tetapi kondisi perekonomian komunitas tersebut juga tidak seragam. Begitu pula
dengan tingkat pendidikan yang relatif bervariasi. Kaum muda yang menetap di
kawasan Pondok rerata berpendidikan setara sekolah menengah, sedangkan kaum
muda yang mengecap pendidikan tinggi biasanya bermukim di luar daerah tempat
mereka menuntut ilmu.

Masyarakat dengan tingkat homogenitas relatif tinggi, memiliki
kecenderungan serupa atau sejenis dalam tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan
ekonomi, dan tingkat afiliasi mereka dalam organisasi sosial politik. Hal ini terutama
disebabkan karena latar belakang sosial budaya yang juga sama. Mereka berakar dan
tumbuh dari lingkungan yang sama. Jikapun terdapat perbedaan diantara anggota
komunitas maka perbedaan itu tidak terlalu signifikan. Dengan demikian masyarakat
tipe ini cenderung tidak memili gap atau kesenjangan yang berbeda antaranggota.

Sedangkan tipe masyarakat dengan homogenitas yang relatif rendah memiliki
kesenjangan atau rentang sosial ekonomi yang cenderung besar diantara para
anggotanya. Mereka tinggal dalam suatu lokasi yang sama namun berakar dan
tumbuh dari latar belakang yang berbeda. Akibatnya mereka memiliki cara pandang
dan falsafah hidup yang berbeda pula.
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Kategorisasi yang peneliti susun tidak bermaksud untuk mengkotak-kotakkan
atau mengelompokkan komunitas secara vertikal. Masing-masing komunitas
menduduki posisi horizontal yang sama dalam kapasitasnya sebagai warga negara.
Akan tetapi untuk menghasilkan rancangan model yang sempurna, pengenalan
terjadap kondisi riil komunitas sangat diperlukan. Komunitas dengan latar belakang
yang berbeda, dalam hemat penulis, harus mendapatkan perlakuan (treatment)
penguatan yang berbeda pula. Oleh sebab itu kategorisasi komunitas menjadi acuan
utama dalam mendesain model kesiapsiagaan komunitas berbasis kearifan lokal.

Pada tahap pertama peneliti mendesain model kesiapsiagaan bencana
tsunami untuk masyarakat dengan tingkat homogenitas tinggi. Hal ini dilakukan
dengan pertimbangan bahwa aktivitas kesiapsiagaan untuk masyarakat dengan tingkat
homogenitas tinggi sangat krusial karena populasi mereka yang besar. Jumlah jiwa
yang terancam tsunami relatif lebih banyak dibanding komunitas dengan tingkat
homogenitas relatif sedang hingga rendah, meskipun bukan berarti komunitas
heterogen diabaikan. Disamping itu intervensi terhadap masyarakat dengan tingkat
homogenitas tinggi relatif mudah dilakukan dalam jangka pendek karena
keseragaman latar belakang yang mereka miliki.

Dari temuan penelitian di atas disusunlah Model Strategi Pengurangan Resiko
Bencana Berbasis Kearifan Lokal ini disusun berdasarkan konsep Hyogo Framework

For Action (HFA). Berikut penjelasannya:

1. Komitmen Tentang Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami
Dalam penerapan upaya mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami
berdasarkan kearifan lokal diperlukan komitmen dari pemerintah dan masyarakat agar
program yang telah diinisiasi bisa berjalan dengan optimal. Mengambil contoh di
Kelurahan Air Manis dan Kelurahan Bungus Barat, setiap para pemangku
kepentingan mulai dari Kelurahan, Babimkamtibnas, Babinsa, Kelompok Siaga
Bencana, Pengurus — Pengurus Masjid, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat dan
Pemuda, Kalangan Niniak Mamak dan Bundo Kanduang dilibatkan untuk mengikat

komitmen dalam penandatangan komitmen bersama untuk terlibat dalam berbagai
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program penanggulangan bencana. Nantinya, penandatangan komitmen ini yang akan
menyampaikan kepada masyarakat tentang adanya program penanggulangan bencana

dan mengajak masyaraka tuntuk terlibat dan mensukseskannya.

2. Tentang Pengkajian dan Pemantuan Resiko

Pengkajian dan pemantauan risiko bencana dilakukan melalui identifikasi dari
beberapa pengalaman gempa dan tsunami yang pernah terjadi di masing — masing
daerah. Pengkajian ini dilakukan dengan memakai data — data ilmiah yang disediakan
para ahli kebencanaan dan memperhatikan kearifanlokal yang ada di tengah — tengah
masyarakat.Kearifan lokal yang dimaksud adalah dengan meminta pendapat kepada
kalangan tokoh — tokoh masyarakat termasuk kalangan niniak mamak dan bundo
kanduang untuk mengkonfirmasi pengkajian dan pemantauan resiko yang telah
dilakukan.Misalnya, di Kelurahan Air Manis, tokoh nelayan setempat bisa diminta
pendapatnya tentang kondisi pantai di daerahnya dan penentuan tempat evakuasi
terdekat dari pemukiman mereka. Setelah pengkajian dan pemantuan resiko bencana
selesai dilakukan, maka dibuatlah peta dampak bencana gempa dan tsunami di daerah

tersebut.

3. Tentang Rencana Aksi Masyarakat Untuk Pengurangan Resiko Bencana

Gempa dan Tsunami

Rencana Aksi Masyarakat yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan
dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di tengah — tengah masyarakat.Dalam
rencana edukasi kesiapsiagaan perlume maksimalk anunsur-unsur lokal seperti
menggunakan peranan nniniak mamak, pemuka agama, tokoh adat dan pemuda yang
dikomunikasikan melalui berbagai kebiasaan ditengah — tengah masyarakat seperti
penguatan peran niniak mamak, doa tolak bala, pesantren ramadhan dan ciloteh
lapau. Penggunaan jalur kearifan lokal dalam menyusun rencana aksi akan lebih
mudah menarik Kketerlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam program

penanggulangan bencana.



4. Tentang Kerjasama Dalam Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan

Tsunami

Kerjasama dalam pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami dilakukan
dengan membuat suatu wadah berupa Kelompok Siaga Bencana (KSB). Di Kota
Padang sendiri KSB sudah terbentuk dimasing — masing kelurahan. Persoalannya
adalah bagaimana menentukan unsur-unsur kearifan lokal dalam keanggotan
KSB.Sepertimemperkuatperanananniniakmakadanbundokanduangdalam KSB.
Berbagai program yang dilakukan bisa menggunakan media kearifan lokal ketika
pelaksanaannya. Di Kota Padang unsur kearifan lokal tersebut diantaranya Penguatan
Peranan Niniak Mamak, Pesanteren Ramadhan, Doa Tolak Bala dan Ciloteh Lapau.
Dengan adanya KSB yang berbasis pada kearifan lokal diharapkan berbagai program
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami bisa berjalan secara optimal dengan

mendapat dukungan dari pemangku kepentingan

5. Tentang Pengurangan Kerentanan

Untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana gempa dan tsunami perlu
indentifikasi terhadap faktor — faktor yang mempengaruhi kondisi kehidupan di
sekitar masyarakat.Kondisi yang dimaksud adalah lingkungan sosial, budaya,
ekonomi dan lingkungan.Dengan pemahaman terhadap kondisi tersebut upaya
mengurangi kerentanan bisa dikurangi.Selanjutnya faktor - faktor tersebut
dielaborasi dengan kearifan lokal yang ada ditengah — tengah masyarakat untuk
mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana gempa dan tsunami.

Pada faktor-faktor tersebut upaya mengurangi kerentanan sosial ,ekonomi,
budaya dan lingkungan dibutuhkan pemahaman terhadap nilai — nilai lokal. Misalnya
kembali ke surau yang kental dengan penerapan ajaran islam. Ketika terjadi bencana
gempa dan tsunami yang perlu dianalisis untuk mengurangi kerentanan adalah
menanamkan nilai — nilai keislaman dengan mewajibkan untuk tetap berusaha ketika

terjadi kehancuran akibat bencana.
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6. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah komponen utama untuk pengurangan resiko bencana yang
berlandaskan nilai — nilai lokal. Pembentukan kesiapsiagaan dilakukan dengan
berbagai macam edukasi ke masyarakat. Edukasi yang dilakukan dengan
menggunakan jalur — jalur kearifan lokal. Pendekatan kearifan lokal yang cenderung
informal kepada masyarakat akan lebih memudahkan dalam membentuk budaya siaga
bencana. Misalnya dengan menggunakan momentum doa tolak bala untuk
memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menyelamatkan diri ketika
terjadi bencana gempa dan tsunami. Selain itu dengan menggunakan konsep kembali
ke surau edukasi kesiapsiagaan bisa dilakukan dengan menyasar majelis taklim dan
pesanteren kilat. Pemahaman akan pentingnya kesiapsiagaan dalam hal cara
penyelamatan diri dan apa yang harus dilakukan jika gempa dan tsunami terjadi akan
memimilasir jatuhya korban jiwa.

Penguatan peranan niniak mamak dalam edukasi kesiapsiagaan juga bisa
dioptimalkan. Saluran kekeluargaan dalam memberikan edukasi kepada anak
kemenakan akan lebih cepat mengena dan diserap oleh masyarakat karena secara
informal sudah menjadi kebiasaan yang berlaku sehari — hari. Penguatan niniak
mamak mesti diiringin peningkatan kapasitas dan kemampuan manajemen bencana.
Untuk itu perlu diberikan pelatihan kepada niniak mamak siaga bencana tersebut
terkait pengetahuan kebencanaan dan cara penyelamatan diri agar nantinya mereka

bisa mengajarkannya ke kaum dan masyarakat di sekitar mereka.

7. Sistem Peringatan Dini Tsunami

Sistem peringatan dini yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat adalah
kondisi ideal yang diharapkan. Sistem peringatan dini yang selama ini dibangun oleh
pemerintah belum menjangkau seluruh wilayah karena keterbatasan sumber daya
dana dan teknologi. Untuk itu, diperlukan suatu upaya agar sistem peringatan dini
yang ada bisa dikelola secara swadaya oleh masyarakat namun tetap terkoneksi
dengan sistem peringatan dini yang dimilki oleh pemerintah. Salah satu kearifan lokal

yang bisa dijadikan media untuk meneruskan sistem peringatan dini yang dilakukan
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oleh lembaga yang berwenang adalah penggunaan sirine dan bedug di masjid.
Dengan penggunaan masjid sebagai sarana penerus sistem peringatan dini tsunami
akan lebih cepat diketahui oleh masyarakat, karena masjid ditemui hampir di setiap
sudut Kota Padang.

Perlu penguatan kapasitas pengurus masjid siaga bencana dalam meneruskan
sistem peringatan dini tsunami dan melengkapi perlatan yang dibutuhkan untuk

menyebarkannya ke masyarakat luas.

8. Rencana Siaga dan Kontijensi

Pada komponen ini berfokus pada penentuan jalur dan lokasi evakuasi yang
harus dituju perlu masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Selain itu ketersediaan
sarana dan prasarana kritis untuk upaya penyelamatan perlu diperhatikan. Pemerintah
bisa memfasilitasi keinginan masyarakat untuk menentukan jalur dan lokasi evakuasi

yang sesuai dengan kondisi geografis daerah tersebut..

9. Penanganan Darurat

Pada tahapan ini unsur — unsur kearifan lokal berelaborasi dengan Tim Tanggap
Darurat yang telah ada baik dari pemerintah maupun organisasi non pemerintah
dalam upaya evakuasi dan penyelamatan korban. Perlu disusun Prosedur Tetap
Penanganan Darurat yang mengakomodasi para pemangku kepentingan di daerah

tersebut.

D. Penutup

I. Kesimpulan
1. Peranan niniak mamatk, pesantren ramadhan, doa tolak bala, dan ciloteh lapau
merupakan kearifan lokal yang bisa dijadikan media dalam strategi
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami. Bentuk kearifan lokal
tersebut berasal dari tradisi yang telah menjadi keseharian di ranah
minangkabau pada umumnya dan Kota Padang pada khususnya.



2. Dari kearifan lokal tersebut dibentuklah sebuah model dalam strategi

pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami yang dielaborasikan dengan
konsep pengurangan resiko bencana berdasarkan “Hyogo Frame Work for
Action”, Model ini secara rinci merupakan perpaduan kearifan lokal berupa
peranan niniak mamak, pesantren ramadhan, doa tolak bala dan ciloteh
lapau dengan konsep Hyogo Frame Work for Action yang berupa Komitmen
Pengurangan Resiko Bencana, Pengkajian dan Pemantuan Resiko, Rencana
Aksi Masyarakat Untuk Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami,
Kerjasama Dalam Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami,
Pengurangan Kerentanan, Kesiapsiagaan, Sistem Peringatan Dini Tsunami,

Rencana Siaga dan Kontijensi, dan Penanganan Darurat.

II. Saran

1.

Perlunya menggali kearifan lokal di tengah — tengah masyarakat dalam upaya
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami secara optimal. Kearifan
lokal yang ada selama ini ada belum termanfaatkan secara optimal oleh para
pemangku kepentingan, seperti pemerintah dan institusi penanggulangan
bencana. Beberapa tahapan dari siklus manajemen bencana bisa diterapkan
dalam upaya pengurangan resiko bencana dengan menggunakan pendekatan
kearifan lokal, seperti, edukasi kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini yang
dielaborasikan dengan penguatan peranan niniak mamak, pesantren
ramadhan, doa tolak bala dan ciloteh lapau.

Model strategi pengurangan bencana berdasarkan kearifan lokal perlu
dimaksimalkan oleh para pemangku kepentingan pada berbagai program
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami. Dengan menggunakan
model kearifan lokal ini, upaya pengurangan resiko bencana akan lebih tepat
sasaran karena berfokus pada nilai — nilai lokal yang telah ada selama ini di
masyarakat. Internalisasi nilai — nilai lokal inilah yang diharapkan bisa
membuat masyarakat lokal lebih peduli terhadap pentingnya upaya
pengurangan resiko bencana.



-~ e SR
....Lz i... _ e ..fn’.,(.
-=~ ...r ¥ - l:f
A ueedejsdeisay \~ 4
S - ! g jweuns] juig
e, S ™
\\\\.\ o~ e uejeSupad waisis

UBUBIUAIY N fl//!l\\\
ugduean3dudg AT

Supjua],

ueypewey
uaiejuesad

isualijuoy uep
eSeis euesusy

L nedel yaroin

TWIOT NVAIIVIN
NWIHVYSVad3d INVNNSL
NVQ VdiNFO VNVONIE ONIS3H
NVONVYNONId I91LVYLS

jweunsj
uep edwag eueduag

ojisay ueSuesnduad

/ wejeq ewesefiay|

<

ieinieq
ueuedueusd

yewe ‘
JElulN ueueIad
ueenduag

ejeq
)ejo3 eoq

jweuns}

uep edway gud jweuns] uep edway
¥n3un 3exjeseAsepy eueduag oyisay uesueinsuad
1Y euedudy depey.a) uawwoy

0){|$3Y uenjuewad
uep uejley3uag

Sueped 10y |p |07 uejlIEd) UBKJESEpPIag GYd 13938415 [9PON



DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Saru, 2008, Model Kebijakan Mitigasi Bencana Alam Bagi Difabel (Studi
Kasus di Kabupaten Bantul), Jurnal Fenomena, Jogjakarta

Alexander, David, 2007. Disaster Management: From Theory to Implementation,
Florence, CESPRO University of Florence

Azyumardi Azra. 2007. “Dari Surau Ke Sekolah dan Pesantren: Islam di
Minangkabau dalam Cita dan Fakta.” Minangkabau di Persimpangan Jalan.
Padang: Pusat Studi Humaniora dan Fakultas Sastra Universitas Andalas.

Bakomas Penanganan Bencana dan Pengungsi. 2006. Rencana Aksi Nasional
Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009. Jakarta.

Benson, Charlotte, 2007, Tools for Mainstreaming Disaster Risk Reduction:
Guidance Notes for Development Organizations, Geneva, ProVention
Consortium

BNPB, National Disaster Management Plant 2010 - 2014, Jakarta

Coburn, 1994, Disaster Mitigation, Cambridge, UNDP

Colombijn, Freek. 2006. Paco-Paco (Kota) Padang, Sejarah Sebuah Kota di
Indonesia Pada Abad Ke-20 dan Penggunaan Tata Ruang. Yogyakarta:
Ombak.

Covington, Jaeryl, 2006, An Overview of Disaster Preparedness Literature,
Louisville, School of Urban and Public Affairs University Louisville

Creswell, John, 1994, Research Design: Qualitative and Quantitative Approach
California, Sage Publication

Handayaningrat, Soewarno. 1996. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan
Manajemen. Jakarta : CV. Haji Masagung.

Etkin, David, 2007, The Search for Principles of Disaster Management, York
University

Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. Community Development Alternatif
Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar



Irawan, P, 2006, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk IImu — Ilmu Sosial,
Jakarta, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Ul

Isbandi Rukminro Adi. 2008. Intervensi Komunitas , Pengembangan Masyarakat
sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada.

ISDR. 2006. Developing Early Warning System: a Key Checklist. EWC III Third
International Conference on Early Warning: From Concept to Action:
WorkingDraft

ISDR. 2005. Hyogo Framework For Action 2005 — 2015: Building Resilience of
Nations and Communities Disasters. World Conference of Disaster
Reduction 18 -22 January 2005, Kobe, Hyogo, Japan

Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta :
Bumi Aksara.

Jevrizal, Revanche, Serangan Si Bencana: Penyusunan Strategi Pengurangan Resiko
Bencana Kabupaten/Kota, ISDR, Padang

Kencana, Inu dkk.1999. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Khaira, Nuswatun, 2010, Pengaruh Faktor Pengetahuan, Sikap dan Pendidikan
Rumah Tangga Dalam Menghadapi Banjir di Desa Pelita Sagoup Jaya
Kecamatan Indra Makmu Kecamatan Aceh Timur, Medan, Universitas
Sumatera Utara

Khan, Himayatullah, 2008, Disaster Management Cycle A Theoretical Approach,
Pakistan, Institute Information of Technology Abbottabad

Kirschenbaum, Alan. 2004. Chaos Organization and Disaster Management. New
York, USA. Marcel Dekker.

Kodoatie, Robert, 2008, Analisa Ancaman Bencana Hydro — Meteorologis di
Indonesia, Yogyakarta, Sheep Indonesia

Komunitas Siaga Tsunami. 2005. Asesment Potensi Sekolah dan Masyarakat dalam
Sistem Siaga Bencana di Kota Padang. Padang

Matsuda, Yoko. 2006. Community Diagnosis for Suistanable Disaster Preparedness,

Kyoto, Disaster Prevention Research Institute of Kyoto University



Mika, V.T, 2010. Actual Problem of Crisis Management Theory. Serbia, In
International Scientific Conference
Moleong, Lexy, 1997. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja
Rosdakarya.
Neilsen, Samuel. 1998. Public Education and Disaster Management. Queensland,
Faculty of Education Queensland University of Technology
Neuman, W, 2006, Social Research Method 6th Edition, Boston Parson International
Parlan, Hening, 2008, Paradigma Penanggulangan Bencana Seharusnya Berubah,
Yogyakarta, Sheep Indonesia
Pande, Ravendra, A Model Citizen’s Charter for Disaster Management in
Uttaranchal, India, Kumaun University
Pinkowsky, Jack. 2008. Disaster Management Handbook. New York, USA. CRC
Press
Purnomo, Hadi, 2010, Manajemen Bencana, Yogyakarta, Media Pressindo
Ramli, Soehatman. 2010. Manajemen Bencana, Jakarta, Dian Rakyat
Rachmat, Agus. Manajemen dan Mitigasi Bencana
Sjafri Sairin. 2007. “Minangkabau yang Gelisah: Sebuah Catatan Singkat.”
Minangkabau di Persimpangan Jalan. Padang: Pusat Studi Humaniora dan Fakultas
Sastra Universitas Andalas.
Silalahi, Ulbert. 1989. Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, teori dan Dimensi.
Jakarta : PT Gunung Agung.
Starling, Grover. 2005. Managing The Public Sector. Sevent Edito. USA: Thamson &
Wadsworth
Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV Alfabeta.
Suharto, Edi.. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabeta
Sutton Jeannete, 2006, Disaster Preparedness: Concept, Guidance, and, Research,
Boulder, University of Colorado
Teguh, Eko, 2008, Upaya Pengurangan Resiko Bencana Dari Global ke Lokal,
Yogyakarta, Sheep Indonesia



Thoha, Miftah. 2002. Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijaksanaan : dari Foemulasi ke
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Subarsono. Analisis Kebijakan Publik : Konsep. Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta :
Pustaka Pelajar.

TIM LIPL. 2006. Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mengantisipasi Bencana
Gempa dan Tsunami di Indonesia. Bandung : LIPI

Sadisun. 2006. Peran dan Fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam di Jawa Barat (Smart SOP
Mitigasi dan Penanganan Bencana Alam). Pusat Mitigasi Bencana Geologi
Terapan Fakultas Ilmu Kebumian dan Teknologi Mineral ITB. Bandung.

UNDP., 2004. Reducing Disaster Risk A Challenge for Development. United Nations
Development Programme, Bureau for Crisis and Recovery.

UNESCO, 2007, Natural Disaster Prepereadness and Education for Suistanable
Development, Bangkok

Yodmani, Suvit. 2001. Disaster Management and Vulneralibility Reduction.
Bangkok, ADPC

B



SINOPSIS
PENELITIAN
LANJUTAN



SINOPSIS PENELITIAN

Hasil penelitian Tahun I memperlihatkan adanya kearifan lokal yang bisa
dimanfaatkan sebagai metode dalam upaya pengurangan resiko bencana gempa dan
tsunami di Kota Padang. Kearifan lokal tersebut berupa nilai lokal — nilai lokal yang
telah menjadi tradisi dan kebiasaan di Sumatera Barat pada umumnya dan Kota
Padang.

Untuk menggali kearifan lokal yang ada di masyarakat, peneliti telah
melakukan penggalian data dan informasi di berbagai lokasi di Kota Padang
diantaranya: Kelurahan Bungus, Kelurahan Aie Manis, Kelurahan Purus dan
Kelurahan Pasie Nan Tigo. Dengan memawancarai masyarakat di sekitar lokasi,
peneliti menemukan beberapa kearifanl lokal yang selama ini telah digunakan secara
turun temurun seperti: memperkuat peranan niniak mamak, kembali ke surau, doa
tolak bala, bakumpua di palanta dan alamtakambang jadi guru. Kearifan lokal
tersebut memang secara spesifik tidak berkaitan dengan penanganan bencana, tetapi
bisa dimanfaatkan sebagai strategi untuk lebih mengoptimalkan upaya pengurangan
resiko bencana.Pengurangan resiko bencana berdasarkan kearifanlokal akan lebih
bisa di terima dan diadposi oleh masyarakat karena sesuai dengan kondisi social dan
budaya yang ada di masyarakat itu sendiri.

Untuk mengikat komitmen antar elemen masyarakat dalam meningkatkan
kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami diperlukan upaya
menyatukan persepsi pemangku kepentingan seperti pemerintah, pemuka agama,

pemuka adat, tokoh masyarakat dan pemuda serta niniak mamak setempat. Selama ini



upaya peningkatkan kesiapsiagaan cenderung didominasi dari inisiatif lembaga
swadaya masyarakat dengan mengajak serta masyarakat. Untuk mengikat komitmen
ini diperluka ininisiatif dari para pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi
peningkatkan kesiapsiagaan masyarakat berdasarkan kearifan lokal.

Sementara pada Etnis Tiongha, mereka cenderung mempunyai persepsi sendiri
dalam memandang persoalan bencana gempa dan tsunami. Umumnya mereka
bersikap skeptis terhadap upaya pengurangan resiko bencana yang dilakukan
pemerintah dan memilih bersikap pasrah. Setelah ditelusuri lebih jauh
permasalahannya terletak pada kurangnya perhatian pemerintah pada Etnis Tiongha
terkait upaya mitigasi bencana. Di sisi lain mereka mempunyai kearifan lokal yang
bisa digali dan dijadikan landasan untuk menyusun program pengurangan resiko
bencana yang berbasiskan masyarakat. Seperti adanya organisasi komunitas berbasis
etnik yang didirikan masyarakat Tiongha di Kota Padang yaitu Himpunan Bersatu
Teguh (HBT) dan Himpunan Tjinta Teman (HTT). Di komunitas ini mereka rutin
mengadakan pertemuan baik secara formal maupun informal. Organisasi ini bisa
dijadikan media untuk melakukan edukasi dan sosialisasi program penanggulangan
bencana yang digagas oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Menurut Parlan, pada tingkat global, pandangan terhadap bencana juga
mengalami perubahan, dulu bencana semata — mata relevan dengan kedaruratan, dan
lebih ditekankan pada cara menanggulangi bencana setelah terjadi. Sedang menurut
pandangan perlindungan sipil, bencana terkait erat dengan proses pembangunan,
pemerintahan dan kemasyarakatan di seluruh siklus bencana menjadi, serangkaian

kegiatan baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi bencana yang dirancang



untuk memberikan kerangka kerja bagi perorangan atau masyarakat berisiko terkena
bencana untuk menghindari, mengendalikan resiko, mengurangi, menanggulangi,
maupun memulihkan diri dari dampak bencana. Sementara itu pujiono
mengungkapkan ada tiga hal penting dalam perubahan paradigma penanggulangan
bencana, yaitu:

1. Dari respon darurat ke manajemen resiko, perubahan ini mendorong
perubahan radikal cara pandang. Tadinya penanggulangan bencana
dipandang sebagai tindakan khusus terbatas pada keadaan darurat,
dilakukan oleh pakar saja, kompleks, mahal dan cepat. Sekarang,
penanggulangan bencana bukan lagi sekedar merespons kedaruratan,
melainkan tindakan untuk melakukan manajemen resiko.

2. Perlindungan rakyat, sebagai wujud pergeseran cara pandang dari
kekuasaan pemerintah ke perlindungan sebagai hak asasi rakyat. Tadinya
perlindungan diberikan sebagai bukti kemurahan penguasa untuk
rakyatnya. Dengan demokratisasi dan otonomi daerah, akuntabilitas
pemerintah daerah bergeser lebih dekat ke konstituen. Pemerintah daerah
adalah pihak yang diberikan mandat oleh konstituennya untuk, antara lain,
menciptakan dan membagi kesehjateraan, dan memastikan perlindungan.
Pergerseran ini mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melihat
perlindungan sebagai suatu mandat yang sama dengan mandat ekonomi
dan kesehjateraan

3. Dari tanggung jawab pemerintah ke urusan bersama masyarakat. ini

berkaitan dengan bagaimana membawa penanggulangan bencana dari



ranah pemerintah ke arah urusan kemaslahatan bersama, dimana semua
aspek penanggulangan bencana, mulai dari kebijakan, kelembagaan,
koordinasi dan mekanisme harus menggalakkan peran serta masyarakat

luas dan dunia usaha.

Ketiga perubahan paradigma tersebut meliputi perubahan, diantaranya adalah
perubahan dari aspek bencana, pandangan yang berpengaruh saat ini dan adanya

pandangan alternatif sebagai pilihan.

Tabel 2.2. Pergeseran Pandangan Penanganan Bencana

Aspek Pandangan Dominan Pandangan Alternatif
Hakekat Bencana | Penyimpangan dari Bagian dari kewajaran,
kewajaran timbul masalah — masalah
yang tidak teratasi
Cara Pandang Bencana dilihat sebagai Bencana merupakan bagian

kejadian yang berdiri sendiri

dari proses pembangunan

yang normal
Hubungan dengan | Kurang menganalisa Analisa terhadap kondisi
komunitas hubungan — hubungan komunitas pada keadaan
dengan kondisi komunitas normal merupakan faktor
pada keadaan normal yang mendasar dalam
mengenali bencana
Kaitan dengan Kurang ditekankan Menekankan pada solusi




kewajaran

yang mengubah struktur

hubungan dalam komunitas

yang menjadi lebih rentan
terhadap bencana
Sarana Didominasi rekayasa, Menekankan pada solusi
penyelesaian teknik, hokum dan yang mengubah struktur
stabilisasi hubungan dalam komunitas
menjadi penyebab komunias
menjadi lebih rentan terhadap
bencana
Susunan Institusi yang terlibat dalam | Partisipatori institusi yang
keorganisasian intervensi sangat terpusat terlibat tersebar, sehingga
dengan tingkat partisipasi komunitas menjadi pemeran
komunitas sangat rendah utama dalam penyusunan
strategi, dimana komunitas
tidak dipandang sebafai
korban tetapi mitra
Ciri pemerintahan | Kurang akuntabel, kurang Lebih akuntabel, transparan
transparan, kurang dapat dan menekankan kepercayaan
dipercaya
Waktu Pasca kejadian Setiap waktu dengan
penanggulangan penekanan pada sebelum




keajadian bencana

Arah kerja Pemulihan ke taraf sebelum | Bencana merupakan
bencana kesempatan mereformasi
komunitas menuju kondisi

yang lebih baik

Sumber: Hening Parlan, Paradigma Penanggulangan Bencana, 2008 Yogyakarta, I
Sheep Indonesia, Hal 9

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut diharapkan akan terjadi
pengurangan resiko yang sistematis yang pada akhirnya masyarakat/komunitas yang
siap siaga akan mampu bertahan dari situasi — situasi sulit dalam berbagai bencana.
Sebagai bagian dari upaya pengurangan resiko bencana faktor kesiapsiagaan
masyarakat dan pemerintah termasuk hal yang penting. Sutton menjelaskan bahwa
kesiapsiagaan itu adalah

“commonly viewed as consisting of activities aimed at improving response

activities and coping capabilities. However, emphasis is increasingly being

placed on recovery preparedness, that is, on planning not only in order to

respond effectively during and immediately after disasters but also in order to

successfully navigate challenges associated with short- and longer-term

recovery

Untuk itulah, pada tahun pertama, peneliti telah mengindentifikasi nilai — nilai
lokal yang berkembang di masyarakat Kota Padang, yaitu: Peranan Niniak Mamak.

Kembali ke Surau, Doa Tolak Bala dan Ciloteh Lapau. Selanjutnya dari nilai — nilai

lokal tersebut dielaborasikan dengan konsep Hyogo Framework for Action yang



merupakan konsep pengurangan resiko bencana sehingga membentuk Model
Pengurangan Resiko Bencana Gempa dan Tsunami berdasarkan Kearifan Lokal.

Dan pada tahun kedua, peneliti akan berfokus pada uji model strategi
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami berdasarkan kearifan lokal di Kota
Padang dan melakukan evaluasi dan revisi atas model tersebut. Model strategi
pengurangan resiko bencana gempa dan tsunami berdasarkan kearifan lokal di Kota
Padang dalam penelitian ini disusun dengan mempedomani langkah-langkah metode
penelitian dan pengembangan (R & D) yang dikemukakan Sugiyono (2010) sebagai
berikut:

1. Merumuskan masalah yang akan diteliti
Dengan mengamati dan mempelajari kondisi faktual kerentanan Kota Padang
terhadap ancaman bencana gempa dan tsunami dan menganalisis berbagai
upaya yang dilakukan oleh berbagai stake holders dalam penanggunglangan
bencana. Dari hasil analisis tersebut peneliti akan merumuskan masalah

penelitian melalui model kebijakan penanggulangan bencana di Kota Padang.

2. Melaksanakan need assessment (analisis kebutuhan).
Kegiatan pada tahap ini adalah dengan mengkaji dokomen yang berkaitan
dengan Peraturan Daerah Kota Padang dalam Penanggulangan Bencana,
Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Kota Padang, dan SOP
Penanggulangan Bencana Kota Padang kurikulum. Kemudian menentukan
yang menjadi prioritas untuk dikembangkan.

3. Mengumpulkan data dan menganalisis temuan data empiris
Data yang dikumpulkan adalah tanggapan dan kedalaman pemahaman dari
unsur — unsur pemerintah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana
dan menganalisis bagaimana kebijakan dan pendapat pemerintah tentang
pentingnya pengurangan resiko bencana. Disamping itu peneliti juga akan



menganalisis berbagai tanggapan dan pendapat dari kalangan NGO yang
bergerak di bidang penanggulangan bencana terhadap model pengurangan
resiko bencana di Kota Padang. Untuk memperkuat analisis, peneliti juga
akan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat dan sekolah yang bermukim

di zona rawan tsunami.

. Mendisain model

Dengan mengacu kepada kebijakan penanggulangan bencana yang telah ada
dan hasil analisis data empiris di lapangan, maka peneliti mendisain model
pengurangan resiko bencana yang disesuaikan dengan karakteristik kota
padang dan berdasarkan kearifan lokal.

. Uji coba model

Model yang telah divalidasi oleh ahli kemudian diuji cobakan secara terbatas
untuk melihat daya gunanya. Variabel yang akan diujicobakan adalah berupa
simulasi tingkat kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat di suatu wilayah
yang telah ditetapkan sebagai lokasi uji coba model pengurangan resiko

bencana.

. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)

Untuk mengevaluasi dan mengembangkan disain model yang telah
dikembangkan oleh peneliti, dilaksanakan FGD untuk mendapatkan masukan
dari berbagai pihak antara lain dengan BPBD Kota Padang, Bappeda Kota
Padang, Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang , NGO — NGO yang bergerak
dalam bidang penanggulangan bencana serta masyarakat dan sekolah yang

berada di zona rawan bencana.

. Revisi Model

Hasil ujicoba selanjutnya dianalisis kembali oleh peneliti untuk kemudian
kembali dilakukan revisi terhadap model yang telah dikembangkan.



Tahuni

Mengidentifikasi kearifan lokal
yang dijadikan landasan dari
strategi pengurangan resiko
bencana gempa dan tsunami di
Kota Padang

Tahunll

1. Uji efektivitas model
strategi pengurangan resiko
bencana gempa dan tsunami
berdasarkan kearifan lokal
di Kota Padang

Mendesain model strategi
pengurangan resiko bencana
gempa dan tsunami berdasarkan
kearifan lokal di Kota Padang

2. Evaluasi dan revisi model
strategi pengurangan resiko
bencana gempa dan tsunami
berdasarkan kearifan lokal di
Kota Padang
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